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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur milik Allah SW'T, Tuhan makhl@ang ada
di langit dan yang ada di bumi, seru sekalian alam. Berkah nikmat dan
karunia yang diberikan, kita semua dapat menjalanklgas sehari-hari,
menjalankan ibadah menyembah-Nya. Shalawat dan salam semoga
tetap terlimpah dan tercurah kepada junjunganm tauladan kita, Nabi
Muhammad SAW. Atas perjuangan dan jasa beliau, kita semua bisa
merasakan manisnya Islam dan Iman. WUga shalawat dan salam juga
akan senantiasa tercurah kepada keluarga, sahabat, dan para
pengikutnya yang setia hingga hari kiamat,

Politikk menjadi perbincangan hangat dan menarik sepanjang
sejarah perjalanan umat manusia, karena memperbincangkan kekua-
saan, baik dari sisi orang-orang vang berkuasa, proses mendapat
kekuasaan, membagl kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan.
Betapapun banyak kalangan yang tidak menyukai obrolan tentang
politik, namun tetap saja, siapapun tidak bisa menghindar dari
persoalan politik. Indonesia termasuk salah satu negara yang banyak
memiliki kaitan dan momen politik, mulai dari pemilihan presiden
sampai pemilihan kepala desa.

Demikian pula dengan perbincangan ekonomi lebih menarik lag,
karena menyangkut persoalan hajat hidup, urusan kebutuhan mendasar
manusia. Selain sebagai makhluk politik (zeon politicon) manusia juga
merupakan makhluk berekonomi (ge0n economicus). Jika politik erat
hubungan dengan kekuasaan, maka ekonomi erat hubungan dengan
kepuasaan. Kepuasan untuk dapat makan, dapat minum, dapat ber-
pakaian, dapat rumah, dapat kesenangan untuk jalan-jalan dan

menikmati wisata. Fkonomi dapat memenuhi hal tersebut. Maka
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perbincangan ekonomi politik dan pembangunan menjadi semakin
menarik, Buku ini secara sederhana menjelaskan ekonomi politik
pembangunan dan derivasinya.

Terima kasih kepada rekan sejawat di Fakultas Ilmu Sosial dan
[lmu Politik (FISIP) dan secara umum di Universitas Wiraraja Madura.
Ucapan terima Bsih juga disampaikan kepada Center for Indonesia Reform
(CIR). Penulis berharap, semoga buku ini bisa bermantaat bagi ilmu
pengetahuan dan umat manusia. Mohon maaf jika ada materi di dalam

buku ini tidak tepat, kurang relevan dan segala kekurangan lainnya.

Madura, 17 Agustus 2021

Penulis
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PENDAHULUAN

Ekono mjam politik, bila dilihat sekilas seperti tidak ada hubungan
yang intens. Ekonomi mengurust pasar, transaksi jual-beli, tukar-
menukar barang, dan jasa, secara daring maupun luring. Orang
mengurusi ekonomi tempatnya di pasar, di pusat perbelanjaan, di bursa
saham, di aplikasi atau platform digital. Seperti tidak ada hubungan
urusan polittk yang membahas urusan merath, membagi, memper-
tahankan kekuasaan, yang berada di gedung parlemen, kantor
pemerintah, di tempat pemungutan suara (TPS) pada saat pemilihan
umum berlangsung.

Namun bila ditelusuri lebih jauh, ternyata ekonomi memiliki

hubungan yang intens dengan politik. Bilaajbﬂratkan seperti koin uang
logam, maka ekonomi dan politik ibarat dua sisi dari mata uang yang
sama-sama bernilai. Satu sama lain, saling memberi nilai yang hanya ada
pada saat keduanya ada secara simultan. Nyaris tidak ada keputusan
politik yang tidak mempertimbangkan aspek ekonomi. Begitu pula
bidang ekonomi, tidak dapat berjalan, bila tidak ada keputusan politik.
Malah ada persoalan ekonomi yang kemudian terhenti karena kebijakan
politik. Proses eksport dan import barang dar satu negara ke negara
lain, butuh kebijakan politik. Berapa banyak tahun ini misalnya
Indonesia akan mengimpor beras dari Vietnam adalah keputusan
politik. Meski beras adalah urusan ekonomi yang berkaitan dengan
kebutuhan makan.
Manakah di antara kedua pendekatan tersebut yang relevan?
Apakah politik harus dipisah dengan ekonomi? Atau apakah politik
harus selalu berhubungan ang:m ckonomi? Kedua pertanyaan itu yang
sesungguhnya secara jelas akan dijelaskan di dalam buku ajar ini. Buku
ajar mata kuliah “Ekonomi Politik Pembangunan.” Bagaimana sejarah
kelahiran ekonomi dan politik, baik secara teoritis maupun praktis,
apakah ekonomi dan politik sejak awal, dalam kajian para ahli sudah
terpisah, atau sebaliknya malah sudah menyatu? Hal tersebut akan
dibahas secara sederhana di dalam buku ini.
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BAB I PENGANTAR EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep ekonomi
Pembangunan.

2. Mahasiswa mampu memahami  praktik  ekonomi
pembangunan.

(6

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

l. Mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi
pembangunan.

2. Mahasiswa mampu menjelaskan  konsep ekonomi

pembangunan.

politik

politik

politik

politik

3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik ekonomi politik

pembangunan.

4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam ekonomi

politik pembangunan.

5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam ekonomi politik

pembangunan.

6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah

ckonomi politik pembangunan.




PENGANTAR ERKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

A. Sejarah Ekonomi Politik

Ekonomi politik pertama kali muncul pada abad ke—lﬁmng
digagas oleh penulis Prancis bernama Antoine de Montcheitien (1575-
1621) dalam bukunya yang berjudul Treatise on Political Econonry. Namun
Ekonomi pnlia memperoleh bentuk pada 1776 dengan ditulisnya
buku berjudul The Wealth of Nations oleh ekonom Adam Smith. Selain
Smith tokoh lain yang mengggnbangkan ekonomi politik adalah David
Ricardo dengan tulisannya Essay on the Influence of a Low Price of Con on
the Profit of Stock tahun 1815. Tokoh-tokoh ini melihat ekonomi politik
dari sudut pandang mikro, yaitu teori nilai kerja. Selain melihat ekonomi
politik dari sudut pandang nilai kerja Adam Smith juga melihat individu
dan kebutuhannya. Kemudian masuk ke wilayah makro, lebih luas lagi,
yaitu tentang masyarakat dan negara.

Ada pula tokoh lain yang bicara mengali ckonomi politik, yaitu
Robert Malthus dengan karyanya berjudul Principles of Political Economy
(1820) dan Defenitions of Political Fconomy. Tokoh lain yang membahas
ekonomi pnlitadalah John Stuart Mill yang terkenal dengan bukunya
vang berjudul Princples of Political Economy With Some of Their Application
to Social Philosophy (1848). Pada masa ini ekonomi dan politik masih
menyatu (Deliarnov, 2006: 1-2).

Ekonomi politik sempat mengalami pemisahan dengan berbagai
pertimbangan dan alasan, satu di antara yang paling mengemuka adalah,
wilayah ekonomi dan politik berbeda. Menurut Miriam Budiarjo, pada
abad ke-18 dan ke-19 ekonomi dan politik menjadi ilmu yang tersendiri,
terpisah dan masing-masing memiliki wilayah juga pembahasan yang
tidak sama. Hal tersebut dilakukan oleh Inggris untuk memajukan dan
menciptakan kesejahteraan bagi warga dan negaranya, sekaligus untuk
menghadapi negara lain yang menjadi pesaing Inggris seperti Jerman,
Spanyol, Portugis, Prancis dan lainnya (Budiardjo, 2003: 23).

Alfred Marshal merupakan tokoh yang juga ikut mendorong
berpisahnya ekonomi dan politik. Marshal menulis buku yang berjudul
“principles of economics.” Melalui tulisan tersebut, Marshal memisahkan

ekonomi dengan politik. Ekonomi digunakan secara terpisah dengan
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@B I PENGANTAR EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

politik. FEkonomi lebih diorientasikan pada penjelasan ekonomi yang
lebih bersifat deduktif, matematis, dan kuantitatif. Sedangkan politk
semakin dijauhkan dari ekonomi dan diorientasikan pada hal-hal yang
bersifat induktif, kualitatif, berkaitan perilaku (bebavior), pola, model,
interaksi dan lain-lain.

Pada saat terjadi pemisahan antara ekonomi dan politik, maka
dibuatlah bidang tugas dan wilayah masing-masing. Fkonomi meng-
urusi pasar, sedangkan polittk mengurusi pemerintahan. Pemerintah
tidak boleh mencampuri pasar, pasar harus diberi keleluasaan untuk
mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi pemerintah. Salah satu tokoh
yang getol mengemukakan ini adalah Stephen Gill. Menurut Gill, apa
yang menjadi urusan ekonomi (markef) harus terpisah sepenuhnya dari
urusan pemerintahan (politik). Tujuannya, supaya ekonomi bisa lebih
maju, ekspansif dan independen (Gill, 1995: 400-420).

Tokoh lain yang mengemukakan hal serupa adalah Adam Harmes.
Harmes juga menyebut, campur tangan politik dalam ekonomi hanya
akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga politik harus
dijauhkan dari ekonomi (Harmes, 20006: 726-748).

Charles Lindblom dan Robert Dahl mempelopori kembali
bersatunya kajian mengenai ekonomi dan politik. Meski keduanya telah
memiliki bidang kajian yang lebih spesifik, terutama dengan semakin
dinamisnya perkembangan dalam perekonomian dan perpolitikan.
Lindblom dan Dahl menerbitkan buku yvang berjudul “poditics, economics
and welfare’ pada tahun 1953. Melalui tulisan di buku tersebut, keduanya
berusaha untuk menjelaskan keterkaitan antara fenomena ekonomi dan
politik yang saling berinteraksi semakin menonjol, dan bisa juga tidak
terpisah dalam kajiannya (Philipus & Aini, 2004: 20).

Namun pada tahun 1970-an ekonomi dan politik kemudian
menjadi bahasan yang menyatu kemb@terutama dengan munculnya
tokoh seperti Kenneth Arrow, Oslon, William Riker, James Buchanan,
Gordon Tullock yang mengembangkan ekonomi politik baru (new
political e.r:afmmiﬁ}.gereka memiliki dua variasi mengenai ekonomi

politik baru, yaitu teori pilihan rasional (rational choices theory) dan pilihan
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PENGANTAR ERKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

publik teori (public choice theory), kedua teori ini berorientasi pada
ekonomi kelembagaan (Deliarnov, 20006: 2).

Hingga kini di banyak belahan dunia, termasuk di Indonesia
ckonomi dan politik menjadi satu kajian yang secara khusus dibahas, di
samping tentu saja, kajian masing-masing terkait ekonomi atau politik
tetap dibahas secara terpisah. Di sejumlah perguruan tingei di
Indonesia, ekonomi dan politik disatukan pembahasannya dengan
pembangunan, sehingga menjadi ekonomi polittk pembangunan.
Maknanya, ekonomi dan politik perlu dipadukan untuk pembangunan

manusia.

B. Pengertian Ekonomi

Ekonomi memiliki makna dan pengertian yang luas, seiring dengan
semakin dominannya peran ekonomi dalam kehidupan manusia, baik
dalam lingkup individual-personal, keluarga, masyarakat, bangsa
negara, bahkan pada lingkup kehidupan yang lebih luas lagi, kehidupan
global, lintas negara. Ekonomi menjadi titik sentral pembahasan para
pemimpin maupun rakyat biasa.

Meskipun sebetulnya asal muasal ekonomi hanya dalam lingkup
dan urusarmmah tangga. Seperti yang bisa terlihat dari makna bahasa
ckonomi. Secara etimologi, ekonomi berasal dari dua kata bahasa
Yunani, yaitu sikes yang berarti rumah tangga, dan nemes yang berarti
aturan. Sehingga, secara bahasa, ekonomi bernama aturan rumah
tangga, atau hal-hal yang terkait dengan kerumahtanggaan. Jadi segala
sesuatu yang terkait dengan kerumahtanggaan itulah ekonomi. Begitu
pula ekonomi itu selalu terkait dengan urusan rumah tangga. Artinya,
bagaimana individu yang ada di dalam rumah mengurus dan mengatur
urusannya (Sardjono, 2017: 54).

Dalam perjalannya, ekonomi tidak hanya herh hal yang terkait
dengan urusan rumah tangga dalam artian anggota keluarga yang terdiri
dari suami, isteri dan anak, tetapi juga semakin meluas menjadi rumah
tangega perusahaan, rumah tangga sebuah masyarakat di daerah tertentu,

atau rumah tangga masyarakat di wilayah tertentu, atau bahkan rumah
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BAB I PENGANTAR EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

tangga sebuah negara, dan seterusnya.

Dalam pengertian @ﬂnnlngi (1stilah) ekonomi adalah aktvitas
yang berkaitan dengan cara-cara untuk menghasilkan, mengedarkan,
membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat, maupun
negara, sechingga kebutuhan materi masyarakat atau rakyat dalam
sebuah negara, atau di sebuah wilayah dapat terpenuhi dengan baik.
Dalam pengertian ini, ekonomi bermakna mengatur urusan atau hal-hal
yang terkait dengan kepemilikan, pembagian, pendistribusian dan
lainnya (Sholahuddin, 2007: 3).

Seperti yang terlihat dari pengertian ekonomi tersebut, jelas bahwa
ekonomi tidak hanya terkait semata-mata dengan urusan kerumah-
tanggaan semata, namun juga terkait dengan distribusi terhadap barang-
barang yang diproduksi, sehingga mampu digunakan oleh warga/
masyarakat secara umum.

Ada pula yang menyebut bahwa ekonomi adalah aktivitas manusia
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, atau dengan kata lain aktivitas
yang berkaitan dengan hubungan antara berbagai keinginan manusia
dengan hal-hal yang berkaitan dengan produksi. Karena itu, dalam
ckonomi yang selalu menjadi pembahasan adalah kelangkaan atau
kekurangan dan upaya pemenuhan terhadap kelangkaan tersebut tentu
saja dengan cara melakukan kegiatan produksi (Purnaya, 2016: 4-5).

Lebih konkret lagi, ekonomi terkait langsung dengan apa yang
menjadi kebutuhan hidup manusia mulai dari sandang, pangan, dan
papan sebagai kebutuhan dasar manusia, untuk dipenuhi. Berbagai cara
yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi hidup tersebut, di antara
cara yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan produksi. Hasil
produksi tersebut kemudian, didistribusikan, dibagi dan diberikan
kepada orang lain yang mengalami kekurangan atau membutuhkan.
Masing-masing orang yang hidup memiliki kebutuhan dan keperluan
masing-masing, proses bertukar dan memenuhi kebutuhan hidup

tersebut merupakan bentuk nyata dari ruang lingkup ekonomi.
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C. Pengertian Politik

Politik sejak awal dikemukakan sesungguhnya merupakan sesuatu
yang baik, mulia dan bernilai tinggi. Sebuah idealita, cita-cita yang ingin
mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. sehagzimam yang
dikemukakan penggagas terdahulu tentang politik, Aristoteles. Menurut
Aristoteles, politik adalah tindakan untuk menciptakan kehidupan
bersama yang lebih baik (Surbakt, 1992: 3).

Aristoteles secara jelas menyebut bahwa politik berdimens:
menciptakan kehidupan bersama, bukan kehidupan personal atau
kelompok, tetapi kehidupan bersama (lving together) yang memiliki
makna kemajuan (progresif) sebagai lawan dari stagnan. Maka
disebutlah manusia adalah makhluk berpolitik (bome politicon), dengan
berpolitik akan tercipta kehidupan manusia yang lebih baik.

Hampir senada dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles,
ahli lain yang berbicara mengenai politik juga menitikberatkan politik
pada persoalan perbuatan manusia yang hemrientasa::ada kehidupan
bersama (kolektif) bukan kehidupan individual. Menurut Talcott
Parson (1966) polittk adalah aspek dari semua perbuatan yang
berkenaan usaha kolektif, bagi tujuan-tujuan yang juga bersifat kolektif
(Karimi, 2012: 26).

Politik sebetulnya menjadi satu kata kunci menciptakan kehidupan
bersama (kohesivitas) di antara anggota masyarakat, dengan kehadiran
politik, maka persoalan yang sifatnya individual menjadi teralienasi
dalam kehidupan bersama, karena yang dikedepankan adalah semangat
kolektif, kebersamaan di antara sesama warga masyarakat. Begitu pula
dengan mereka yang terjun ke dalam dunia politik praktis, perlu
menjadi hubungan bersama dengan pemilih maupun masyarakat secara
LTI,

Masih senada dengan ahli lain, Merkl juga secara umum menyebut
politik sebagai jalan untuk menciptakan kehidupan Sta'al yang lebih
baik bagi masyarakat, berupa terwujudnya keadilan. Menurut Peter

Merkl, politik adalah usaha untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan
berkeadilan (Merkl, 1967: 13).
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Budiardjo memaknai politik secara lebih operasional dengan
mengatakan bahwa untuk menciptakan kehidupan yang lehﬂ'aaajk itu
diperlukan adanya aturan yang diterima oleh mayoritas warga. Menurut
Miriam Budiarjo, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-
peraturan yang dapat diterima oleh sebagian besar warga, dan mem-
bawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis (Budiarjo, 2008: 15).

Sedangkan Abdul Halim lebih melihat politik sebagai seni, seni
mengatur kekuasaan yang di dalamnya terdapat h@-'ak sekali
perbedaan, pertentangan, bahkan juga konflik. Menurut Abd. Halim,
politik adalah seni mengatur kolektivitas, yang terdiri atas beragam
individu berbeda, melalui serangkaian undang-undang yang disepakati
bersama, untuk tujuan bersama aman, makmur, sejahtera (Halim, 2014: 3).

Namun di antara ahli yang menyebut politik tidak linier dengan apa
yang dikemukakan oleh para ahli lain adalah Harold D Laswell yang
mengemukakan politik pada tataran praktis. Lasswell mengatakan,
politik itu berkaitan dengan siapa mendapatkan apa, kapan men-
dapatkan dan bagaimana cara atau upaya untuk mendapatkan (wbhe geis
what, when and how). Jelaslah dalam polittk ada yang namanya
pragmatisme dan transaksional (Noor, 2007: 53).

D. Pengertian Ekonomi Politik

Interrelasi di antara aspek, proses dan institusi politik dengan
kegiatan ekonomi, seperti: produksi, investasi, harga, perdagangan,
konsumsi, distribusi, dan lain-lain (Caporaso & Levine, 1992: 79).
Jelaslah, bagi Caporaso dan Levine, bahwa ekonomi polittk mengulas
dan membahas hubungan atau keterkaitan berbagai aspek yang terkait
dengan ekonomi dan politik. Artinya, setiap aspek yang ada di dalam
ekonomi dan politik selalu memiliki keterhubungan yang tidak bisa
dipisahkan. Selain itu, dapat dijelaskan pula bahwa setiap proses di
dalam ekonomi memiliki hubungan dengan proses politik. Begitu pula
proses politik memiliki hubungan dengan ekonomi. Proses politik
berpengaruh kepada proses ekonomi, dan proses ekonomi ber-

pengaruh terhadap proses politik.
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Begitu pula dengan institusi atau aktor (pelaku) ekonomi tidak bisa
dipisahkan dari aktor politik, dan aktor politik tidak akan jauh dari aktor
ckonomi, kedua aktor tersebut memiliki ketersambungan atau keter-
kaitan satu sama lain. Inilah yang menjadi objek kajian dari komunikasi
politik, bagaimana hubungan, keterkaitan dan interrelasi di antara
keduanya bisa terjadi dan bagaimana dampaknya.

Intinya, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, dalam
praktiknya akan sangat terkait dengan politik, apakah proses politik,
aktor polittk maupun kebijakan politik. Kebijakan politik tentu saja
akan terkait secara langsung, karena orang yang memiliki kekuasaan
(power) dalam jabatan politik tertentu, terlebih lagi pada level negara,
maka memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengendalikan dan
mendistribusikan apa yang terkait dengan produksi, perdagangan,

konsumsi dan lain-lain.

E. Pengertian Pembangunan

Menurut Al Kabul mu', pembangunan adalah upaya yang
dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan
kondisi atau keadaan yang dapat menyediakan berbagai kebutuhan yang
legal bagi pencapaian keinginan, kebutuhan dan aspirasi setiap warga,
yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (bumanistic),
mencakup aspek pertumbuhan (gronth), pemerataan (equalization) dan
keh@]utan (sustainabilety) (Mahi, 2016: 2).

Pembangunan secara jelas sering diartikan sebagai proses per-
ubahan ke arah atau keadaan yang lebih baik. Seperti dikatakan oleh
Seers (1969) ada faktor pertimbangan nilai (valwe judgment). Atau
menurut Riggs (1966) pembangunan memiliki orientasi nilai yang
menguntungkan (favourable value orientation). Pembangunan memang
selalu dikaitkan dengan perubahan (transformasi) ke arah lebih baik
yang diwujudkan dalam bentuk modernisasi dan industrialisasi. Seperti
dikatakan nlemGnulet (1977), pembangunan, modernisasi dan
industrialisasi menyangkut proses perubahan. Pembangunan adalah

salah satu bentuk perubahan sosial, sedangkan modernisasi adalah
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suatu bentuk khusus (speczal case) dari pembangunan, dan industrialisasi
adalah salah satu segi (4 szmgle facet) dari pembangunan. Dari penjelasan
ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan bersifat lebih luas
dari modernisasi dan industrialisasi. Dengan kata lain, industrialisasi
dan modernisasi menjadi bagian dari pemhangunyang memiliki
makna, kandungan dan penjabaran yang lebih luas. Seperti dikatakan
Rostow (1967), modernisasi adalah proses yang mencakup perubahan-
perubahan yang spesitik, termasuk industrialisasi, yang menunjukkan
penguasaan yang lebih luas atas alam melalui kerjasama yang lebih erat
armanusia. Berkaitan dengan pembangunan yang juga merupakan
pembaharuan yang juga merupakan suatu bentuk perubahan ke arah
yang dikehendaki, tetapi lebih berkait dengan nilai-nilai atau sistem
nilai. Pembangunan, dengan demikian juga berarti pembaharuan,
meskipun pembaharuan tidak selalu harus berarti pembangunan
(Sasmita, 1995: 2-3).

Sondang Siagian memaknai pembangunan sebagai suatu usaha
atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana
yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah,
menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).
@:at dibuat lebih detail, pembangunan memiliki beberapa dimensi
sebagai berikut.

Pertama, pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti
suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan, tidak sekali jadi. Jika
proses maka Pal ada tahapan di dalam melaksanakan program
pembangunan, pentahapan dapat dibuat berdasarkan jangka waktu,
biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Kedna, pembangunan merupakan usaha yang secara sadar
dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti
pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar
dan timbul secara insidentil di masyarakat, tidaklah dapat digolongkan
kepada kategori pembangunan. Atau misalnmhanya berdasarkan
insting semata, tidaklah dapat dikatakan sebagai pembangunan.
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Ketiga, pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan
itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan. Keempat,
pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas diartikan
sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta
kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka
usaha peningkatan kemampuan swa-sembada dan mengurangi keter-
gantungan pada pihak lain. Kelima, modernitas yang dicapai melalui
mnbangunan itu bersifat multidimensional, seluruh aspek kehidupan
politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional
@ administrasi. Keenam, pembangunan ditujukan untuk membangun
bangsa (nation building) secara terus-menerus dalam rangka pencapaian
tujuan bangsa dan Negara (Siagian, 2009: 10).

F. Sejarah Pembangunan

Pembangunan telah mulai dikaji pada abad ke-19, di Amerika
Serikat, dipelopor oleh antara lain Woodrow Wilson, Frank Goodnow,
Leonard White. Namun ada yang menganggap bahwa administrasi
pembangunan telah dimulai lebih dulu Alexis de Tocqueville. Kelahiran
administrasi pembangunan sebetulnya dimulai dari negara-negara yang
sudah lebih maju Lm segi pembangunan.

Jika diamati, pembangunan sesungguhnya telah dimulai setelah
Perang Dunia IT berakhir, yang kemudian berlanjut secara lebih intensif
pada tahun 1960an. Setelah usai perang dunia kedua, negara-negara di
dunia terpolarisasi dalam dua bentuk yang dapat didentifikasi, yaitu;
pertama, ada negara yang menang perang dunia kedua dan sebaliknya
ada negara yang kalah. Kedwa, ada hubungan yang terjalin antara negara
yang menang maupun negara yang baru merdeka.

Hubungan ebut dalam dua bentuk; perfama, negara yang
menang perang menjadikan negara-negara bekas jajahan yang baru
merdeka sebagai sumber bahan mentah atau bahan baku yang
diperlukan untuk industri gQtentu dalam negerinya sendiri. Kedia,
negara yang menang perang menjadikan negara bekas jajahan yang baru

merdeka sebagai pasar bagi produk yang dihasilkannya dan sebagian
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produk tersebut hasil produksinya melimpah, sehingga jika tidak
dilempar keluar negeri justeru akan menjadikan harga barang menjadi
anjlok, karena stok yang melimpah (Siagian, 1978: 5).

Amerika Serikat (AS) yang menang perang, menjadi Negara
pertama di dunia yang cepat bangkit ekonominya dan dapat menem-
patkan negaranya sebagai kekuatan ekonomi terbesar atau nomor satu
dunia. Dengan posisi ekonomi yang demikian, AS berinisiatit untuk
membangun ekonomi dunia melalui pemberian bantuan kepada
Negara-negara yang menjadi sekutu dalam perang maupun lawan-
lawannya yang difokuskan di Negara Eropa Barat.

Hal tersebut sesuai dengan rencana Marshall dari Amerika, sesuai
dengan nama Sekretaris Amerika Serikat yaitu George Marshall. Nama
aslinya adalah Program Recovery Eropa. Program ini ditawarkan
kepada negara-negara sekutu Amerika Serikat ﬂtu Eropa Barat dengan
bantuan sebesar 13 miliar USD selama empat tahun sejak 12 Juli 1947.
Program ini juga ditawarkan kepada negara Uni Soviet dan sekutunya
tetapi ditolak karena mensyaratkan perubahan politik dan kontrol dari
luar. Hal ini dipandang sebagai awal lahirnya integrasi Eropa seperti
yang dilihat saat ini. Program ini dijalankan oleh Economic Cooperation
Administration (ECA). Salah satu misi ECA adalah membendung
pengaruh Soviet di Eropa (Mills, 2008: 195).

Demikianlah, Amerika Serikat yang berhasil membantu beberapa
negara Hropa keluar dari krisis dan berhasil membangun kembali
negara pasca perang dunia kedua, semakin agresif dan semangat juga
membantu negara di belahan dunia lain, termasuk Afrika dan Asia. Di
wilayah tersebut juga banyak negara yang baru merdeka bebas dari
penjajahan. Bantuan Amerika serikat diberikan dalam berbagai bentuk,
mulai bantuan ekonomi, politik, teknologi dan lain sebagainya. Namun
pengalaman berhasil di negara Eropa, ternyata tidak berjalan
sebagaimana yang diharapkan bantuan Amerika Serikat di negara Asia
dan Afrika. Banyak negara yang dibantu Amerika malah tidak bisa
berkembang, dan hanya menjadi negara yang menumpuk hutang, tanpa

tahu dan bisa kapan hutang-hutang tersebut bisa dikembalikan, atau
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dibayar. Meski rezim telah berganti, pemerintahan silih-berganti,

termasuk di Indonesia, tetap saja tidak bisa keluar dari masalah hutang

(Ngusmanto, 2015: 30-40).
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Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian ekonomi politik pembangunan!

2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah
ckonomi politik dan pembangunan!

3.  Kemukakan satu kasus ekonomi politik pembangunan yang ada di
sekitar Saudaral

4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang
Saudara kemukakan tersebut?

5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/
kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan

di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!
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“Sesuatu yang sangat berbahaya bagi anak-anak adalah ketika mereka
mendengarkan kisah-kisah yang penuh kebohongan.
Pada saat usia in1, mereka memiliki kemampuan alami
yang mudah menangkap berbagai persepsi

dari apa yang mereka dengar*
(Plato filsuf Yunani, 427-347 SM)
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Capaian Pembelajaran

1.
2.

Mahasiswa mampu menguasai konsep ekonomi politik sosialisme.
Mahasiswa mampu memahami  praktik  ekonomi politik

sosialisme.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1.
2.

0.

Mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik sosialisme.
Mahasiswa mampu menjelaskan  konsep ekonomi politik
sosialisme.

Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik  ekonomi politik
sosialisme.

Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam ekonomi
politik sosialisme.

Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam ekonomi politik
sosialisme.

Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah

ckonomi politik sosialisme.
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A. Sejarah Sosialisme

Sosialisme sering disebut-sebut sebagai antitesis dari kapitalisme.
Kapitalisme disebut sebagai penyebab terjadinya akumulasi modal pada
pihak tertentu, yaitu para tuan tanah, dan pemilik @hﬂ. Kapitalisme
juga dinilai menciptakan polarisasi golongan antara majikan dan buruh,
atau golongan borjuis dan proletar. Majikan berkuasa dari buruh, kaum
borjuis menguasai sumber-sumber produksi dan modal. Sementara
kaum proletar atau buruh, menjadi alat kepentingan kaum borjuis dan
pemilik modal. Ada semacam ketidakseimbangan dalam pola kerjasama
yang diciptakan oleh sistem kapitalisme.

Sosialisme lahir dari pemikiran seorang tokoh di Prancis yang
bernama Francois Babeut (1760-1797) yang berpendapat bahwa, setiap
orang memiliki hak yang sama terhadap segala apa yang ada di muka
bumi, termasuk kekayaan. Pemikiran Babeuf berkembang seiring
dengan terjadinya Revolusi Prancis. Babeuf memperjuangkan pemi-
kiran mengenai kesamaan antara buruh dengan majikan, antara orang
kaya dan pekerja (Hudon, 1939).

Tokoh lain yang mempnpxderk@pemihrm ckonomi politik
sosialisme adalah tokoh asal Prancis, Saint Simon, atau Claude Henri
de Rouvroy, comte de Saint-Simon, disebut juga Henri de Saint-Simon
(1760-1825). Saint Simon pula yang pemikirannya meletakkan sosia-
lisme sebagai antithesis atau berseberangan dengan kapitalisme. Kapita-
lisme lebih cenderung menyerahkan tata kelola perekonomian kepada
para pemilik modal, termasuk dalam hal produksi dan distribusi. Simon
berpikir sebaliknya, negara yang harus mengatur produksi dan distribusi
(Picon, 2003). Hal ini yang membuat Simon lebih populer sebagai
tokoh sosialisme dibandingkan dengan Babeuf atau lainnya. Pemikir-
annya secara langsung secara diametral berhadapan dengan kapitalisme.

Sejarah sosialisme juga tidak bisa dilepaskan dari tokoh asal
Jerman, bernama Karl Marx (1818-1883). Popularitas Marx sebagai
tokoh sosialisme bahkan mengalahkan pendahulunya seperti Babeuf
dan Simon. Di kalangan penggemar pemikiran sosialisme pemikiran

Marx yang tertuang dalam “Das Kapital” (sejarah manusia adalah
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sejarah perjuangan kelas), seperti menjadi buku bacaan wajib yang tidak
boleh dilewatkan.

Pemikiran Marx didorong oleh pemikiran berbasis materialisme.
Menurut Marx apa yang dipikirkan oleh manusia tidak lain merupakan
retfleksi mengenai dunia material dimana manusia berada. Penekanan
pemikiran pada aspek materialisme ini yang selanjutnya mengemuka di
dalam teori kelas atau teor konflik yang dikemukakan oleh Marx. Marx
memandang, bahwa selama kepemilikan alat produksi, sebagai materi
untuk menciptakan kesejahteraan masih dikuasai oleh segelintir orang
pemilik modal, maka yang namanya kesejahteraan dalam ekonomi tidak
akan pernah tercapai. Maka cara yang harus ditempuh adalah dengan
mengambil alih dan menguasai alat-alat produksi oleh kalangan buruh,
kemudian pengelolaannya dikendalikan oleh kaum buruh. Dengan cara
itu kesejahteraan dapat tercapai (Veblen, 1906).

Sejarah sosialisme juga tidak lepas dari Robert Owen (1881-1858).
Owen lebih dikenal sebagai pelopor sosialisme di Inggris. Berbeda
dengan pendahulunya, pemikiran Owen lebih moderat. Jika penda-
hulunya, seperti Babeuf dan Marx mengedepankan adanya perten-
tangan kelas, antara kelas buruh dan majikan, atau antara kelas borjuis
dan proletar, tidak begitu dengan Owe\-f[eskj begitu, Owen tetap
melihat proses industrialisasi yang terjadi di Inggris, melahirkan tatanan
masyarakat, dimana golongan pemilik modal akan mampu berkembang
dengan begitu pesat, sementara golongan masyarakat tak bermodal
@1 menjadi sebuah kelompok yang terpinggirkan. Namun Owen
tidak terlalu mengedepankan pertentangan kelas dan perjuangan
kekerasan. Owen lebih mengedepankan kerjasama. Owen menilai
solusi efektif untuk membangkitkan masyarakat yang tidak memiliki
modal adalah dengan cara membenggy komunitas kolektif kecil.
Komunitas ini dibangun berdasarkan prinsip dan aturan yang jelas.
Sehingga dapat membantu memperbaiki perekonomian, selanjutnya
meningkat kesejahteraan anggotanya (Gorb, 1951).

Pemikiran Charles Fourier (1772-1837) asal Prancis juga menjadi

bagian dari sejarah sosialisme. Fourier termasuk tokoh yang dikenal
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tidak terlalu mempertentang kelas di dalam pemikirannya, sama dengan
Owen. Menurut Fourier, manusia memiliki hasrat dan keinginan yang
beragam, sehingga sistem produksi harus didasarkan kepada hal yang

menarik, sehingga menimbulkan hasrat bagi tenaga kerja (Erreygers,
2014).
B. Pengertian Sosialisme

Secara bahasa, sosialisme berasal dari bahasa Prancis “socius” yang
artinya masyarakat. Kelahiran sosialisme pertama di Prancis pada tahun
1830. Secara istilah, sosialisme merupakan ideologi ekonomi politik
yang menginginkan terwujudnya kesejahteraan di kalangan masyarakat
secara merata, tidak hanya di tangan segelintir orang. Pemerataan
kesejahteraan diperoleh dengan cara evolusi, tanpa kekerasan,
persuasif, dan konstitusional (Spengler, 1928).

Sosialisme awalnya merupakan pemikiran yang memandang bahwa
penguasaan dan pembagian alat produksi serta hasil produksi dilakukan
secara rata kepada masyarakat (Santoso, 2011). Sosialisme yang awalnya
merupakan gerakan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat
industri, kemudian melahirkan gerakan politik, terutama dengan
lahirnya sebutan Marxisme-Leninisme. Sosialisme lebih dikenal sebagai
gerakan politik, yang didorong oleh pemikiran Marx dan Lenin
(Verster, 1999).

Sosialisme mendapat banyak penyebutan. Ada yang menyebut
dengan sosialisme demokrat. Hal ini merujuk pada sosialisme yang
menganut paham yang merujuk bahwa sosialisme merupakan bentuk
dari sistem politik yang moderat, yang memandang sosialisme secara
lebih luas, termasuk dalam demokrasi. Hal ini sebagaimana dikemu-
kakan oleh John Dewey. Yang mengemukakan bahwa sosialisme
sebagai bentuk kebebasan dapat menggunakan kekuasaan politik
dengan cara yang demokratis dan konstitusional (Cork, 1949).

Sosialisme demokrat merupakan lawan dari sosialisme radikal.
Sosialisme radikal identik dengan komunisme. Salah satu negara yang

pernah berkuasa dengan ideologi sosialisme komunisme adalah Uni
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Soviet. Namun pada tahun 1991 Uni Soviet runtuh, sehingga turut
membubarkan negara sosialisme komunisme yang bertumpu pada
Leninisme. Keruntuhan nggya sosialisme komunisme Uni Soviet
disebabkan inefisiensi akut dari sistem yang dikolektivasi, keborosan
eknnnmimaterbelak:mgan teknologi dan sistem hegemoninya. Selain
itu juga adanya pembagian kelas dalam kehidupan masyarakat Uni
Soviet, rendahnya kualitas kehidupan masyarakat Uni Soviet, serta tidak
diperbolehkan berkembangnya kreativitas masyarakat oleh pemerintah
Uni Soviet (Sakwa, 2013).

Dalam pandangan sosialisme, kepemilikan bersama merupakan
cara hidup yang paling baik. Lebih baik dari cara hidup sendiri-sendiri,
atau menikmati kepemilikan secara sendirtan (Gamble, 1981).
Sosialisme menentang segala bentuk kepemilikan yang dikuasai oleh
individu. Hal tersebut dinilai memacu sifat egois anggota masyarakat.
Selanjutnya akan menggangeu dan merusak keharmonisan yang terjadi
di masyarakat (Muldoon, 2019).

Sosialisme juga menginginkan alat-alat produksi dan distribusi
dikuasai oleh negara, sebagai bagian dari representasi masyarakat secara
umum. Sosialisme lebih menginginkan alat produksi dikuasai oleh
negara daripada oleh segelintir orang kaya yang menguasai modal.
Sebab aparatur negara atau birokrasi dinilai sebagai representasi
masyarakat umum. Sementara orang kaya dan pemilik modal, adalah
representasi dari kepentingan dirinya sendiri (Verdery, 1991).

Penguasaan negara atau lebih tepatnya aparatur negara terhadap
kepemilikan alat-alat produksi dan distribusi diharapkan, sebagai jalan
dan cara untuk menghilangkan eksploitasi, yang terjadi dalam dunia
kapitalisme. Eksploitasi yang dilakukan oleh orang kaya dan pemilik
modal. Sehingga penguasaan alat produksi yang diwakili oleh negara,
dapat menghapuskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat umum (Nee, 2013).

Sosialisme berpandangan bahwa semua manusia, dari kelompok
apapun memiliki hak yang sama, dman kelompok manapun. Sehingga
dengan begitu, mereka memiliki kesempatan yang sama pula untuk
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mendapatkan kekayaan dan kesejahteraan. Negara harus memastikan
bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama untuk
mendapatkan kesejahteraan. Tidak boleh ada perbedaan berdasarkan
kelompok dan kelas sosial. Maka negara harus berada di atas institusi
manapun yang ada di masyarakat (Taylor, 1929).

Sosialisme kembali kepada pemikiran bahwa manusia adalah
makhluk sosial, yang memiliki sitat kebersamaan, saling berbagi, ber-
kumpul, dan menyukai keharmonisan hubungan di dalam masyarakat,
saling bekerja sama. Hal tersebut mendasari etika hubungan manusia

sejak lahir sampai meninggal dunia. (Wikandaru & Cahyo, 2016).

C. Prinsip Dasar Sosialisme
Ekonomi politik sosialisme memiliki semacam prinsip-prinsip

dasar yang membedakan dengan sistem ekonomi politik lain. Prinsip
dasar tersebut menjadi semacam ciri khas atau karakteristik yang
mendasari pemikiran dan doktrin di dalam sosialisme. Prinsip dasar
tersebut muncul sejak kelahiran sosialisme. Setidaknya ada tiga catatan
penting yang berkaitan dengan prinsip dasar sosialisme yang
dikemukakan ahli atau tokoh yang pemikirannya cenderung kepada
sosialisme, baik tokoh nasional maupun tokoh internasional.

1. Sosialisme, merupakan sistem ekonomi politik yang menekankan
pentingnya peranan komunal dan pemerintah dalam menguasai
alat-alat produksi dan distribusi barang (Braunthal, 1961).
Sosialisme menitikberatkan peran komunitas atau masyarakat dan
negara di dalam penguasaan dan pengelolaan seluruh hal yang
berkaitan dengan produksi dan distribusi barang kebutuhan
masyarakat. Peran negara lebih ditekankan daripada peran swasta
(private sector), yang direpresentasikan oleh pemilik modal.

2. Sosialisme merupakan sistem ekonomi politik yang sebagian besar
keputusannya diambil dan diatur oleh struktur dan lembaga negara
atau para pekerja. Negara yang membuat kebijakan dan aturannya
jalannya perekonomian dan politik suatu masyarakat. Tidak

diserahkan kepada pasar, yang banyak diatur dan dikendalikan oleh
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pemilik modal (pengusaha) (Arrow et al., 1978). Dominasi negara
semakin besar dengan adanya kewenangan untuk membuat
berbagai regulasi, aturan dan kebijakan yang menjadi dasar
pengelolaan kegiatan ekonomi dan politik. Sehingga dalam sistem
sosialisme, peran pemilik modal atau pihak swasta semakin minim,
jika boleh dikatakan tidak ada. Jika pemilik hendak masuk ke dunia
ekonomi, harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh pemerintah.
Bagi beberapa tokoh penting dunia, seperti sosialisme bukan
sekadar suatu sistem masyarakat. Namun sosialisme juga meru-
pakan suatu tuntutan perjuangan, yakni kemakmuran bersama.

Melalui sosialisme cita-cita kemakmuran negara diperjuangkan
(Ratih Lestarini, 2013).

Ciri Khas Sosialisme

Sosialisme mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara, di
atas kepentingan individu, pemilik modal dan orang kaya.
Sosialisme menetapkan tidak ada kelas kaya dan miskin ataupun
kelas majikan dan buruh, sebab semua sama. Setiap orang dianggap
memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan
kesejahteraan, tidak ada beda antara satu kelompok dengan
kelompok 1

Sosialisme mencita-citakan masyarakat yang di dalamnya dapat
bekerja sama dan solidaritas dengan hak-hak yang sama, tidak ada
perbedaan setiap individu.

Sosialisme mengakui kepemilikan hak milik pribadi atas alat-alat
produksi atau mesin industri secara terbatas. Jumlah kepemilikan
dibatasi, tidak boleh melebihi apa yang ditetapkan oleh negara.
Sosialisme berupa untuk mencapai kesejahteraan dengan cara
damai dan LEOkIﬂLiS, tanpa kekerasan dan anarkis.

Sosialisme berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan
perbaikanib buruh melalui usaha yang dinamis, luwes yang
dilakukan secara bertahap.
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Sosialisme berpegang pada prinsip-prinsip kesederajatan dan
pemerataan. Dalam dunia sosialisme tidak dikenal namanya
monopoli kekayaan di tangan segelintir orang.

Sosialisme mempunyai pemikiran ekonomi negara centris. Negara
memiliki peran sentral. Hal tersebut sebagai upaya yang dilakukan
untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Sehingga
tidak ada yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin.
Sosialisme mencanangkan peran negara juga termasuk dalam hal
pembinaan dan mengkoordinasikan kehidupan kebersamaan di
antara masyarakat.

Sosialisme mendorong pemikiran keagamaan bahwa manusia
harus hidup saling tolong menolong dan bekerjasama, tidak

mengutamakan kompetisi,
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Soal dan Latihan
1. Jelaskan pengertian ekonomi politik sosialisme!
2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah

ckonomi politik sosialisme!

3. Kemukakan satu kasus ekonomi politik sosialisme yang ada di
sekitar Saudaral

4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang
Saudara kemukakan tersebut?

5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/
kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan

di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!
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“Manusia adalah ‘binatang’ politik*
(Aristoteles, filsuf Yunani, 384-322 SM)
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Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep ekonomi
kapitalisme.

2. Mahasiswa mampu memahami  praktik  ekonomi
kapitalisme.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

l. Mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi
kapitalisme.

2. Mahasiswa mampu menjelaskan  konsep ekonomi
kapitalisme.

politik

politik

politik

politik

3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik ekonomi politik

kapitalisme.

4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam ekonomi

politik kapitalisme.

5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam ekonomi politik

kapitalisme.

6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah

ckonomi politik kapitalisme.
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A. Sejarah Kapitalisme

Sejarah kapitalisme ditandai dengan adanya perilaku merkan-
tilisme, yang mengutamakan dan menguntungkan kelompok pedagang
swasta yang berkontribusi pada kemakmuran bangsa. Hal ini ditandai
dengan adanya penumpukan emas dan perak yang dilakukan oleh
orang-orang kaya pada tahun 1500-1800). (Allen, 1991). Secara
gamblang, yang menerapkan sistem ekonomi politik kapitalisme adalah
Amerika Serikat dan Prancis. Setelah itu, pada abad 19 semakin banyak
negara di dunia yang menerapkan kapitalisme seperti Inggris, Belanda,
Jerman, Belgia dan Jepang (Western, 1993).

Kapitalisme kemudian mengalami proses transtormasi revolusi-
oner memasuki babak baru. Yaitu babak dimana kapitalisme mulai
memasuki pasar bebas dan demokrasi liberal. Hal ini seiring dengan
berakhirnya Perang Dunia II yang menyebabkan terjadinya polarisasi
negara-negara besar di dunia, antara yang menang perang dan negara
yang kalah perang. Babak baru tersebut terjadi pada tahun 1940-an.
Negara yang menang perang, terutama Amerika Serikat dan sekutunya
melakukan upaya ekspansi perdagangan bebas pada satu sisi, pada sisi
lain nm::mmnsikan sistem politik demokrasi. Hal tersebut didorong
pada negara-negara yang kalah perang dan negara-negara yang baru
mendapat kemerdekaan (Erlenbacher et al., 2019).

Sejak saat itu kapitalisme secara jelas dan gamblang, tidak malu
berbicara mengenai persoalan ekonomi, yang hanya berhubungan
dengan pasar, namun juga membahas keterkaitan sosial, politik dan
ideologis (Hejeebu & McCloskey, 2004). Para sejarawan yang mem-
bahas mengenai kapitalisme semakin memfokuskan perhatian dan
kajian pada adanya keterikatan dan keterkaitan antara ekonomi dan
politik serta sosial, daripada hanya berbicara mengenai ekonomi yang
semata-mata berhubungan dengan pasar. Kapitalisme menjadi sema-
cam gerakan ganda yang pada satu sisi, selalu membicarakan mengenai
kemandirian pasar yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan politik,
seperti negara. Namun pada sisi yang lain, perkembangan dunia,

memungkinkan terjadinya intervensi oleh negara untuk membongkar
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dominasi institusi feodal, untuk melindungi produsen (Hilt, 2017).

Wajah baru kapitalisme yang mulai mendua, membenarkan per-
soalan intervensi negara terhadap pasar semakin menemukan
jawabannya dengan peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat. Sebelum
peristiwa tersebut terjadi, pemikiran dan doktrin dalam kapitalisme
yang memisahkan pasar dengan negara sangat dianut dan dijunjung
tingeil oleh para penganut kapitalisme. Negara tidak boleh campur
tangan terhadap pasar. Pasar harus dibiarkan mandiri dan diatur sendiri
oleh kekuatannya berupa kebijakan dan aturan sendiri (self regulation),
yang sering dikenal istilah adanya permintaan dan suplai (supply and
demand).

Jangankan membahas keuntungan, ikut serta menentukan harga
barang yang ada di pasar negara tidak dibenarkan. Ini sesuai dengan
semangat liberalisme dan kebebasan pasar yang tidak boleh mengatur
dan mengikat para pelakunya (Pirenne, 1914). Namun sejak bang-
krutnya Lehman Brothers, sebuah bank besar di Amerika Serikat, dan
kolapsnya Bear Stearns, sebuah perusahaan keuangan raksasa juga,
kemudian berlanjut pada krisis ekonomi yang melanda banyak negara
di dunia. September 2008, merupakan babak baru dalam dunia kapita-
lisme yang selama ini dianggap sebagai suatu ideologi ekonomi politik
yang paling kuat dan mapan, kini harus berhadapan dengan realitas
sebaliknya. Buruknya kondisi perekonomian Amerika Serikat dan dunia
akibat peristiwa itu memaksa penganut kapitalisme untuk berpikir ulang
mengenai apa yang dipercaya. Pasar yang sudah berada dalam kondisi
ambruk, tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Semakin dibiarkan
semakin mengalami kelesuan. Pemerintah Amerika Serikat kemudian
melakukan intervensi terhadap sistem keuangan yang ambruk tersebut,
dengan melakukan bailout sebesar USD 700 miliar (Yeldan, 2009).

Insiden Lehman Brothers dan Bear Stearns di Amerika Serikat
menandai babak paling baru dalam kapitalisme, di mana pasar ternyata
tidak bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, sebagaimana yang
digaungkan oleh penganut kapitalisme. Pasar ternyata membutuhkan

negara. Tesis tersebut kemudian membuat kapitalisme memiliki wajah
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baru yang disebut dengan neo kapitalisme. Dimana pasar masih ingin
tetap mandiri tanpa campur tangan negara, namun pada saat ambruk

menuntut negara untuk ikut bertanggung jawab (Ismulyadi, 2016).

B. Pengertian Kapitalisme

Kapitalisme berasal dari kapal “capital” yang artinya modal. Secara
sederhana kapitalisme diartikan sebagai sistem perekonomian yang
mengunggulkan faktor modal di dalam menggerakan roda pereko-
nomian secara nasional maupun global. Dengan bahasa lain adalah,
kapitalisme mengorientasikan roda dan perputaran ekonomi dikenda-
likan oleh para pemilik modal. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi
sosialisme, yang orientasinya pengendalian perekonomian dikendalikan
oleh negara, sementara pemilik modal hanya bersifat membantu negara
di dalam memerankan pengendalian perekonomian (Alesina et al.,
199?@

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran
modal (capital), berupa kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk
barang-barang yang digunakan dalam kegiatan produksi, maupun
barang lain yang menjadi simpanan. Kapitalisme mendasarkan konsep
ckonominya pada modal. Modal sebagai kekuatan utama penggerak
perekonomian. Dulunya modal adalah berupa harta kekayaan yang
tidak bergerak berupa tanah, dan aset lainnya. Namun kini modal
diwujudkan dalam bentuk uang. Uang kemudian menjalani proses
transformasi menjadi investasi. Investasi yang kemudian menggerakkan
dinamika kehidupan perekonomian di era modern. Semakin besar
investasi di suatu negara, maka laju pertumbuhan ekonomi di negara
tersebut semakin cepat. Sebaliknya, semakin kecil investasi, maka
semakin lambat laju pertumbuhan ekonomi (Levy, 2017).

Maka, ekonomi kapitalisme menginginkan kemudahan dalam
kegiatan investasi. Investasi yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup
kawasan atau daerah tertentu, atau negara tertentu, namun juga
menjangkau berbagai negara yang ada di dunia. Bagi kapitalisme negara-

negara di dunia yang menerima investasi akan masuk pada jaringan
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ekonomi global, baik sebagai negara yang menjadi sumber produksi
barang maupun sebagai pasar global. Kapitalisme menghendaki, tidak
ada hambatan bagi kegiatan investasi yang dilakukan di negara tujuan
investasi. Bila iklim politik di negara yang menjadi tujuan investasi tidak
kondusif, maka dengan sendirinya, investasi akan cabut dan pindah dari
negara tersebut. Dalam perekonomian di era modern, kemudian
dikenal dengan istilah kapitalisme global. Kekuatan modal yang berada
di satu negara dapat mengendalikan perekonomian negara lain
(Callinicos, 2007).

Menjadi relawan konteksnya, bila kapitalisme tidak hanya sekedar
sistem ekonomi semata, namun juga mencakup sistem polittk yaitu
demokratisasi. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak
yang setara baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Selain itu,
mam konteks memilih, setiap orang mendapat hak yang sama. Dosen
memi]jwk dan kesempatan yang sama dengan tukang copet. Tokoh
agama memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan tukang copet.
Laki-laki dan perempuan memuliki hak yang sama@egitu seterusnya,
sistem ini dikenal dengan “satu orang satu suara” (one man one vote).
Maka, negara-negara yang menjadi pelopor dan penganut kapitalisme
memiliki kepentingan untuk mendorong supaya negara-negara di dunia
menerapkan sistem politik demokrasi. Demokrasi adalah jantung lain
dari kapitalisme yang terus memompakan darah kesetaraan di dalam
berpolitik. Selanjutnya, peran negara semakin berkurang di dalam
mengendalikan warga, sebab secara polittk warga memiliki kesetaraan
dengan para penyelenggara negara. Sehingga negara tidak bisa seenak
hati, mengatur proses politik maupun ekonomi.

Dalam praktik kapitalisme, antara ekonomi dan politik memiliki
hubungan saling mempengaruhi secara timbal balik (resiprokal).
Kekuatan ekonomi di suatu negara, dapat menentukan kekuatan politik
di negara tersebut. Seperti penentuan partai politik politik apa yang
akan menjadi pemenang, atau siapa tokoh yang akan menjadi presiden.
Sebaliknya, tatanan dan sistem politik yang ada di suatu negara dapat

membentuk kekuatan ekonomi dan bisnis, atau dapat menjadi jalan
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bagi perusahaan tertentu untuk berjaya secara ekonomi (Schlumberger,
2008).

Selanjutnya, gerakan demokratisasi juga sejalan dengan gerakan
liberalisme. Kapitalisme tidak hanya menjadi pemikiran ekonomi dan
politik, namun gerakan sosial, seiring dengan semakin tingginya
kesadaran untuk menyuarakan hak asasi manusia. Kapitalisme tumbuh
seiring dengan gerakan liberalisme yang terus menguat, menuntut
kebebasan individual. Negara dan agama, tidak memiliki hak untuk

membatasi apa yang dianggap sebagai wilayah pribadi (private).

C. Prinsip Kapitalisme

Kapitalisme memiliki prinsip yang membedakannya dengan sistem
ckonomi politik lainnya. Meski mengalami berbagai dinamika dalam
praktiknya, prinsip tersebut selalu dapat ditemukan pada kapitalisme,
dari sejak awal kehadirannya, hingga kini. Setidaknya ada tiga prinsip
yang ada di dalam kapitalisme.

Pertama, modal hal utama. Dalam ekonomi kapitalisme modal
merupakan faktor utama dalam pertumbuhan, perkembangan, dan
penggerak perekonomian. Sehingga diperlukan adanya pengumpulan
sebesar-besarnya untuk memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, tidak hanya penumpukan modal yang biasanya dilakukan
dalam ekonomi kapitalisme. Namun seluruh kegiatan, aktivitas harus
diarahkan pada pengurangan pengeluaran modal. Maka di dalam
kapitalisme dikenal adanya kompetisi. Kompetisi merupakan bagian
dari upaya untuk menekan pengeluaran modal, untuk mendapatkan
keuntungan sebesar mungkin. Selain itu kompetisi juga berupaya untuk
mewujudkan lahirnya produktivitas. Dengan sedikit sumber daya,
diharapkan dapat menghasilkan hasil yang banyak. Selanjutnya yang
dilakukan adalah efisiensi, memaksimalkan waktu yang ada untuk
mendapatkan hasil produksi yang banyak. Hadirnya mesin meng-
gantikan tenaga manusia bagian dari efisiensi.

Kedua, pem@tah harus melepaskan diri dari ikut serta untuk
campur tangan (hands-off), dari kegiatan perekonomian dan mem-
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biarkan semuanya bebas mtjalan sesual dengan kondisi pasar (faissez-
Jazre). Untuk selanjutnya pasar dikendalikan oleh tangan tidak terlihat
(znvisible  band), yang dikenal c@gm hukum “ketersediaan dan
permintaan” (supply and demand). Campur tangan pemerintah, kecuali
untuk barang dan jasa publik tertentu, dinilai hanya akan mendatangkan
inefisiensi dan pilih kasih, sehingga tidak memungkinkan terjadinya
persaingan yang adil. Pemerintah yang memiliki perusahaan seperti
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berpihak kepada perusaha-
annya sendiri, yaitu BUMN dibandingkan dengan perusahaan milik
swasta. Hal ini tentu saja akan membuat suasana tidak adil (anfair),

negara berpihak pada perusahaan tertentu.

D. Model Kapitalisme

Bila dilihat sejarah dan perjalanan kapitalisme, mulai sejak
kelahirannya di tahun 1500-an, hingga tahun 2008, maka kapitalisme
mengalami berbagai bentuk dan metamorfosis. Kapitalisme terus
mengalami dinamika dan perubahan bentuk atau model. Namun jika
disederhanakan, kapitalisme mengalami dua bentuk atau model.

Pertama, kapitalisme murni, Kapitalisme murni merupakan sistem
ckonomi politik yang memisahkan urusan perekonomian dengan
urusan politik, memisahkan urusan pasar dan urusan negara. Ekonomi
hanya mengurusi pasar, padan politik mengurusi pemerintah. Kedua-
nya berada di real yang berseberangan. Meski keduanya harus sama-
sama jalan, namun dalam perjalanan tidak bertemu, sampai di ujung
jalur juga tidak bertemu, namun dapat menghantarkan para penumpang
yang di atas gerbong kereta sampai ke tempat tujuan. Kedua bidang
tersebut tidak hanya sekedar tidak bertemu, namun tidak saling masuk
ke wilayah masing-masing, tidak melakukan intervensi. Negara tidak
masuk ke pasar, ekonomi tidak masuk ke negara. Tokoh yang
mempelopori kapitalisme murni adalah Adam Smith (A. Smith, 2005).

Kedna, kapitalisme baru atau kapitalisme modern (neo capitalism).
Era ini bisa ditandai dengan diperbolehkannya campur tangan atau

intervensi negara, apabila pasar atau ekonomi mengalami kegagalan.
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Salah satu tokoh yang mempelopori lahirnya kapitalisme baru adalah
Paul Anthony Samuelson. Kapitalisme baru semakin mendapatkan
semacam pembenaran pada tahun 2008, saat pasar keuangan dan
ckonomi Amerika Serikat ambruk. Setelah peristiwa tersebut,
paradigma tentang ekonomi dan politik berubah. Perubahan juga
terjadi pada penataan struktur baru dalam ekonomi politik. Hubungan
eckonomi dengan politik semakin dianggap relevan, termasuk di dalam
bidang sosial, pendidikan dan kemasyarakatan. Bahwa bidang ekonomi
dalam perjalanannya bukan satu-satunya yang dapat menentukan roda
perekonomian suatu negara atau masyarakat. Namun bidang lain juga
ikut serta berkontribusi di dalam menggerakan perekonomian. Pereko-
nomian tidak bisa lagi berdiri sendir, 1a memiliki hubungan dan

keterkaitan dengan bidang lain, semacam interdepensi (Fairclough,

2002).

E. Karakteristik Ekonomi Politik Kapitalisme
Ekonomi politik kapitalisme memiliki karakteristik yang merupa-

kan ciri khas dari kapitalisme. Ada beberapa karakteristik ekonomi

politik yang bisa diidentifikasi, sebagai berikut.

1. Kapitalisme meniscayakan adanya pertarungan bebas, atau
kompetisi besar (free fight competition). Kompetisi besar tidak hanya
terjadi di antara sesama perusahaan yang selevel sama-sama kecil,
atau sama-sama besar, namun juga kompetisi antara perusahaan
vang tidak selevel, yang besar dengan yang kecil.

2. Alat produksi dan distribusi barang kebutuhan masyarakat berada
di tangan perorangan (prvate sector). Penguasaan pihak swasta atau
perorangan dan pemilik modal sangat dominan, bahkan dominasi-
nya mengalahkan dominasi negara.

3. Aktor ekonomi yang berpusat pada swasta atau pemilik modal
menyebabkan adanya kepentingan pribadi pemilik modal yang
lebih utama, untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari

proses ekonomi yang terjadi. Kepentingan individu, atau dir
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sendiri (self interest), menyebabkan terjadinya penumpukan modal
di kalangan segelintir orang,

4. Aktivitas perekonomian diserahkan pada mekanisme pasar (price
systens). D1 dalam mekanisme pasar berlaku hukum “ketersediaan
dan permintaan atau dikenal dengan “supply and demand,” bila
barang langka maka harganya akan naik, saat terjadi kenaikan
harga, maka akan ada banyak pasokan, saat pasokan sudah mulai
banyak, maka harga akan kembali stabil. Sebaliknya, bila keter-
sediaan melimpah, harga akan turun, saat harga turun pasokan
akan dikurangi, saat dikurangi, harga akan kembali Emal, saat
harga normal, barang dipasok kembali. Kondisi ini dikendalikan
oleh tangan yang tidak terlihat (snessible band).

5. Mekanisme pasar yang berjalan, menyebabkan minimnya peran
negara menjadi sangat minim. Dalam sistem kapitalisme campur
tangan negara tidak dibenarkan, semakin minim peran negara,
maka semakin baik. Semakin besar peran negara, semakin buruk.

Negara cukup menjadi wasit dari proses yang terjadi.

F. Tokoh-Tokoh Kapitalisme

Pertama, Adam Smith (1723-1790). Adam Smith merupakan tokoh
kapitalisme yang dikenal karyanya “The Wealth of Nations” (1776).
Menurut Smith, manusia menjalankan kegiatan ekonomi atas dorongan
untuk kepentingan pribadi, dan mengarahkan manusia dalam menger-
jakan segala hal dengan membayar. Kepentingan individu }-'ang@in—
rong oleh liberalisme menciptakan sistem ekonomi pasar bebas. Smith
yakin bahwa perekonomian akan baik apabila diatur oleh persaingan
(competition) yang tak terlihat, yaitu pertempuran di antara dunia usaha
untuk mendapatkan suatu pengakuan konsumen (Wong, 2015).

Kedna, David Ricardo (1772-1823). Ricardo merupakan tokoh
kapitalis yang lain. Ricardo dikenal lewat karyanya “Oun the Principles of
Political Economy and Taxation.” Menurut Ricardo, dengan sistem

perdagangan bebas, secara penuh, setiap negara akan mengerahkan
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seluruh modal dan sumber daya yang dimiliki untuk pekerjaan yang
paling menguntungkan bagi masing-masing negara. Upaya untuk
meraih keuntungan pribadi berkaitan dengan kebaikan secara umum.
Akan terjadi proses saling mengirim tenaga dan barang (Ricardo, 2005).

Ketiga, John Stuart Mill (1806-1873). Mill tokoh kapitalis yang
terkenal melalui karyanya “Principles of Political Eaonornry.” Menurut Mill,
permintaan komoditas, termasuk permintaan tenaga kerja, berpengaruh
pada upah, keuntungan dan kemajuan masyarakat. Ekonomi politik
adalah sejarah tentang harta benda yang mengalami proses evolusi
dalam berbagai tahapan (Mill, 2009).

Keempat, Thomas Robert Malthus (1766-1834). Malthus tokoh
kapitalis yang dikenal dengan karyanya yang cukup fenomenal “.An
Essay on the Principle of Population and Other Wiritings.”” Menurut Malthus,
pendapatan kapitalis lebih besar daripada investasi. Artinya, saat
kapitalis menginvestasikan uang atau modalnya, maka yang diperoleh
oleh kapitalis jauh lebih besar dari yang diinvestasikan. Ada keuntungan
yang diperoleh lebih besar dari yang dikeluarkan. Kapitalis lebih suka
menyimpan hasil keuntungan, daripada diinvestasikan ulang. Malthus
mengusulkan negara mengubah pola distribusi, sehingga kapitalis tidak
mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (Atmanti, 2017).
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Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian ekonomi politik kapitalisme!

2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah
ckonomi politik kapitalisme!

3. Kemukakan satu kasus ekonomi politik kapitalisme yang ada di
sekitar Saudara!

4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang
Saudara kemukakan tersebut?

5. Uratkan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap
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masalah /kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara

temukan di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!




PENGANTAR ERKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

""Aku paling takut pada sapi, sebab ia punya tanduk,
namun tak punya akal"
(Ibnu Sina, Filsuf Muslim, 980-1037)
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Capaian Pembelajaran

1.
2.

Mahasiswa mampu menguasai konsep ekonomi politik Islam.

Mahasiswa mampu memahami praktik ekonomi politik Islam.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1.

2.
3.
4

0.
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Mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik Islam.
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi politik Islam.
Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik ekonomi politik Islam.
Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam ekonomi
politik Islam.

Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam ekonomi politik
Islam.

Mahasiswa maigpry menemukan model solusi dari masalah

ckonomi politik Islam.
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A. Sejarah Ekonomi Politik Islam

Sejargpyekonomi politik Islam sebetulnya dimulai dari sejarah
kelahiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun
praktik berekonomi dan berpolitik yang kemudian sistem sesung-
guhnya dimulai sejak Nabi Muhammad berada di Madinah yang
menjalankan agenda politik dan ekonomi selain agenda besar lainnya.
Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan penerusnya. Bila dibuat
periodisasi sejarah ekonomi politik Islam, maka bisa dijelaskan sebagai
berikut.

Pertama, pada masa Rasulullah SAW masth hidup, yaitu pada tahun
032-656 masehi. Periode ini merupakan periode pertama lahirnya
Emikjran dan sejarah ekonomi Islam. Kelahirannya bersumber dari
wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad yang disampaikan oleh
Allah SWT melalui malaikat Jibril. Secara berangsur-angsur. ma
periode ini, setiap perintah yang turun dari Allah SWT kepada Nabi
Muhammad SAW dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan para
sahabatnya. Seperti misalnya perintah untuk meninggalkan riba, dan
menghalalkan praktik jual beli di antara para sahabat dan umat Nabi
Muhammad SAW pada saat itu.

Kedna, pada masa khulafaurrasyidin memimpin, terdiri dari Abu
Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi
Thalib, tahun 656-661 masehi. Ini merupakan periode Nabi
Muhammad SAW sudah watat dan diteruskan oleh para sahabatnya
yang utama. Para periode ini para sahabat melanjutkan ajaran darn
Muhammad SAW, misalnya, Abu Bakar pada saat menjadi khalifah
pertama yang menggantikan Nabi Muhammad SAW, memenuhi kaum
muslim yang tidak mau membayar zakat, sebagaimana zakat yang
pernah dibayar pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup.

Ketjpa, periode setelah Khulafaur Rasyidin, yang dimulai dar Zaid
bin Ali, tahun 738 masehi, Abu Hanifa tahun 787 masehi, Auza'i tahun
774 masehi, Malik tahun 798 masehi, Abu Yusuf tahun 798 masehi,
Muhammad bin Hasan Al-Syaibani tahun 804 masehi, Yahya bin Dam
tahun 818 masehi, Syafi’i tahun 820 masehi, Abu Ubaid tahun 838
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masehi, Ahmad bin Hambal tahun 855 masehi, Yahya bin Hambal
tahun 855 masehi, Yahya bin Umar tahun 902 masehi, Qudama bin
Jatar tahun 948 masehi, Abu Jafar al Dawudi tahun 1012 masehi,
Mawardi tahun 1058 masehi, Hasan Al-Basri tahun 728 masehi,
Ibrahim bin Adham tahun 874 masehi, Fudayl bin Iyad tahun 802
masehi, Ma'ruf Karkhi tahun 815 masehi, Dzun Nun Al Misri tahun
859 masehi, Ibnu Maskawaih tahun 1030 masehi, Al-Kindi tahun 1873
masehi, Al-Farabi tahun 9500 masehi, dan Ibnu Sina tahun 1037 masehi.
Banyak tokoh dengan berbagai disiplin ilmu yang berhasil mengemu-
kakan pemikiran ekonomi politik pada periode ini, seperti Al-Farabi
dan Ibnu Sina. Al-Farabi malah kemudian dikenal dengan gagasannya
mengenai kota utama (a/ madinah al fadbilab).

Keempat, periode yang dipelopori oleh tokoh terkenal mulai dari Al-
Ghazali tahun 1111 masehi, dan lainnya. Yaitu Ibnu Taimiyah tahun
1328 masehi, Ibnu Khaldun tahun 1040 masehi, Syamsuddin Al-
Sarakhsi tahun 1090 masehi, Nizamul Mulk al-T'usi tahun 1093 masehi,
Ibnu Mas'ud Al-Kasani tahun 1182 masehi, Fakhruddin Al-Razi tahun
1210 masehi, Najmudin Al-Razi tahun 1256 masehi, Ibnul Ukhuwah
tahun 1329 masehi, Ibnul Qoyyim tahun 1350 masehi, Muhammad bin
Abdurrahman Al-Habsyi tahun 1300 masehi, Abu Ishaq Al-Shatibi
tahun 1388 masehi, Al-Magqrizi tahun 1441 masehi, Al-Qusyairi tahun
857 masehi, Al-Hujwiri tahun 1096 masehi, Abdul Qadir Al-Jailani
tahun 1169 masehi, Al-Attar tahun 1252 masehi, Ibnu Arabi tahun
1240 masehi, Jalaluddin Rumi tahun 1274 masehi, Ibnu Baja tahun
1138 masehi, Ibnu al-Tufayl tahun 1185 masehi, Ibnu Rusyd tahun
1198 masehi. Salah satu tokoh terkenal pada periode ini dalam
pemikiran ekonomi politik adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rusyd.

Kelima, periode ini dimulai dari Shah Waliullah Al-Delhi tahun
1762 masehi, Jamaluddin Al-Atghani tahun 1897 masehi, Muhammad
Abduh tahun 1905 masehi, Muhammad Igbal tahun 1938 masehi, Ibnu
Nujaim tahun 1562 masehi, Ibnu Abidin tahun 183(sehi, Syekh
Ahmad Sirhindi tahun 1524 masehi. Tokoh fenomenal pada periode ini
adalah Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh.
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Keenam, dimulai dari Muhammad Abdul Mannan tahun 1938
masehi, Muhammad Nejatullah Siddigi tahu 1931 masehi, Syed
Nawab Haider Naqvi tahun 1935 masehi, Monzer Kahf, Sayyid
Mahmud Taleghani, Muhammad Bagqir as-Sadr, dan Umer Chapra.

B. Pengertian Ekonomi Politik Islam

Ekonomi polittk Islam berbeda dengan dua ekonomi politik
lainnya, yaitu sosialisme dan kapitalisme. Meski tidak seluruhnya
berbeda, atau tidak memiliki persamaan sama sekali, namun ekonomi
politik Islam memang berbeda dengan ekonomi politik sosialisme dan
kapitalisme. Namun tetap saja, ada persamaan antara ekonomi politik
Islam dengan ekonomi politik sosialisme maupun ekonomi politik
kapitalisme. Misalnya pada pengakuan terhadap kepemilikan individu
yang ada di dalam kapitalisme, Islam juga mengakui adanya kepemilikan
individu. Begitu pula dengan semangat komunalisme yang ada di dalam
sosialisme, sangat diakui keberadaannya di dalam Islam.

Dilihat dar1 basis dasarnya, ekonomi politik Islam berbeda deggan
ckonomi politik sosialisme dan kapitalisme. Ekonomi politik Islam
bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang
meliputi perkataan, perbuatan Nabi SAW, atau perkataan dan per-
buatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Begitu pula dengan
praktik para sahabat Nabi SAW yang pernah nmldi pemimpin, yang
disebut dengan Khulataur Rasyidin, meliputi Abu Bakar, Umar bin
Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Di antara kekuatan ekonomi politik Islam adalah terpadunya
sumber yang berasal dari langit dan berasal dari bumi. Sumkm yang
berasal dari langit adalah sumber yang berasal dari ayat-ayat suci Al-
Qur’an yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad
SAW. Tentu saja ini yang tidak dimiliki oleh ekonomi politik
kapitalisme dan ekonomi politik sosialisme. Sumber yang kedua adalah
sumber yang berasal dari bumi, yang disabdakan dan dipraktekkan oleh
Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Apa yang dikatakan oleh
Nabi SAW dan dipraktekkan bersama para sahabatnya menjadi doktrin
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yang kemudian diyakini sebagai suatu kebenaran. Tidak diyakini sebagai
suatu kebenaran, namun juga memiliki manfaat, kebaitkan dan pahala
bagi mereka yang mengerjakannya. Maka bila ingin melihat pengertian
yang pasti, apa itu eknnnm:m]itik Islam? Maka jawabannya apa
dibicarakan di dalam kitab suei Al-Qur’an, dan apa yang disabdakan
oleh Nabi SAW dan dipraktikkan bersama sahabatnya, itulah ekonomi

politik Islam.

C. Karakteristik Ekonomi Politik Islam

Ekonomi politik Islam memiliki karakteristik dan ciri khas yang
bersumber dari Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang
dipraktikan bersama para sahabatnya. Karakterisuk tersebut, di
antaranya:

Pertama, Kepemilikan individu sangat diakui dan dijunjung tinggi.
Kepemilikan pribadi berupa harta benda dan kepemilikan terhadap
tubuh dan sebagainya diakui di dalam Islam. Salah satu tujuan syariat
Islam menurut Imam Syafi'i adalah menjaga harta, selain menjaga jiwa,
agama dan kehormatan, juga kehidupan. Di dalam Al-Qur’an
kepemililﬁharta benda (property of right), sangat diakui keberadaannya.
Di antara ayat Al-Qur’an yangggrgeat rinci membahas harga adalah yang
berbicara mengenai warisan, yaitu Surat An-Nisa (4) ayat 11, ayat 12,
dan ayat 176. Bila diperhatikan pengakuan al-Qur’an terhadap harta
benda (property of right) juga bisa dilihat dari tidak bolehnya seseorang
masuk ke rumah orang tanpa 1jin. Bila orang yang hendak bertamu dan
telah mengucapkan salam tiga kali, lalu tidak dijawab, maka orang
tersebut diperintahkan untuk datang kembali lain waktu. Disebutkan di
dalam Surah An-Nur, ayat 27-28, hendaklah orang yang akan bertamu
meminta izin dan mengucapkan salam terlebih dulu. Tidak hanya orang
lain yang hendak mendatangi rumah orang lain yang harus mendapat
1zin untuk masuk dan memberi salam, jika dijjinkan baru masuk, dan
jika tidak diharuskan untuk kembali di lain waktu. Tetapi juga, di dalam
rumah, anak memiliki hak atas kepemilikan pribadinya yang tidak boleh
dilanggar oleh orang tua. Begitu pula anak tidak boleh melanggar
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wilayah pribadi orang tuanya. Di dalam hadits disebutkan bahwa, anak
tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya pada waktu sebelum subuh,
siang dan sore hari. Begitu pula sebaliknya orang tua boleh masuk ke
kamar anaknya pada waktu-waktu yang tidak diperkenankan. Hal
tersebut ditegaskan di dalam Surah An-Nuur ayat w‘). Hal tersebut
hanya menyebut beberapa contoh saja. Banyak lagi ayat-ayat Al-Qur’an
dan hadits Nabi Muhammad SAW yang membicarakan mengenai
pengakuan Islam terhadap kepemilikan pribadi, dan menjunjung tinggi
hak milik pribadi, kemudian proteksi terhadap hak milik pribadi yang
tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun.

Kedna, Pekerja keras dimuliakan di dalam Islam. Dalam sebuah
riwayat dikisahkan bahwa ada pemuda yang setiap habis sholat selalu
duduk berdoa dan berdzikir di masjid sambil menengadahkan
tangannya ke langit. Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah
menegur pemuda tersebut, dengan mengatakan, “Tuhan tidak akan
menurunkan emas dan perak dari langit, bila kamu hanya meneng-
adahkan tanganmu ke langit. Pergilah ke hutan, meski hanya bermodal
kapak untuk mencari kayu bakar lalu engkau jual ke pasar.” Nabi
Muhammad SAW pun menegaskan keutamaan orang bekerja dengan
halal, kemudian makan dari hasil kerja halalnya. “Tidaklah seorang
memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usabanya sendiri. Sunggub,
aé Daud ‘alaihissalam, beliau makan dari basil jerih payab tangannya.” (HR.
Bukhari). D1 dalam hadits lain, Nabi Muhammad SAW menegaskan
mengenal keutamaan orang yang bekerja keras dengan hasil jerih
payahnya sendiri. @zr&;paﬁaﬁ_}w@g lerbaik dari seseorang adalab hasil jerth
payab tangannya” (HR. Ibnu Majah No. 2138, dishahihkan Al-Albani
dalam Shahih At-Targhib No. 1685). Sebaliknya, Nabi Muhammad
SAW melarang bermalas-malasan dan meminta-minta. “Orang yang
minta-minta padabal tidak begitu mriwém, sama balnya dengan orang yang
memungnt bara ap” (Riwayat Baihagi dan Ibnu Epspzaimah dalam
shahihnya). Di dalam hadits lain juga disebutkan, bahwa orang yang

meminta-minta kelak di hari kiamat akan mencakar wajahnya.
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Ketiga, ada keutamaan bagi orang kaya dan memiliki harta. Orang-
orang yang memiliki harta, memiliki keut@aan sendiri di dalam Islam,
yang tidak bisa dilakukan dan dimiliki oleh orang-orang yang tidg§
memiliki harta, atau orang miskin. Sebagaimana yang diriwayatkan di
dalam sebuah hadits. Disebutkan bahwa, “ Dari Abu Hurairab, ia berkata
babwa orang-orang fakir dari kalangan Mubajivin datang kepada Rasulullah
shallallabu “alaibi wa sallam. Mereka berkata, Orang-orang kaya dengan harta
selaln mendapatkan kedudukan tinggi dan nikmat yang terus menerus. Mereka
shalat sebagaimana kami shalat. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa.
Mereka memiliki kelebiban harta sebingga bisa pergi berbaji, berumrob, betjihad
serta bershodagoh.” (HR. Bukhari No. 843 dan Muslim No. 595).

Bila tiga karakteristik di atas berbicara mengenai keutamaan
bekerja dan pengakuan terhadap kepemilikan pribadi, maka beberapa
karakteristik di bawah ini berkaitan dengan tanggung jawab individu
terhadap masyarakat dan kehidupan sosial.

Pertama, larangan menumpuk harta. Meski keberadaan harta
sebagal milik pribadi diakui di dalam Islam, namun penumpukan harta
secara berlebihan juga dilarang. Tuhan menciptakan alam semesta,
untuk digunakan secara bersama oleh seluruh makhluk. Sebagaimana
firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 29: “Dialal) (Allab)
yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu  semua.”” Nabi
Muhammad SAW juga mencela perbuatan berlebihan dalam kepemi-
likan harta benda atau serakah. “Seandainya anak cucu Adam mendapatkan
dita lembal yang berisi emas, niscaya ia masth menginginkan lembal) emas yang
ketiga. Tidak akan pernabh penub perut anak Adam kecuali ditutup dalam
tanah.” (HR Ahmad). Seorang manusia di dalam Islam dilarang mela-
kukan penumpukan harta atau mnnnpn]i,pi harus mendistri-
busikannya kepada sebanyak mungkin orang. Firman Allah SW'T dalam
Surah Al-Hasyr (39) ayat 7. “Supaya baria itu jangan hanya beredar di antara
orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Kedna, kewajiban berbagi. Orang-orang kaya, yang memiliki banyak
harta, diwajibkan untuk memhharta yang dimiliki kepada orang lain.
Sebab di dalam harta tersebut ada hak orang lain. Sebagaimana firman
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Allah SWT dalam Surah Adz-Dezariyat ayat 19. “Dan pada barta-harta
mereka ada bak untuk orang miskin yang meminta dan ovang miskin yang lidafk
meminta (karena ia menjaga kebormatannya).” Dalam Islam dikenal berbagai
kewajiban dan anjuran untuk mengeluarkan, salah satunya dalam
bentuk zakat. Zakat juga beragam, mulai dari zakat fitrah, zakat maal,
zakat pertanian dan lain sebagainya. Semuanya wajib dikeluarkan sesuai
dengan jumlah dan waktunya (haul dan nisab). Orang kaya yang
memiliki harta dan diwajibkan untuk membagi harta mereka kepada
yang berhak, mendapat pujian sebagai orang mukmin yang beruntung.
Seperti disebutkan dalam Surah Al-Mu'minun. Sebaliknya orang yang
menahan harta untuk tidak berbagi disebut sebagai pendusta agama.
Sebagaimana disebut dalam Al-Qur’an Surah al-Ma'un (107).

Ketiga, dilarangnya praktik patgulipat atau dalam bahasa Al-Qur’an
praktik “riba”. Menurut para ahli figih, riba adalah perbuatan yang
mengambil keuntungan dari kegiatan transaksi ekonomi, seperti jual
beli, yang merugikan salah satu pihak, dengan keuntungan yang
berlipat-lipat. Adapun dalam utang piutang riba adalah praktk meng-
ambil tambahan dari nominal yang dipinjamkan. Dalam praktiknya
pengambilan tambahan tersebut bisa terus bertambah jumlahnya dari
awal. Praktik yang merugikan satu pihak di dalam transaksi tersebut
dikecam keras di dalag al-Qur’an. “Allab telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba” (Surah Al-Bagarah ayat 275). Selanjutnya, Allah
SWT melarang memakan harta dari transaksi riba. "Hai arang-orang yang
beriman, janganial kammn memakan riba dengan berlipat ganda dan f;'mr.:;.én,gzé
kamu kepada Allah supaya kamu mendapal keberuntungan.” (Surah Ali-
Imran ayat 130). Orang yang meminjamkan uang kepada orang yang
membutuhkan dalam konsep Islam adalah orang yang membantu
orang dalam kesulitan. Oleh karena itu orang tersebut mendapat
kebaikan dan pahala serta pertolongan dari Allah SWT. Nabi
Muhammad SAW bersabda, “Allab senantiasa menolong seorang hamba
selama bamba itu menolong sandaranyd’. (Riwayat Muslim, Tirmidzi dan

lainnya).
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Keempat, kewajiban melakukan tindakan transparansi, akuntabilitas,
dan larangan melakukan penipuan. Di dalam Islam orang yang
melakukan kegiatan transaksi harus bertindak transparan, tidak
menutupi apa yang ditransaksikan. Seperti di dalam kegiatan perni-
kahan, kedua mempelai harus sama-sama memastikan tahu secara fisik
laki-laki dan perempuan yang dinikahi. Begitu pula di dalam transaksi
ekonomi, harus transparan dan tidak boleh ada yang ditutupi. Jika ada
cacat pada barang yang dijual harus disampaikan kepada pembeli.
Seluruh spesifikasi barang yang dijual harus diketahui secara pasti oleh
pembeli. Dalam Islam tidak dikenal namanya jual beli “kucing dalam
karung” atau jual beli “gharar”. Ghararadalah praktk jual beli yang udak
transparan dan memiliki unsur penipuan, terhadap barang yang
diperjual belikan. Nabi Muhammad SAW bersabda *Janganlab kalian

nmiembeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan." (Riwayat Ahmad).

D. Tokoh ]mmnmi Politik Islam

Pertama, Imam Malik Bin Anas (712-796 masehi). Imam Malik
memiliki pemikiran yang cukup cemerlang di bidang ekonomi politik,
Imam Malik menganggap bahwa raja atau penguasa bertanggung jawab
terhadap kesejahteraan rakyat. Maka pengusaha memiliki kewajiban
untuk memhi kebutuhan dasar rakyat.

Kedua, Abu Yusuf (731-798 masehi). Ab@'u!;uf merupakan
seorang hakim yang dikenal perhatianya terhadap keuangan umum dan
peran pegara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Abu
Yusuf penulis pertama buku pjakan, yakni “Kitab al-Khara)”. Kitab
ini ditulis atas permintaan dari Khalifah Harun al-Rasyid, dengan tujuan
untuk menghindari kezaliman yang menimpa rakyatnya serta men-
datangkan kemaslahatan bagi penguasa. Kitab yang ditulis Abu Yusuf
ini mempertegas ekonomi politik, yaitu ekonomi tidak terpisahkan dari
politik pemerintahan (Tilopa, 2017).

Ketiga, Al-Farabi (870-950 masehi). Al-Farabi merupakan salah satu
ckonomi Islam yang banyak dikaji karyanya di masa kontemporer. Al-
Farabi berbicara mengenai kota utama (a/ madinah al fadbilah). Al-Farabi
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memiliki pemikiran adanya suatu negara atau kota yang dipimpin oleh
pemimpin yang bijak, penduduknya bahagia dan sejahtera. Namun Al-
Farabi juga melihat ada kota yang tidak utama. Kota-kota itu
berlawanan secara prinsip dengan kota utama (Dzulhadi, 2014).

Keempat, Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Sallam (774-738 masehi). Abu
‘Ubaid menekmkmenﬂngnya pemimpin yang bertanggung jawab
terhadap rakyatnya. Pemimpin yang adil adalah yang melaksanakan
amanat kepemimpinannya, taat kepada hukum-hukum Allah dan
Ras;ul—l\a sehingga ia berhak mendapat ketaatan dari rakyatnya. Abu
‘Ubaid menyatakan bahwa masalah ekonomi tak terpisahkan dari
tanggung jawab pemerintah atau penguasa. Ilmu ekonomi merupakan
bagian tak terpisahkan dari ilmu politik dan ketatanegaraan (Ismail &
Jaafar, 2015).

Kelima, Ibnu Sina (980-1037 masehi). Ibnu Sina memiliki pendapat
bahwa manusia adalah makhluk berekonomi. Selain itu, ia juga
herpendznat bahwa ekonomi membutuhkan negara, dan perkem-
bangan ekonomi melalui perkembangan ekonomi keluar dan
ckonomi masyarakat. Sehingga terbentuk ekonomi negara. Tujuan
politik negara harus diarahkan untuk kemakmuran seluruh masyarakat
dalam mew%an dan kestabilan ekonomi (Parlaungan et al., 2021).

Keenam, Al-Mawardi (972-1058 masehi). Nama lengkapnya adalah
Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi. Al-Maward:
dikenal lewat karyanya “al—Ahk al-Sulthaniyyah™ dan “Nasihat al-
Mulk.” Menurut Al-Mawardi, negara dan pemerintahan bertujuan
untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spjrina dan
temporal. Di dalam kitab yang ditulis Al-Mawardi menegaskan bahwa
tugas dan fungsi pemerintah dan negara yang dibebankan di atas
pundak kepala negara adalah untuk mensejahterakan rakyat, baik secara
spiritual melalui ibadah, ekonomi, politik dan hak-hak individual
(Diana, 2017).

Ketujuh, Ibnu Taimiyyah (1262-1328 masehi). Ibnu Taimiyyah
dalam kitabnya, “al-Siyasat al-Syar’iyyah fi° Ishlah al-Ra’ty wa al-
Ra’iyyah” menjelaskan tugas, fungsi dan peran pemerintah sebagai
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pelaksana amanat untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan negara serta
sumber-sumber pendalzmnya menjadi bagian dari seni oleh negara “al-
siyasat al-syariyyah.” Dalam kitab “al-Hisbah fi al-Islam™ Ibnu
Taimiyyah menekankan intervensi pemerintah terhadap mekanisme
pasar, pengawasan pasar, erat kaitanya dengan sistem dan prinsip zakat,
pajak, dan jizyah (Salim et al., 2021).

Kedelapan, 1bnu Khaldun (1332-1406 masehi). Ibnu Khaldun
dikenal sebagai “Bapak ilmu snsial’ﬁ)i dalam kitabnya yang terkenal
“al-Mugaddimah™ bahwa eknnmi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, bukan individu. Hukum womi dan sosial berlaku pada
masyarakat. Ibnu Khaldun menilai adanya hubungan timbal balik
antara ekﬂnm, politik, sosial, etika dan pendidikan. Ibnu Khaldun
juga memiliki gagasan ilmu ekonomi yang mendasar, sepemjentingnya
pembagian kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja, pertumbuhan
penduduk, pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga dan
lain sebagainya. Itu sebabnya Ibnu Khaldun dikenal sebagai tokoh yang
komprehensit di dalam pemikiran ekonomi politk. Bahkan Ibnu
Khaldun juga menjelaskan perbedaan antara masyarakat yang tinggal di

kota dengan yang tinggal di desa (Sholikah dan Ismail, 2019).
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Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian ekonomi politik Islam!

2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah
ckonomi politik Islam!

3.  Kemukakan satu kasus ekonomi politik Islam yang ada di sekitar
Saudaral

4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang
Saudara kemukakan tersebut?

5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/
kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan

di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!
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“Kota yang adil harus mendukung keadilan,

yang adil membenci tirani dan ketidakadilan,

dan memberi mereka gurun pasir yang adil*
(Al Farabi, filsuf Muslim, 872-950).
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BAB V EKONOMI POLITIK CAMPURAN

Capaian Pembelajaran

1.

Mahasiswa mampu menguasai konsep ekonomi politik campuran
kapitalisme dan sosialisme.
Mahasiswa mampu memahami praktik ekonomi pnlitik campuran

kapitalisme dan sosialisme.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1.

0.

60

Mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik campuran
kapitalisme dan sosialisme.

Mahasiswa mampu menjelaskan  konsep ekonomi politik
campuran kapitalisme dan sosialisme.

Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik ekonomi politik
campuran kapitalisme dan sosialisme.

Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam ekonomi
politik campuran kapitalisme dan sosialisme.

Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam ekonomi politik
campuran kapitalisme dan sosialisme.

Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah

ekonomi poliu'k campuran kapitalisme dan sosialisme.
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A. Latar Belakang

Setidaknya ada dua kondisi yang melatarbelakang lahirnya
ckonomi politik campuran sosialisme dan kapitalisme yang kemudian
menjadi alternatif dari sistem ekonomi politik pada skala global, yang
dicoba untuk diterapkan oleh negara besar di dunia.

Pertama, runtuhnya Uni Soviet sebagai negara yang mewujudkan
sistem ekonomi politik sosialisme menjadi catatan tersendiri bagi ujian
kekuatan dan ketangguhan sosialisme sebagai suatu, pemikiran, gerakan
politik, dan sistem sosial. Uni Soviet sebagai kampiun sosialisme tidak
mampu bertahan dalam waktu lama. Uni Soviet berdiri pada tahun
1922, kemudian pada tahun 1991. Uni soviet bertahan selama 69 tahun,
atau sama dengan hanya satu generasi. Sejak tahun 19470-1991 sebelum
runtuhnya Soviet merupakan negara dengan wilayah kekuasaan terbesar
di dunia, sekaligus menjadi pusat kekuasaan aliansi blok Komunis di
dunia. Kejatuhan Soviet pada Desember 1991 dimulai dari keme-
rosotan di bidang ekonomi, kemudian merambat ke bidang politik dan
pemerintahan. Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev tidak mampu
melakukan restrukturisasi bidang ekonomi dan politik. Kebijakannya
yang dikenal dengan “perestroika” dengan tiga pilar utama vyaitu
keterbukaan politik (glasnest), demokratisasi (democratization), dan
penegakan hukum (ke of law), tidak mampu memperbaiki keadaan
(Angelirti, 2008).

Kedua, ambruknya perekonomian di Amerika Serikat yang
merembet kepada buruknya perekonomian negara-negara di dunia.
Beruntung, ambruknya perekonomian di Amerika Serikat yang
ditopang oleh sistem ekonomi politik kapitalisme tidak menyebabkan
runtuhnya negara-negara yang menganut sistem politik demokrasi.
Namun peristiwa ambruknya perekonomian negara-negara kapitalis,
baik pada tahun 1929 maupun 2008 menyebabkan banyak kalangan
berpikir ulang mengenai celah kelemahan dari sistem ekonomi politik
kapitalisme yang selama ini dibanguna oleh Amerika Serikat bersama
sekutu dan teman sejawat (Economakis et al., 2010). Kapitalisme yang

sudah berjalan sedemikian mapan, dan dianggap sebagai jalan kemak-
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muran bagi masyarakat di seluruh dunia, malah dinilai sebagai jalan yang
menyesatkan (Beinhocker & Hanauer, 2014).

B. Pengertian Ekonomi Politik Campuran

Ekonomi politik campuran yang dimaksud disini adalah ekonomi
polittk yang tidak murni lagi menerapkan pemikiran, sistem dan
gerakan, dari dua ekonomi politik paling besar, yaitu sosialisme dan
kapitalisme. Yang terjadi malah sebaliknya berusaha untuk mengga-
bungkan dua ekonomi politik tersebut, bisa dalam keseluruhan atau
bisa untuk sebagian. Ada yang sebagian diambil dari ekonomi politik
kapitalisme, ada yang sebagian diambil ekonomi politik sosialisme. Ada
yang diambil sistem politiknya yang sosialisme, kemudian digabungkan
dengan sistem ekonomi kapitalisme. Ada yang sistem politiknya
kapitalisme digabungkan dengan sistem ekonomi sosialisme.

Selanjutnya, dalam praktiknya, ada yang mengambil banyak dari
sistem ekonomi kapitalisme, kemudian sedikit dari sistem politik
sosialisme. Atau sebaliknya, ada yang mengambil banyak dari sistem
politik sosialisme, kemudian mengambil sedikit dari sistem ekonomi
kapitalisme. Bisa pula dalam bentuk yang lain, sama-sama mengambil
banyak dari sistem ekonomi politik kapitalisme dan mengambil banyak
dari sistem ekonomi politik sosialisme. Atau sebaliknya, sama-sama
mengambil sedikit dari sistem ekonomi politik kapitalisme dan
mengambil sedikit pula dari sistem ekonomi politik sosialisme.

Sangat dinamis, tidak bisa lagi dilihat hitam putith. Ada banyak
variabel dalam ekonomi politik kapitalisme yang kemudian diterapkan
bersamaan dengan ekonomi politik sosialisme. Sebaliknya, ada banyak
variabel dalam ekonomi politik sosialisme yang diterapkan secara
simultan dalam ekonomi politik kapitalisme. Variabel yang diterapkan
bisa pula sedikit atau tidak banyak. Masing-masing pihak yang meng-
ambilnya memiliki pertimbangan sendin untuk mengambil banyak dari
masing-masing variabel yang ada, sesuai dengan kebutuhan masing-

masing tentunya.
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Misalnya ada negara yang masih menganut sistem politik sosia-
lisme, namun dalam prakteknya menerapkan sistem ekonomi kapita-
lisme. Sebaliknya, ada negara yang menganut sistem ekonomi politik
sosialisme, bahkan undang-undang dasar negara masih berisi semangat

sosialisme, namun praktik ekonomi politiknya kapitalisme.

C. Sosialisme Pasar Model China

Salah satu model ekonomi politik yang bisa dilihat secara nyata
menerapkan ekonomi politik campuran adalah China atau Tiongkok.
Ekonomi politik campuran yang diterapkan oleh China memang
berhasil dalam beberapa dekade terakhir, terutama di bidang pereko-
nomian. Cina saat ini bangkit sebagai sebuah kekuatan ekonomi dan
perdagangan dunia di tengah globalisasi. Kekuatan ekonomi China
malah telah mengalahkan negara adidaya yang selama ini berkuasa
secara ekonomi. Bila diukur dengan cadangan devisa negaranya, maka
China melampaui negara-negara besar lain yang selama ini dinyatakan
sebagal kekuatan ekonomi dunia (Boisot & Child, 1996).

China awalnya menerapkan sistem ekonomi yang dikendalikan
oleh negara dan sentralistik serta tertutup. Namun China kemudian
beralih dengan membuka sistem perckonomiannya dengan sistem
ckonomi pasar. Hal tersebut ditandai dengan sikap pemerintah China
yang terbuka dan menerima kehadiran investor. Bahkan China
kemudian masuk dalam kancah perekonomian internasional. Banyak
perusahaan raksasa yang kemudian masuk ke China dan beroperasi di
China. Begitu pula dengan investor dari berbagai negara banyak yang
melakukan kegiatan investasi di China. Reformasi dan perubahan
kebijakan juga orientasi ekonomi yang dilakukan China sudah mulai
berlangsung sejak tahun 1980 an hingga sekarang. Perusahaan yang ada
di China juga terus melakukan ekspansi usaha yang dijalankan (Baumol,
1980).

China sudah menerapkan hal yang berbeda dari apa yang selama
ini telah dianut oleh dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dengan

kapitalismenya, dan Uni Soviet dengan sosialismenya. Apakah China
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berubah menjadi negara kapitalis atau apakah China masih menjadi
negara sosialis? Beberapa pengamat sepakat bahwa China masih
merupakan negara sosialis. Namun di China sudah ada dan sedang terus
berkembang kapitalisme. Pada negara terbesar seperti China, telah
terjadi konvergensi besar yang dimulai dari internal pemerintah yang
berkuasa di China. Sebuah perubahan yang terbilang unik, namun
menunjukkan hasil positit sejauh ini. Sosialisme berbaur dengan esensi

kapitalisme dan sebaliknya, menciptakan kualitas baru yang berbeda

(Kolodko, 2018).

D. Konsep Sosialisme, Praktik Kapitalisme: Model Indonesia

Hampir sama dengan China, Indonesia awalnya merupakan negara
yang memiliki seluruh perangkat dan budaya sosialisme. Bila dilihat dari
dua hal, yaitu Undang-Undang Dasar dan Pancasila, maka jelas bahwa
Indonesia pada dasarnya adalah negara yang mirip dengan sosialisme.
Meski hal tersebut tidak pernah ditegaskan secara nyata. Namun
kandungan yang ada di dalam UUD dan Pancasila, bukanlah individu-
alisme atau pengutamaan pemilik modal, namun lebih menonjolkan

adilan sosial pada Pancasila, dan tanggung sosial negara di dalam
Undang-Undang Dasar. Selain itu, sistem ekonomi yang dianut di
dalam Pancasila ada koperasi yang nafasnya ada gotong-royong dan
kekeluargaan.

Namun dalam praktiknya, ekonomi Indonesia lebih memprak-
tikkan ekonomi kapitalisme. Di antara yang mudah terlihat adalah
praktik privatisasi, yaitu melakukan swastanisasi kepada perusahaan-
perusahaan yang dimiliki negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
(Gunawan, 2016). Selain itu dilakukan juga liberalisasi perdagangan,
yang bahkan menyentuh sektor fundamental dari perekonomian rakyat,
yaitu sektor pertanian, termasuk beras, gula, garam dan lain-lain. Hal ini
tentu saja merugikan petani lokal (Khadafi, 2015).

Bedanya Indonesia dengan China ada pada hasil yang dicapai. Bila
China yang merubah sistem dan struktur ekonominya dari sosialisme

murni menjadi campuran kapitalisme dan sosialisme, berhasil menjadi
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salah satu negara besar dalam perekonomian, tidak begitu dengan
Indonesia. Meski Indonesia, sebetulnya memiliki potensi yang tidak
kalah %ﬁlﬂ China, paling tidak dalam dua hal, jumlah penduduk yang
besar, nomor empat di dusetelah China, India, dan Amerika Serikat.
Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah,
yang dapat dikelola sebagai bahan utama industri dan energi, juga
dikelola untuk diolah menjadi bahan jadi dan diekspor ke luar negeri.
Namun Indonesia tidak mampu mengelola potensi yang dimiliki,
sehingga masih menjadi negara dengan jumlah penduduk miskin yang
tingei, sumber daya manusia tidak memadai, dengan hutang yang

menumpuk, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.
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Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian ekonomi politik campuran, kapitalisme dan
sosialisme!

2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah
ekonomi politik campuran, kapitalisme dan sosialisme!

3.  Kemukakan satu kasus ekonomi politik campuran, kapitalisme dan
sosialisme yang ada di sekitar Saudara!

4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang
Saudara kemukakan tersebut?

5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/

GG

kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan

di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!
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“Belajarlah untuk memberi,
baik kamu punya banyak atau sedikit,
baik saat suka maupun duka®
(Ibnu Arabi, filsuf Muslim, 1165-1240)
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Capaian Pembelajaran

1.
2.

Mahasiswa mampu menguasai konsep ekonomi politik Pancasila.

Mahasiswa mampu memahami praktik ekonomi politik Pancasila.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1.
2.

0.

Mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik Pancasila.
Mahasiswa mampu menjelaskan  konsep ekonomi politik
Pancasila.
Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik ekonomi politik
Pancasila.
Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam ekonomi
Pancasila.
Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam ekonomi
Pancasila.
Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah

ekonomi politik Pancasila.
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A. Sejarah Ekonomi Politik Pancasila

Sejarah ekonomi politik Pancasila tentu saja tidak bisa dilepaskan
dari sejarah kmran Pancasila. Pancasila lahir dari Pembukaan atau
“Preambule” Undang-Undang Dasar 1945 yang dipersiapkan oleh
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia-
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sejak 29 April sampai 22
Agustus 1945 (Hardinanto, 2017).
Pancasila tidak dicetuskan secara terpisah berdin swiri. Dia
berada di dalam bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada
tanggal 22 Juni 1945, anggota BPUPK mengadakan pertemuan untuk
membahas pidato-pidato dan usulan-usulan mengenai dasar negara
yang telah menjadi pembamﬂn dalam sidang Badan Penyelidik.
(Surajiyo & Wiyanto, 2000). Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan
UUD 1945 yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu
ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan di atas
dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan
dan per-keadilan. Dan perdjuangan pergerakan Kemerdekaan
Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat
sentausa menghantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang
Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat Rachmat Tuhan Jang Maha Kuasa dan dengan dido-
rongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang
bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaanja.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk Pemerintahan Negara
Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan
umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan
rakjat dengan berdasarkan kepada: Ke-Tuhanan Jang Maha Fsa, Kema-
nusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakjatan

jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam Permusjawaratan-
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Perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.” (Pardi, 2019).

B. Pengertian Ekonomi Politik Pancasila

Ekonomi pm{ Pancasila adalah pemikjreknnnmi dan politik
yang bersumber dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila mulai dari sila
pertama sampai dengan sila kelima.

Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sila ini terdapat
semangat ketuhanan yang ada di dalam kegiatan ekonomi dan politik.
Artinya bahwa dalam kegiatan perekonomian harus ada nilai-nilai
ketuhanan yang dijalankan. Seorang pedagang di Indonesia, harus
merasakan bahwa pada saat berdagang ada Tuhan yang mengawasi
dirinya setiap transaksi yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan
kepada Tu]m

Kedna, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung tinggi nilai
Manusiaan, dengan adil dan beradab merupakan puncak peradaban
manusia yang paling tingei di dunia. Dalam menjalankan usaha dan
kegiatan politik nilai kemanusiaan harus ditampilkan.

Ketiga, persatuan Indonesia. Semangat pembangunan ekonomi dan
politik di Indonesia dikembangkan dengan semangat mempersatukan.
Prinsipnya satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih kurang.
Kegiatan berekonomi dan berpolitik, tidak boleh menimbulkan upaya
perpecahan. Malah ekonomi dan politik jadi sarana untuk memper-
satula seluruh bangsa, tenggang rasa, dan toleransi.

Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. Ada hikmah dan kebijaksanaan
yang menuntun ekonomi dan politik bangsa. Bukan ambisi kekuasaan
}-anlempuk harta sebanyak mungkin.

Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan
adalah nilai dasar setelah kemerdekaan dan kebebasan. Pada keadilan
ada asas kesetaraan. Bukan asas ketaatan kepada hukum yang diutama-
kan, namun pada asas keadilan. Adil bermakna perlakukan manusia

terhadap sesuatu yang sepantas dan sewajarnya, tidak melebihi apa yang
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meski dilakukan. Bila dalam menjalankan ekonomi secara adil, maka
pengusaha tidak akan mengeksploitasi sebanyak mungkin sumber
ckonomi yang ada, namun ada tanggung jawab untuk membaginya

dengan orang lain, secara merata.

C. Ciri Ekonomi Politik Pancasila

Ekonomi politik Pancasila memiliki kekhasan yang membedakan
dengan ekonomi politik lainnya. Salah satunya yang paling kelihatan
adalah ekonomi politik yang dipraktikkan pada awal kepemimpinan
Presiden Soekarno. Sebagai tokoh yang terlibat dalam perumusan
Pancasila sebagai dasar negara, Sockarno memiliki pemikiran yang
berkaitan dengan Pancasila dan praktik kehidupan berbangsa dan
bernegara yang diwarnai oleh semangat Pancasila. Ada banyak hal yang
berkaitan dengan hal tersebut. Namun yang paling pokok disebutkan
disini antara lain.

Pertama, berdikari. Berdikari bermakna berdiri di atas kaki sendiri.
Dalam berdikari ada semangat kemandirian, tidak tergantung pada
bangsa lain. Hal ini tercermin dari upaya Presiden Soekarno untuk tidak
ikut Blok Barat dan Blok Timur dengan membangun kekuatan baru di
dunia yang disebut dengan Negara Nonblok (Sholehuddin, 2015).
Begitu pula dengan perekonomian negara, ada semangat kemandirian,
dengan tidak mau menerima bantuan dari negara lain. Bahkan dalam
sebuah pidatonya yang terkenal Bung Karno menyampaikan “Go fo bell
with your ards” sebagai bentuk penolakan terhadap bantuan negara lain.

Kedna, gotong royong. Gotong royong merupakan semangat yang
dibangun dari Pancasila khususnya pada sila keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia (Dewantara, 2015). Sebagai bangsa yang besar
Indonesia tidak bisa hidup nafsi-nafsi. Perlu ada kerjasama yang terjalin
pada seluruh anak bangsa. Semangat ini yang terus dipupuk di dalam
menjalankan Pancasila oleh para pendini bangsa (the founding fathers).
Semangat gotong royong vang paling kuat pada masa lalu adalah berat

sama dijinjing, ringan sama dipikul.
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Ketipa, nawacita adalah sembilan program utama kemandirian
bangsa yaitu; “Negara yang melindungi segenap bangsa. Pemerintah
tidak absen. Menolak negara lemah dengan melakukan penegakan
hukum. Mewujudkan kemandirian ekonomi. Memhan Indonesia
dari pinggiran. Meningkatkan produktivitas rakyat. Meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia. Melakukan revolusi karakter bangsa.
Memperteguh kebhinekaan (Soleman & Noer, 2017).

D. Koperasi

Koperasi diartikan sebagai “perkumpulan orang yang secara
khusus mempersiapkan diri untuk berjuang meningkatkan kesejah-
teraan ekonomi mereka melalu pemhentukmehuah badan usaha yang

E

dikelola secara demokratis.” Adapun menurut Undang-Undang
Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, pada Pasal disebutkan bahwa,
koperasi adalah “adalah suatu badan usaha yang lebih memiliki dasar
asas kekeluargaan, yang berusaha menggerakan potensi sumberdaya
ckonomi demi memajukan kesejahteraan anggota.” (Anggoro et al,
2015).

Kelahiran koperasi di negara-negara maju sebagai bentuk per-
lawanan terhadap pasar yang tidak adil. Jika dilawan dengan perorangan
maka tidak akan berhasil. Maka perlu dilakukan perhimpunan,
beberapa orang yang memiliki keinginan bersama, kemudian mem-
bentuk koperasi. Koperasi yang terbentuk tersebut dijadikan sarana
untuk melawan pasar yang dikuasai perusahaan-perusahaan besar,
Gairah kekuatan kelompok masyarakat yang berhimpun di dalam
koperasi menimbulkan perhatian, sehingga dijadikan pertimbangan
untuk melibatkan koperasi dalam berbagai pertimbangan untuk
melaksanakan kebijakan tertentu (Solihin & Lestari, 2018).

Kelahiran koperasi di Indonesia sudah mulai ada sejak sebelum
Indonesia ada. Tepatnya pada tahun 1896 yang dipelopori oleh Aria
Wiriatmadja Patih di Purwokerto, Jawa Tengah. Patih mendirikan
koperasi simpan-pinjam. Uang yang digunakan untuk modal berasal

dari kantong pribadi Patih, ditambah dengan uang kas masjid yang
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dikelolanya (Masikome et al, 2020). Para tokoh pendiri bangsa
Indonesia juga menggagas pendirian koperasi. Hal tersebut bisa dilihat
pada saat Boedi Oetomo lahir tahun 1908, koperasi untuk keperluan
rumah tangga digagas (Rahardjo, 2011). Demikian pula pada saat
Sarekat Islam lahir pada 1911, digagas koperasi yang bergerak di bidang
keperluan sehari-hari (Muryanti, 2011). Pada tahun 1918 K.H. Hasyim
Asy’art Tebuireng Jombang, Jawa Timur mendirikan koperasi yang
dinamakan “Syirkah Al Inan” atau disingkat (SKN) yang berang-
gotakan 45 orang (Ghulam, 2016). Pada saat kepengurusan dan keang-
gotaan koperasi semakin jelas tertata rapi. Begitu pula dengan usahanya.

Selanjutnya pada tahun 1920 dibentuk ‘Komisi Koperasi’ Boeke,
yang kemudian melahirkan Bank Rakyat atau “Volkscredietwezen.”
Muhammadiyah juga mendirikan koperasi di seluruh Indonesia yang
diputuskan lewat Kongres Muhammadiyah tahun 1935 dan 1938,
Anggota Muhammadiyah diharapkan menjadi pelopor lahimya
koperasi di seluruh Indonesia (Zain, 2015).

Setelah Indonesia merdeka, koperasi terus dikembangkan. Salah
satu tokoh yang memiliki perhatian terhadap koperasi di Indonesia
Bung Hatta. Melalui usulan dan perjuangannya, koperasi masuk ke
dalam “konstitusi negara”, yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,
Disebutkan bahwa “koperasi merupakan perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Pada akhir
tahun 1946, dilakukan pendataan koperasi oleh Jawatan Koperasi,
terdapat 2500 koperasi di selh Indonesia (Efendi & Bakhri, 2018).

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) pada tahun 1950. Pada saat Kabinet dipimpin oleh Perdana
Menteri Mohammad Natsir, pemerintah berupaya terus mengem-
bangkan koperasi di Indonesia. Hal tersebut diketahui melalui pidato
Natsir di depan Dewan Perwakilan Rakyat yang menghubungkan
perekonomian negara dengan koperasi. Natsir mengatakan: ..
Menggiatkan pembangunan organisasi-organisasi rakyat, istimewanya
koperasi dengan cara pendidikan, penerangan, pemberian kredit yang

lebih banyak dan lebih mudah, satu dan lain seimbang dengan
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kemampuan keuangan Negara.” (Emalia, 2018).

Sejak awal kelahirannya koperasi menekankan pada asas keke-
luargaan dan kesejahteraan anggota. Begitu pula dengan kegiatan yang
dilakukan untuk memenuhi keperluan anggota, seperti keperluan
simpan-pinjam para anggota koperasi. Kemudian berkembang pada
penyediaan kebutuhan rumah tangga anggota seperti menyediakan
beras dan kebutuhan pokok lain bagi anggota. D1 koperasi para anggota
belanja, keuntungannya dikumpulkan oleh pengurus koperasi, dan pada
akhir tahun dibagikan kembali kepada anggota koperasi. Selain itu
koperasi tumbuh untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan anggota,
seperti menyediakan bahan kebutuhan pertanian anggota (Masngudi,
1990).
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Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian ekonomi politik Pancasilal

2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah
ckonomi politik Pancasilal

3. Kemukakan satu kasus ekonomi politik Pancasila, yang ada di
sekitar Saudaral

4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang
Saudara kemukakan tersebut?

5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/
kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan

di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!

o |
o |
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“Dalam politik Anda harus mengeluarkan banyak uang,
bahkan untuk kalah sekalipun®
(William Rogers, pelawak dan komentator sosial, 1879-1935)
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@paian Pembelajaran

L.

Mahasiswa mampu menguasai konsep globalisasi, eksport dan
import.
Mahasiswa mampu memahami praktik globalisasi, eksport dan

impnrt.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

L.

0.

Mahasiswa mampu memahami konsep globalisasi, eksport dan
import.

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep globalisasi, eksport dan
import.

Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik globalisasi, eksport dan
import.

Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam globalisasi,
cksport dan import.

Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam globalisasi,
eksport dan import.

Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah

globalisasi, eksport dan import.
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A. Latar Belakang

Dulu, dunia diungkapkan sebagai desa global. Namun, saat ini
dunia tidak lagi seperti desa keal, namun dunia seperti dalam
genggaman karena seukuran gadget. Di dalam gadget atau telepon
seluler (ponsel) tersedia semua hal yang dibutuhkan. Mau menjalankan
bisnis dan usaha, termasuk melakukan transaksi keuangan dan belanja
tersedia di gadget. Tidak perlu datang ke toko atau ke pusat per-
belanjaan. Dengan melakukan transaksi di gadget barang yang
diinginkan diantar ke rumah atau ke kantor. Mau kuliah dan belajar bisa
dilakukan lewat gadget. Mau pesan makanan, bisa melalui gadget.
Bahkan, untuk mencari jodoh saja bisa dilakukan di gadget. Mau
stlaturahmi dengan orang yang dikehendaki juga dapat dilakukan
melalui gadget.

Orang menyebut era ini dengan era digital 4.0, bahkan di sebagian
negara maju sudah mulai menggagas era 5.0. Era digital 4.0 merupakan
revolusi perubahan interaksi manusia yang semakin mengglobal.
Dimana tidak ada batas antagEorang yang tinggal di desa dengan di
kota. Tidak ada batas pula antara satu negara dengan negara lain.
Komunikasi dan interaksi dapat dilakukan secara real time, tidak perlu
ditunda, seperti dulu menggunakan surat. Bahkan pengiriman dan
penerimaan data bisa dilakukan secara audio visual. Orang yang tinggal
di Indonesia bisa melakukan transaksi bisnis dan usaha secara langsung
dengan para pedagang saham di gedung World Trade Center (WTC).

Orang yang ada di desa terpencil di pelosok Indonesia, bisa
mengikuti kampanye pemilihan presiden di Jerman dan Amerika.
Begitu seterusnya. Orang yang ada di wilayah kepulauan sekalipun
dapat menikmati minuman dingin yang berasal dari Amerika maupun
Ern@?nca Cola atau Pepsi dijual bebas di warung atau kios kecil yang
ada di Pulau Karamian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep,
Jawa Ti Sebaliknya, ikan kerapu dan lobster yang ditangkap oleh
nelayan di Pulau Sakala, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep,
Jawa Timur bisa dijual ke Hongkong dan Korea. Dunia semakin

mengglobal dan semakin kecil, transaksi bisa dilakukan melalui benda
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kecil bernama gadget atau ponsel, dimana saja (amywhere), kapan saja
(anytime), dan oleh siapa saja. Orang kemudian menyebutnya dengan

:marfpimm.

B. Sejarah Globalisasi

Bagi kita yang berada di wilayah pelosok atau pedalaman, mungkin
tidak pernah membayangkan akan hidup seperti saat ini. Namun bagi
perancang masa depan, baik di bidang sosial, ekonomi pasti memiliki
gambaran dunia masa depan akan dibuat seperti apa. Sehingga muncul
istilah  “socal engineering” semacam proses rekayasa sosial untuk
menciptakan dunia yang dikehendaki. Dalam ilmu sosial, perubahan itu
salah satu bisa dilakukan melalui ilmu pengetahuan, uang, dan teknologi
informasi.

Jika kacamata ilmu sosial yang digunakan di dalam melihat
globalisasi, maka globalisasi bukan sesuatu yang terjadi secara kebe-
tulan, tetapi hasil rancangan orang yang memiliki pandangan masa
depan dunia. Bila ditilik secara seksama, maka ide globalisasi misalnya
bisa dilihat dari keinginan kelompok yang menganut sistem ekonomi
politik kapitalisme yang menginginkan terbukanya akses seluruh negara
terhadap apa yang diperdagangkan oleh para pemilik uang di negara-
negara maju. Akses tersebut akan membuat negara di dunia menjadi
pasar, tempat menjual barang dan produk yang berasal dari negara
maju. Hal tersebut memang bersumber dari pemikiran dan tradisi
Merkalisme pada abad ke-14 atau abad ke-15.

Namun secara nyata, dorongan untuk melakukan globalisasi
perdagangan tersebut berlangsung setelah Perang Dunia II, tepatnya
saat “General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)” pada tanggal
30 Oktober 1947 ditandatangani di Jenewa, Swiss oleh 23 negara di
seluruh dunia. GATT 1sinya membuat aturan dan ketentuan untuk
melaksanakan perdagangan intemﬁnnal. Proses globalisasi perda-
gangan internasional semakin kuat dengan dibentuknya World Trade
Organization (WTO) pada 1 Januari 1995, yang beranggotakan 154
negara di dunia. Kehadiran GATT dan WTO memang didorong oleh
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negara-negara maju sepertt Amerika dan Inggris untuk melakukan
liberalisasi perdagangan internasional. Meski negara-negara pinggiran
(peripheral countries) mendapat manfaat dari globalisasi dan liberalisasi
perdagangan, tetap saja yang paling banyak meraih keuntungan adalah
negara-negara maju yang sudah makan ekonomi dan politiknya

(Manoppo, 2007).

C. Sejarah Eksport

Sejarah export dan import, khususnya yang ada di Indonesia telah
ada jauh sebelum Indonesia ada. Hal tersebut dimulai, bahkan sejak
sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia. Yaitu pada masa kekuasaan
kerajaan di nusantara, terutama para penguasa yang berada di pantai
utara Pulau Jawa, khususnya yang berada di Jawa Tengah, dengan
wilayah pantai yang panjang. Wilayah pantai menjadi salah satu potensi
ckonomi yang bisa diolah menjadi sumber pendapatan warga. Potensi
ekonomi yang paling mudah untuk diolah pada saat itu adalah garam.
Garam mudah diolah karena hanya dengan mengeringkan air laut,
kemudian dipanaskan oleh matahari. Kemudian menjadi komoditas
garam dan bisa dijual ke berbagai wilayah di luar Jawa, bahkan sampai
ke beberapa negara yang saat ini masuk ke kawasan Asia Tenggara.

Setelah Belanda masuk ke nusantara dan menggantikan kekuasaan
kerajaan yang sebelumnya berkuasa di nusantara, secara otomatis maka
kendali ekonomi juga dikuasai oleh Belanda. Kekuasaan ekonomi
Belanda tidak hanya berada di Pulau Jawa, namun menjangkau hampir
ke seluruh wilayah yang ada di nusantara dengan berbagai potensi
ckonomi yang ada. Daerah Jawa memiliki potensi teh, gula, dan garam.
Daerah Maluku, Ambon dan sekitarnya memiliki potensi ekonomi
seperti rempah-rempah dan lain-lain. Barang-barang tersebut kemudian
dikirtrm ke Belanda, kemudian dikirim ke berbagai negara di Eropa
untuk memenuhi kebutuhan pasar di Eropa (Rochwulaningsih, 2012).

Setelah merdeka Indonesia juga masih dikenal sebagai salah satu
ckspor berbagai komoditas ekonomi dan perdagangan ke berbagai

negara di dunia. Salah satunya adalah timah yang ada di Bangka
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Belitung. D1 masa kolonial Belanda, pertambangan timah Bangka dike-
lola oleh badan usaha milik pemerintah bernama Banka Tin Winning
Bedrijf. Setelah Indonesia merdeka, }-aahun 1953 perusahaan milik
Belanda dinasionalisasikan menjadi Badan Pimpinan Umum Per-
usahaan Tambang-tambang Timah Negara. Di bawah pengelolaan
perusahaan negara tersebut, timah dari Bangka dikirim ke berbagai
negara di dunia (Suprapto, 2008). Begitu pula dengan komoditas lain,
masih diekspor dari Indonesia seperti kopi, kopra dan lainnya
(Swastika, 2011).

D. Sejarah Import

Import juga memiliki sejarah yang bisa direkam jejaknya di
Indonesia. Kegiatan impor sudah berlangsung sejak jaman Belanda.
Belanda masih kesulitan untuk mendapat pasokan besar dalam jumlah
besar. Saat itu pasokan terbesar beras berasal dari Thailand dan
Myanmar. Pada tahun 1930-an, Belanda meningkatkan pasokan beras,
untuk memenuhi kebutuhan melalui Voedings Middelen Fonds (VME)
yang berada di bawah pengawasan Kementerian Urusan Ekonomi,
Lembaga ini bertugas untuk melakukan pengadaan, penjualan, dan
penyediaan bahan pangan dan berfungsi untuk mengamankan pasokan
pangan. Selain itu, ada juga pasokan beras dari pasar internasional yaitu
dari Indocina Prancis yang menghasilkan padi dari India Selatan (Ashari
& Aprimtn@ﬂ).

Meski Indonesia merupakan negara agraris, dengan luas lahan
pertanian yang cukup besar, namun hingga merdeka dari Belanda dan
Jepang. Kondisi pertanian Indonesia tidak cenderung maju. Proses
pengolahan lahan pertanian juga masth dilakukan secara tradisional.
Hasil yang diperoleh pun tidak banyak. Lemahnya ketahanan pangan
Indonesia di tahun 1967, kemudian didorong oleh pertumbuhan
penduduk yang tinggi, Indonesia kemudian melakukan impor gula.
Kondisi tersebut didorong oleh rendahnya produksi gula dalam negeri,
hingga terus berlangsung pada tahun 2003 (Dachliani, 20006).
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Setiap tahun, import berbagai barang ke Indonesia dari berbagai
negara terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1994-2000, volume
dan nilal impor terus mengalami kenaikan. Di Pelabuhan erehsaja,
pada tahun 1997 tercatat import barang nonmigas sebesar
2.178.248.072 kg dengan nilai 561.780.496,69 US$. Komoditas impor
nonmigas paling besar hasil bumi, terutama beras krisis multidimensi,
terutama krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997
membawa dampak pada impor yang semakin banyak (Rohmah &
Sulistiyono, 2021). Komoditas impor lain yang cukup besar adalah
tekstil. Sejak tahun 2008 hingga kini, impor tekstil membanjiri pasar
lokal. Tidak hanya bahan tekstil dalam bentuk bahan kain, namun
import juga terjadi pada pakaian jadi yang sudah siap digunakan. Impor
pakaian jadi semakin masif terjadi dengan hadirnya penjualan secara
daring (Ahda et al.,, 2019).

E. Pengertian Globalisasi

Globalisasi secara bahasa berasal kata “global” yang artinya secara
umum, atau secara keseluruhan, secara bulat atau secara garis besar,
Secara istilah atau terminologi, globalisasi dimaknai sebagai proses
perubahan institusional di tingkat lokal atau nasional yang dilebarkan
menjadi perubahan bersifat transnasional atau lintas negara. Pada tahap
ini terjadi perubahan mendasar pada lembaga-lembaga di level nasional
yang bertransformasi menjadi lembaga-lembaga transnasional atau
integggmonal (Salles-Djelic & Quack, 2003).

Saskia Sassen dari University of Chicago and London School of
Economics mengartikan globalisasi sebagai lawan dari nasionalisasi.
Proses globalisasi merupakan proses menghilangkan nasionalisasi. Pada
saat globalisasi garis dan batas nasional menjadi semakin kabur atau
bahkan hilang. Sassen menyebut bahwa globalisasi erat kaitannya
dengan ekonomi, terutama dengan kehadiran Wordd Trade Organization
(WTO) yang menjadi semacam politik global dalam perdagangan lintas
negara. Hal ini misalnya terjadi pasar global yang dibentuk melalui pasar
elektronik yang kemudian dikenal dengan dunia digital dalam skala
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global (Sassen, 2003).

Sebagai kebalikan dari globalisasi adalah nasionalisasi. Nasionali-
sasi selama ini dikenal memiliki banyak potensi dan sumber ekonomi
yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian suatu negara.
Scott dan Storper di dalam tulisannya “Regions, Globalization,
Develgpment” bahwa daerah atau regional memiliki potensi dan aset
ekonomi yang cukup besar, yang dapat bersinergi dengan daerah lain.
Kehadiran globalisasi kemudian semakin menekan peran kedaerahan di
dalam perekonomian dalam dimensi global. Padahal, selama ini peran
daerah sangat penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi (Scott & Storper, 2003).

Maka, secara sederhana, globalisasi diartikan sebagai proses
menjadikan dunia sebagai satu kesatuan, melintasi daerah, negara, yang
tidak lagi dibatasi oleh perbatasan teritorial (borderfess). Hal itu didukung
oleh kemajuan teknologi informasi, internet, jaringan data, website,

aplikasi dan berbagai perangkat digital lainnya.

F. Pengertian Eksport dan Import

Ekspor dan impor adalah kegiatan ekonomi yang saling
berhubungan. Namun keduanya memiliki arti yang berbeda.

Pertama, eksport. Ada berbagai pengertian yang disampaikan ahli
mengenai ekspor. Eksport diartikan sebagai “pengeluaran barang-
barang dari peredaran masyarakat dan mengirimkan keluar negeri sesuai
dengan ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam
bentuk wvaluta asing.” (Juniantara & Budhi, 2012). Sementara itu,
menurut Sukirno, ekspor adalah “pembelian negara lain atas barang
buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Faktor terpenting yang
menentukan ekspor adalah kemampuan dari Negara tersebut untuk
mengeluarkan barang barang yang dapat bersaing dalam pemasaran luar
negeri.” (Benny, 2013). Ada pula yang memberi pengertian ekspor
sebagai kegiatan pengiriman barang dari satu ke negara ke negara lain.
Negara yang mengirimkan barang tersebut adalah negara penghasil.

Sedangkan negara penerima adalah pasar.
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Kedua, import. Ada berbagai pengertian yang dikemukaksa oleh
ahli mengenai impor. Menurut Roselyne Hutabarat, import sebagai
“pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri dengan
perjanjian kerjasama antara dua negara atau lebih. Impor juga bisa
dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari
luar negeri ke wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang
berlaku.” (Kadarukmi, 2013). Impor merupakan kegiatan pengigpgn
barang dari satu negara ke negara lain dengan cara yang legal, sesuai
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terhadap barang-
mng yang halal untuk diperdagangkan. Import berarti memasukkan
barang atau komoditas tertentu dari satu negara ke negara lain.
Memasukkan barang dari negara penghasil (produsen) kepada negara
penerima (pasar). “Impor barang secara besar umumnya membutuhkan
campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima,
Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Kegiatan
impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar di satu negara yang

tidak bisa dipenuhi oleh produksi negara tersebut secara mandir.”
(RatnaSari & Firdayetti, 2019).

G. Implikasi Ekspor dan Impor Pada Ekonomi dan Politik

Globalisasi pada satu sisi dapat menghasilkan kemakmuran bagi
umat manusia, namun pada sisi lain dapat membawa kemiskinan dan
pengangeuran pada manusia lain.

Pertama, globalisasi, termasuk di dalamnya ekspor dan impor dapat
menjadi proses yang saling menguntungkan bagi perdagangan lintas
negara. Hal ini dengan catatan, asal proses yang berlangsung secara
seimbang (egual) dan adil (fair). Jika proses perdagangan antara negara
di dunia berlangsung secara adil dan seimbang, maka perluasan pasar
(market) akan terjadi. Saat pasar semakin terbuka, maka peluang barang
yang diproduksi di satu negara akan bisa diterima dan dijual di negara
lain, dapat meningkatkan pendapatan di negara asal. Tidak hanya
pendapatan perusahaan yang selanjutnya perusahaan membayar pajak

ke negara, namun juga pendapatan dari bea barang keluar maupun
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masuk di suatu negara. Kalau ini terjadi secara adil dan seimbang, yang
diuntungkan sesungguhnya negara-negara berkembang. Artinya, dalam
kondisi ini negara berkembang diuntungkan oleh proses globalisasi. Hal
ini didorong dengan nilai tukar yang tinggi antara uang di negara-negara
berkembang dengan Dolar maupun Euro. Bagi negara maju ini juga
menguntungkan, barang yang diproduksi di negara berkembang, akan
dibeli dengan harga yang relanf lebih murah dari barang yang
diproduksi di negara maju. Maka pasar di negara tujuan ekspor juga
diuntungkan dengan selisih harga barang yang biasanya mereka beli dari
barang yang selama ini diproduksi oleh negara tersebut.

Kedua, sebaliknya, globalisasi, ekspor dan impor, juga malah
menimbulkan adanya monopoli perdagangan pada perusahaan-per-
usahaan raksasa yang disebut multinasional company (MNC) untuk
menguasai barang perdagangan di seluruh dunia. Bahkan ada kartel
perdagangan yang mengatur kapan suatu komoditas akan naik, dan
kapan komoditas akan turun. Di dalam suatu negara, kartel biasanya
menggunakan tangan politisi yang berkuasa untuk mengendalikan
pasokan komoditas tertentu, untuk dilakukan import. Hal ini tentu saja
“mematikan” petani lokal, untuk kasus impor komoditas pertanian,
Inilah yang sering menjadi pintu masuk para pemburu rente (ren!

seeking).
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Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian globalisasi, eksport dan import!

2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah
globalisasi, eksport dan import!

3. Kemukakan satu kasus globalisasi, eksport dan import, yang ada di
sekitar Saudaral

4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang
Saudara kemukakan tersebut?

5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/
kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan
di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!
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“Kehidupan adalah perubahan yang alami dan spontan.
Jangan menolaknya, karena akan menimbulkan kesedihan.
Biarlah sesuai dengan kenyataan.

Biarkan mengalir secara natural,
berjalan seperti apa adanya®
(Lao-Tzu, filsuf dari Tiongkok, 600 SM)
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Capaian Pembelajaran

1.
2.

Mahasiswa mampu menguasai konsep utang luar negeri.

Mahasiswa mampu memahami praktik utang luar negeri.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1.

2.
3.
4

0.
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Mahasiswa mampu memahami konsep utang luar negeri.
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep utang luar negeri.
Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik utang luar negeri.
Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam utang luar
negeri.

Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam utang luar negeri.
Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah utang

luar negeri.
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A. Latar Belakang

Persoalan utang menjadi persoalan yang seperti tidak berujung dan
tidak berpangkal. Katanya orang Jawa mbulet. Dari waktu ke waktu,
utang yang dianggap sebagai solusi, malah cenderung menjadi masalah.
Malah ada yang menyebut utang sebagai jebakan pembangunan (#rap of
development), dengan alasan pembangunan, satu negara malah terjebak
pada jerat utang. Malah ada yang menyebut jika utang merupakan
kutukan pembangunan (curse of development). Jika tidak bijak mengelola
utang, apa yang disebut dengan jebakan dan kutukan utang, bisa benar-
benar menjadi kenyataan.

Di masa lalu, utang luar negeri Indonesia menempati lima besar
negara dunia ketiga yang berhutang. Di atas Indonesia ada Meksiko,
Brazil, India dan Argentina. Naifnya, di tengah tingginya kebutuhan
Indonesia terhadap utang luar negeri, untuk pembangunan dan
membiayai gaji birokrasi dan pejabat negara, ada korupsi yang tinggi
terhadap dana pinjaman luar negeri. Jeffrey Winters, seorang ekonom
dart Amerika Serikat menyebut, sepertiga dari pinjaman Indonesia ke
Bank Dunia mengalami kebocoran di@krasi Indonesia. Transparency
International juga melakukan survei terhadap 52 negara, Indonesia
menempati peringkat ketujuh, dan peringkat pertama di negara
ASEAN dalam tingkat kebocoran dana pinjaman luar negeri
(Kaminsky & Pereira, 1996).

Jumlah utang Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami
peningkatan. Hal ini berbanding lurus dengan belanja pegawai dan
belanja pembangunan yang juga terus membengkak. Maknanya, pem-
bangunan di Indonesia ditopang dari utang. Kementerian Keuangan
Republik Indonesia (Kemenkeu RI) mengeluarkan data bahwa terjadi
peningkatan utang Indonesia setiap tahun. Data terbaru menunjukkan
bahwa utang Indonesia telah berada di kisaran yang tidak sehat.
Terutama dilihat dari sist kemampuan Indonesia membayar utang,
Bahkan Indonesia harus berhutang untuk membayar utang. Pada
kuartal 1 2020 tercatat ada twaahan utang baru sebesar US§389.252
juta (Fredlina et al., 2021). Kementerian Keuangan mencatat, posisi
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utang pemerintah sebesar R@MBJS triliun hingga Mei 2021, utang

pemerintah berupa pinjaman berasal dari luar negeri sebesar Rp 825,81
triliun (Lidwina, 2021).

B. Sejarah Utang

Menurut David Stasavage, sejarah utang negara bisa dilihat dari
Raja Inggris Bdward 11l yang memiliki utang kepada bankir dari Italia,
Bardi dan Peruzzi. Raja Inggris Edward III kemudian mengalami gagal
membayar utangnya. Sejarah utang juga dapat dilihat Pada awal abad
ke-13, saat sejumlah negara Hropa Utara mulai menjual barang surat
berharga (anuitas) sebagai sarana penghimpunan dana. Beberapa kota
di Italia juga mulai meminjam jangka panjang. Polanya adalah pemilik
kekayaan membeli surat berharga negara. Surat tersebut dapat dijual
kembali, serta diperdagangkan di pasar. Raja-raja di Eropa, pada abad
ke-16 ketika berutang dilakukan secara langsung kepada pemilik uang
dengan jangka waktu pendek. Para pemberi pinjaman tidak berani
memberi pinjaman jangka panjang karena khawatir raja yang meminjam
meninggal dunia. Para pemberi pinjaman kepada pemerintahan saat itu
adalah para pedagang yang memiliki usaha jarak jauh dan memiliki
modal serta simpangan cukup besar dari usaha tersebut. Daripada
meminjamkan kepada sesama pedagang yang berisiko gagal bayar,
pemilik  modal dan usaha kemudian meminjamkannya kepada
pemerintah yang berkuasa, dengan kompensasi kemudahan yang
diberikan kepada pengusaha dalam soal pembayaran pajak. Namun ada
pula negara yang melakukan utang dengan model pembayaran dengan
bunga jangka panjang. Pada tahun 1250 sampai dengan 1750, ada 31
negara di Eropa yang membayar utangnya dengan tingkat bunga jangka
panjang. (Stasavage, 20106).

Di Amerika Serikat pada tahun 1776 sudah ada utang yang
diberlakukan secara terbatas. Pada tahun 1776 sampai dengan 1920
Kongres memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk
menerbitkan surat utang kepada lembaga keuangan berbeda. Kongres

juga menetapkan waktu jatuh tempo utang, beserta pembebasan pajak

94




PENGANTAR ERKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

bagi pemberi utang (G. J. Hall & Sargent, 2015). Dari data ini diperoleh
gambaran, bahwa sejarah utang di Amerika, tidak hanya berkaitan
dengan ekonomi tapi juga berkaitan dengan politik. Utang negara tidak
diberikan secara bebas, tapi diberikan secara terbatas dan dikendalikan
langsung oleh Kongres, sebelum Menteri Keuangan melaksanakan.
Begitu pula dengan sejarah utang di Fropa, berkaitan dengan politik
dan ekonomi.

Sejarah utang Indonesia bisa dilihat pertama saat terjadinya
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pﬂ 23
Agustus-2 November 1949. Pada saat itu, Indonesia diakui sebagai
negara yang merdeka dan berdaulat oleh Belanda. Pada kesempatan itu,
Indonesia juga diharuskan untuk membayar semua utang yang
diwariskan oleh Belanda. Pada saat itu secara jemlndnne.ﬁia telah
memiliki utang luar negeri sebagai warisan Belanda sebesar US54 miliar
atau setara dengan Rp 56 triliun. (Baswir, 2009: 69).

Pemerintah di Indonesia memiliki catatan sejarah utang yang bisa
dilihat pada setiap rezim atau pemerintahan yang berkuasa. D1 dalam
buku ini sengaja dibuat penjelasan pada setiap presiden yang meme-
rintah di Indonesia, berapa banyak utang yang dibuat dan diwariskan.
Kemudian penggunaan utang, sebagian besar digunakan untuk apa saja.
Dari catatan ini akan diperoleh gambaran presiden mana yang paling
banyak berutang pada masa pemerintahan yang dipimpin. Berikut
catatan utang dari setiap presiden ke presiden di Indonesia.

Pertama, Presiden Soekarno. Pada saat Soekarno menjadi presiden
Republik Indonesia kondisi ekonomi dan politik masih belum stabil,
kabinet berganti-ganti. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian
secara politik dan ekonomi. Perekonomian tidak stabil juga, karena
proses transisi dari pemerintah Hindia Belanda yang kemudian beralih
ke Jepang, baru kemudian Indonesia. ada banyak beban ekonomi yang
ditanggung oleh pemerintah yang pertama. Hal tersebut berlangsung
hingga tahun 1959. Krisis keuangan dan likuiditas yang terjadi memaksa
pemerintah saat itu untuk menambah utang. Utang digunakan untuk

menambah persediaan uang selama enam bulan ke depan, supaya inflasi
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menjadi stabil. Sebelumnya inflasi tidak terkendali, harga barang-barang
naik ratusan persen, harga beras juga ikut mengalami kenaikan drastis,
Begitu pula dengan kebutuhan pokok lainnya (Hakim, 2012). Pada
masa pemerintahan Presiden Sockarno, Indonesia tercatat memiliki
utang sebesar USD 23 miliar setara dengan Rp32 triliun. Utang
tersebut rerata diperoleh dari negara-negara Blok Timur, Uni Soviet
dan sekutunya. Ada juga dari sumber lain, namun tidak banyak, hanya
sebagian kecil.

Kedna, Presiden Soeharto. Presiden Soeharto menggantikan
Presiden Soekarno. Presiden Soeharto berkuasa mulai tahun 1966
sampai dengan 1998, sekitar 32 tahun. Pemerintahan di bawah Presiden
Soeharto merupakan pemerintahan paling lama dalam sejarah
Indonesia. Pemerintahan Soeharto dikenal dengan Orde Baru. Pada
masa pemerintahan Soeharto, negara juga melakukan pinjaman utang
luar negeri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada
masa Soeharto mengalami defisit. Untuk menutup defisit dilakukan
pinjaman utang luar negeri (Hairunnisa, 2019).

Pemerintah Orde Baru di bawah Socharto dikenal dekat dengan
Bank Dunia (World Bank). Banyak program yang dijalankan oleh
pemerintahan Soeharto mendapat dukungan dari Bank Dunia. Pada
awal tahun 1990-an, orientasi pembangunan di Indonesia semakin
berorientasi kepada pasar, sebagaimana yang diinginkan oleh Bank
Dunia. Pada saat yang sama Soeharto menjalankan banyak program
pembangunan yang tidak semua berhasil, namun banyak juga yang
mengalami kegagalan. Kegagalan sebagian disebabkan karena adanya
praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan penguasa. Program
pembangunan tersebut sebagiannya dibiayai dari utang luar negeri
(Prianto, 2011).

Pembangunan tisik memang terlihat menonjol di masa Orde Baru.
Orientasi pembangunan Orde Baru memang sangat bertumpu pada
pembangunan fisik, terutama proyek infrastruktur (Aziz, 2020). Ambisi
pembangunan Soeharto di dalam pembangunan infrastruktur fisik
membuatnya mendapat julukan “Bapak Pembangunan.” (Hilm, 2019).
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Namun ambisi itu pula yang membuatnya jatuh. Pembangunan yang
digalakkan oleh Soeharto ditopang oleh utang luar negeri. Pada saat
resesi ekonomi melanda Asia, termasuk Indonesia, pemerintah tidak
bisa mempertahankan keperkasaan ekonomi pembangunannya. Pada
saat yang sama utang luar negeri memasuki masa jatuh tempo, dan
pemerintah tidak mampu membayar utang. Terjadi krisis ekonomi,
berlanjut ke krisis sosial dan politk. Presiden Soeharto akhirnya
mundur dari jabatannya sebagai Presiden tahun 1998. Presiden
Soeharto nminggalkan utang sebesar Rp 551,4 triliun.

Ketipa, Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden
Soeharto yang mundur di tengah jalan pada tahun 1998. Saat itu
Habibie merupakan wakil presiden yang mendampingi Soeharto.
Secara otomatis, saat Presiden Socharto mengundurkan diri, maka
Habibie yang menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Presiden Habibie yang menjalankan pemerintahan setelah Soecharto
lengser, maka dia juga yang harus mengegpung beban persoalan
ckonomi yang terjadi pada saat itu. Setelah nilai tukar rupiah terhadap
dolar anjlok hingea mencapai Rp 14.000 lebih per USD. Presiden
Habibie mampu menunjukkan kemampuannya mengelola ekonomi, di
tengah gonjang-ganjing ekonomi pasca krisis tahun 1998, Presiden
Habibie mampu menurunkan nilai tukar rupiah hingga Rp 2500 per
USD. Pada saat yang sama, Presiden Habibie jugamhuka keran
kebebasan dan demokratisasi, dengan menjalankan pemilihan umum
tahun 1999 yang dikuti oleh 48 partai politik yang menjamur usai
reformasi. Presiden Habibie juga membebaskan para tahanan politik
yang banyak dipenjara oleh Soeharto, seperti Sri Bintang Pamungkas,
AM. Fatwa, dan lain-lain.

Keberhasilan Presiden Habibie dalam menstabilkan rupiah hingga
Rp 2500 per USD ternyata juga masih belum sepenuhnya mampu
membuat perekonomian Indonesia menjadi mandiri. Pada masa
pemerintahannya, Presiden Habibie juga masih harus menambah
utang. Socharto yang meninggal utang sebesar Rp 5514 triliun, tidak
mampu dikurangi oleh Presiden Habibie. Habibie malah menambah
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utang baru sekira Rp 400 triliun. Di masa pemerintahannya yang
singkat, Habibie memerintah mulai tanggal 21 Mei 1998-21 Oktober
1999, kurang dari dua tahun, Presiden Habibie mewariskan utang
sebesar Rp 938,8 triliun.

Meski berlangsung singkat, Presiden Habibie termasuk presiden
yang produktif dalam membuat kebijakan. Selama pemerintahannya
ada 66 undang-undang yang dibuat. Salah satu Undang-Undang yang
berhasil dibuat adalah penegasan mengenai arah perekonomian
Wrnesia yang semakin terbuka dan liberal. Hal tersebut tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang “P@nkaﬂ
Indonesia.” Undang-Undang tersebut merupakan revisi Undang-
Undang ND[‘I@? tahun 1992 (Wijaya & Permatasari, 2018).

Keempat, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada saat
pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh Majelis
Permusyawar Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), terutama
karena kasus lepasnya Timor-Timur dari pangkuan Negara Kesatuan
Republik Indon maka Habibie tidak melanjutkan jabatannya
sebagai presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
(MPR RI) kemmm menggelar sidang untuk memilih presiden dan
wakil presiden. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia (MPR RI) yang digelar pada 20 Oktober 1999
melantik Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden. Gus
Dur kemudian secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia
didampingi oleh Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri.

Pada saat Gus Dur menjadi presiden kondisi sosial ekonomi dan
politik Indonesia sedang tidak stabil. banyak terjadi kerusuhan di
berbagai wilayah di Indonesia, seperti Poso, Ambon, dan Papua. Krisis
ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 masih terasa hingga Gus Dur
menjadi presiden. Sama dengan Presiden Habibie, masa pemerintahan
Gus Dur juga tidak berlangsung lama. Dilantik pada tangmim
Oktober 1999, Gus Dur kemudian diberhentikan lewat Sidang
Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (SI
MPR RI) pada tanggal 23 Juli 2001. Praktis pemerintahan Presiden Gus
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Dur hanya efektif selama satu tahun sembilan bulan.

Selama satu tahun sembilan bulan memerintah, Presiden Gus Dur
juga menambah utang Indonesia @anyak Rp 300 triliun. Hingga
berakhir masa jabatannya Presiden Gus Dur mewariskan utang sebesar
Rp 1.273,18 triliun. Tidak ada pembangunan fisik yang menonjol pada
masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Namun dari sekian banyak
persoalan yang diselesaikan oleh Presiden Gus Dur adalah penyehatan
sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Garuda dan lain-
lain. Badan Urusan Logistik (Bulog) juga dibenahi oleh Presiden Gus
Dur. Presiden Gus Dur dianggap banyak melakukan tindakan kontro-
versi, terutama dengan keinginannya untuk menghapus Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor 25 tahun 1966 tentang
“Pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI)”

Kelima, Presiden Megawati. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid
atau Gus Dur diberhentikan sebagai presiden lewat Sidang Istimewa
MPR RI, maka secara otomatis yang menggantikannya adalah wakilnya,
yaitu Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati terpilih menggan-
@n Gus Dur didampingi oleh Wakil Presiden Hamzah Haz. Presiden
Megawati dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23
Juli 2001. Megawati menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia
lebih lama dari Habibie dan Gus Dur. Megawati berhenti jadi presiden
setelah masa jabatannya berakhir pada tanggal 20 Oktober 2004. Pada
pemilihan presiden yang digelar tahun 2004, megawati dikalahkan oleh
mantan menteri di pemerintahannya, yaitu Susilo Bambang Yudho-
yono yang menjadi presiden dari tahun 2[’@201 4. D1 kabinet Presiden
Megawati Susilo Bambang Yudhoyono menteri Koordinator Bidang
Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Pada saat Megawati menggantikan Presiden Gus Dur, posisi utang
Indonesia berada di angka Rp 1.273,18 triliun. Pada masa akhir
pemerintahannya di tahun 2004 Presiden Megawati mewariskan utang
sebesar Rp 1.299 50 triliun. Artinya, era Presiden Megawati adalah era
penambahan utang paling sedikit. Hanya dalam hitungan puluhan
triliun rupiah saja. Satu prestasi yang luar biasa berhasil, di dalam
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menahan diri untuk tidak menambah utang negara. Dengan masa
pemerintahan yang relatif lebih lama dari Habibie dan Gus Dur, selama
kurang lebih tiga tahun, Megawati tidak banyak menambah utang
negara, hanya dalam hitungan puluhan triliun. Jumlah ini jauh lebih
sedikit dari semua presiden yang pernah menjabat di Indonesia.

Presiden Megawati termasuk presiden yang berhasil melakukan
pengendalian utang. Hal tersebut dilakukan Megawati melalui perun-
dingan Paris Club dan London Club. I‘vm,vati berhasil meminta
negara pemberi pinjaman untuk menunda pembayaran utang sebesar
USD 58 miliar pada Paris Club 12 April 2002. Tidak hanya itu,
keberhasilan Megawati dalam mengendalikan utang negara juga
dibuktikan dengan keberhasilan Megawati untuk melakukan pem-
bayaran utang Negara sebesar Rp 116,3 triliun pada tahun 2003
(Soekarnoputri, 2021).

Keenam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan
Megawati pada Pemilihan Presiden yang digelar pertama kali secara
langsung di Indonesia tahun 2004. Presiden Susilo Bambang Yudho-
yono terpilih selama dua periode dari tahun 2004-2014. Para periode
pertama Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden didampingi
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada periode kedua, 2009-2014 Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Budiono,
salah seorang ekonom di Indonesia. Pada periode pemerintah Susilo
Bambang Yudhoyono jumlah utang mengalami peningkatan cukup
signifikan. Pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali
menggantikan Megawati Soekarno Putri, posisi utang Indonesia di
kisaran Rp 1.299,50 triliun. Pada masa akhir jabatannya, Susilo
Bambang Yudhoyono meninggal utang sebesar Rp 2.608,78 triliun.
Ada penambahan utang sebesar Rp 1.300 triliun (Ratnawaty et al,,
2016).

Berbeda dengan Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono banyak
menghabiskan anggaran negara, termasuk yang berasal dari utang untuk
keperluan berbagai subsidi untuk rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono
memberikan subsidi beras bagi warga miskin, sampai subsidi energi dan
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lﬂin—lair@i era Susilo Bambang Yudhoyono dikenal pula program
subsidi berupa bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga
miskin yang tidak memiﬁ rumah atau rumah yang ditempati tidak
layak. Selain itu subsidi berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang
mencapai Rp 300.000 per keluarga. Bantuan beras untuk warga miskin
dikenal dengan nama “Raskin.” Dan banyak lagi program subsidi dan
bantuan sosial yang dijalankan oleh Susilo Bambang Yudhoyono
(Firmansyah et al., 2021).

Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono program pembangunan
sampai ke level desa yang fenomenal adalah Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan dan Pedesaan. Program
ini menyasar pembangunan dan bantuan permodalan kepada masya-
rakat di level desa. Pelaksana program adalah masyarakat secara
langsung yang direkrut dengan persyaratan khusus. Dana PNPM ada
yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa, ada pula
yang digunakan untuk bantuan modal yang dilaksanakan secara
bergulir. Program 1n1 banyak yang berhasil, namun tdak sedikit yang
gagal di lapangan.

Ketupub, Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo menggantikan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014. Jokow1 terpilih
selama dua periode dari 2014-2024. Pada masa pemerintahan Presiden
mﬁwi utang luar negeri mengalami peningkatan signifikan. Pada saat
Susilo  Bambang Yudhoyono berakhir masa jabatannya sebagai
presiden pada tahun 2014, posisi utang Indonesia berada di kisaran Rp
2.608,78 triliun, Dalam waktu empat tahun pemerintahan Presiden
Jokowi, tepatnya tahun 2018, utang@dnnesia sudah mencapai Rp
4.395,97 triliun. Pada Desember 2019 utang Indonesia sudah mencapai
Rp 4.778 triliun. Presiden Jokowi termasuk presiden yang paling gemar
berutang. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah utanggyang terus
mengalami kenaikan setiap tahun. Hingga Mei 2021, posisi utang
pemerintah sebesar Rp 6.418,15 triliun, sebuah angka yang tidak kecil.

Presiden Jokowi hampir sama dengan pendahulunya, Soeharto,

membelanjakan banyak anggaran negara, termasuk yang berasal dari
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utang untuk keperluan pembangunan fisik, infrastruktur. Pada masa
pemerintahannya, Jokowi membangun jalan nasional sepanjang 3.432
kilometer. Selain itu, dibangun juga bebas hambatan (tol) sepanjang 941
kilometer. Bersamaan dengan itu, dibangun jembatan sepanjang 39,8
kilometer. Adapun jembatan gantung yang dibangun ada 134 unit.
Jokowi juga membangun 17 bendungan serta irigasi seluas 655.015
hektar. Tidak hanya jalan, jalur kereta api juga mengalami peningkatan,
dengan melakukan reaktivasi jalur kereta api sepanjang 754,59
kilometer, dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 413,6 kilometer.
Ada 10 bandara baru, termasuk merevitalisasi dan mengembangkan 408
bandara di sejumlah daerah termasuk di daerah di Indonesia. Pem-
bangunan di jalur laut dilakukan dengan membangun 19 pelabuhan.
Selain digunakan untuk membangun infrastruktur, uang yang berasal
dari utang tersebut digunakan untuk meraa}-ar yang jatuh tempo pada
tahun 2018. Tidak hanya itu, ada vang sebesar Rp 1.628 triliun yang
digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
mengalami kerugian dari waktu ke waktu. Lengkap penggunaan uang
yang bersumber dari utang, termasuk untuk menutup lobang yang
selama ini dibuat BUMN yang dimiliki oleh negara (Alamsyah &
Siregar, 2019).

C. Pengertian Utang Luar Negeri

Pembahasan di bab ini mengulas mengenai utang luar negeri. Ada
berbagai pengertian yang diberikan oleh ahli, tentang utang luar negeri.
Pengertian pertama dimulai dari utang pemerintah atau utang negara.
Utang negara adalah pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah dan
peruntukannya dilaksanakan oleh pemerintah. Biasanya utang model
begini adalah utang yang dilakukan peminjaman oleh pemerintah, pada
saat negara mengalami kesulitan untuk memenuhi biaya pemerintah,
baik berkaitan dengan biaya rutin belanja pegawai maupun belanja
pembangunan (Subagiyo & Budiman, 2020).

Adapun utang luar negeri memiliki makna yang cukup jelas, yaitu

pinjaman yang dilakukan oleh negara atau pemerintah yang berkuasa
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Gpﬂdﬂ lembaga-lembaga pemberi pinjaman, atau yang biasa disebut
lembaga donor internasional, seperti Bank Dunia (World Bank),
International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB),
dan lain-lain. Untuk selanjutnya, dana pinjaman tersebut digunakan
oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti
gaji pegawal, dan membiayai program pembangunan lainnya. Dana
yang dipinjam wajib dibayar kepada pemberi pinjaman dilakukan secara
mencicil beserta bunga pinjaman, baik dalam waktu jangka pendek
maupun jangka panjang.

Ada yang mengartikan utang luar negeri sebagai penarikan modal
dari luar negeri ke dalam suatu negara. Utang bisa menjadi salah satu
instrumen untuk menambah modal di suatu negara untuk meng-
gerakkan perekonomian, meningkatkan pertumbuhan. Utang luar
negeri juga dimaknai sebagai penerima suatu negara yang diberikan oleh
negara lain yang berfungsi untuk meningkatkan investasi sebagai
penunjang pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Lubis & Riva’i,
2016). Pengertian 1ni memberi makna utang sebagai yang positit.

Ada 1stilah lain yang biasa digunakan untuk memberi pengertian
utang negara, yaitu utang dalam negeri. Utang dalam negeri adalah
pinjaman yang dibuat oleh NEERP atau pemerintah yang berkuasa untuk
mendapat dana dari sumber dalam negeri, baik dari Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau lainnya.

D. Implikasi Utang Luar Negeri Terhadap Ekonomi dan

Politik

Utang luar negeri memiliki dua sisi yang kontradiktif. Pada satu
sisi, utang luar negeri bisa dianggap sebagai salah satu obat penyembuh
bagi negara yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Namun
sebagai obat penyembuh, sama dengan obat generik, sifatnya hanya
sementara, tidak permanen. Bahkan jika efek obat sudah hilang, maka
sakit akan kembali dirasakan. Bahkan bisa jadi menimbulkan kekebalan
bagi penderita sakit. Jika pada pengobatan pertama, dibutuhkan satu
dosis, saat sakit kembali dibutuhkan dua dosis. Begitu seterusnya.
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Sehingea ada ketergantungan terhadap obat. Negara yang keranjingan
berutang juga mengalami kondisi ketergantungan terhadap (126 B4 luar
negeri. Dalam melaksanakan program pembangunan utang luar negeri
dijadikan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat
signifikan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Prihandoko, utang luar negeri
merupakan salah satu sumber pembiayaan anggaranmerintah dan
pembangunan ekonomi. Di sebagian negara di dunia, utang luar negeri
dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat men-
dukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif
sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Utang biasanya terutama dipakai untuk menutup defisit anggaran
(Prihandoko, 2017).

Meski begitu, ada banyak pandangan berbeda terhadap utang
negeri. Sejumlah kalangan menilai utang luar negeri justru menim-
bulkan persoalan ekonomi, terutama utang luar negeri membuat
pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, karena uang yang dimiliki oleh
negara digunakan tidak langsung untuk menggerakkan perekonomian
negaranya, namun digunakan untuk membayar utang, berikut bunga
utang. Sebaliknya bagi negara pemberi utang, memang berdampak
positif, sebab tidak hanya pengembalian uang yang didapat, namun ada
tambahan dari bunga utang yang dibayar negara peminjam.

Hal tersebut tidak menguntungkan bagi Indonesia Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diharap dapat meng-
gerakkan menjadi motor utama penggerak pembangunan dan per-
ckonomian, malah tersedot untuk pengeluaran yang tidak seharusnya,
yaitu secara rutin membayar cicilan utang dan bunga utang. Sehingga
tujuan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi malah
tidak tercapai. Beban APBN malah menjadi lebih berat dan perlu jalan
keluar lain untuk dapat menyelesaitkannya (Junaedi & Salistia, 2019).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa utang berkorelasi secara
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pem-

bangunan di negara yang memiliki beban utang besar, terutama di
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negara-negara yang sedang berkembang. Diantara penelitian dilakukan
oleh Bulow dan Rogotf tahun 1990, Cohen tahun 1993. Termasuk
penelitian yang dilakukan oleh Chowdhury dan kawan-kawan menye-
but utang berdampak negatif, meski berbeda antara satu negara dengan
negara lain (Atmadja, 2000).

Kondisi ini yang dialami Indonesia saat ini, keuangan Indonesia
sangat bergantung kepada utang luar negeri. Tidak hanya untuk
membiayai proyek pembangunan, namun juga untuk kebutuhan belanja
pegawai. Setiap tahun target pendapat dari pajak, tidak tercapai secara
maksimal. Sehingga negara harus menutup kekurangan dengan cara
berutang. Ketergantungan semacam ini berimplikasi pada beban
keuangan negara yang semakin berat. Sementara negara tidak memiliki
alternatif lain untuk dicoba diterapkan. Atau tepatnya tidak mencoba
untuk menerapkan strategi lain.

Pembangunan yang dibiayai lewat utang luar negeri merupakan
pembiayaan pembangunan pemborosan (Fadhillah et al, 2021).
Terlebih lagi dengan syarat pinjaman yang beragam, tidak hanya dalam
bentuk pembayaran utang beserta bunganya, namun juga banyak syarat
lain yang sebetulnya secara ekonomi dan polittk merugikan negara
peminjam. Misalnya dengan syarat penggunaan teknologi dan sumber
daya manusia yang berasal dari negara-negara pemberi pinjaman. Hal
ini jelas merugikan negara yang meminjam. Sebab tenaga kerja yang
didatangkan dari negara pemberi pinjaman, akan mengurangi kesem-
patan bagi tenaga kerja lokal untuk bekerja di sektor-sektor yang
dibiayai oleh utang luar negeri. Secara langsung utang luar negeri juga
berdampak pada potensi menciptakan pengangguran di negara sendiri.
Pengangguran berpotensi menjadi persoalan dan ancaman sosial. Jika
tidak ditangani dengan baik akan menjadi persoalan politik secara
nasional.
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Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian utang luar negeri!

2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah
utang luar negeri!

3. Kemukakan satu kasus utang luar negeri, yang ada di sekitar
Saudaral

4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang
Saudara kemukakan tersebut?

5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/
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“Dalam hukum seorang bersalah,
ketika ia melanggar hak orang lain.
Dalam etika dia bersalah,
saat berpikir untuk melakukannya*
(Immanuel Kant, 1724-1804 filsuf dari Jerman)
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Capaian Pembelajaran

1.
2.

Mahasiswa mampu menguasai konsep tenaga kerja luar negeri.

Mahasiswa mampu memahami praktik tenaga kerja luar negeri.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1.

2.
3.
4

0.
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Mahasiswa mampu memahami konsep tenaga kerja luar negeri.
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep tenaga kerja luar negeri.
Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik tenaga kerja luar negeri.
Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam tenaga kerja
luar negeri.

Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam tenaga kerja luar
negeri.

Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah tenaga

kerja luar negeri.
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A. Latar Belakang

Tenaga kerja luar negeri disebut juga tenaga kerja Indonesia (TKI)
untuk wanita disebut tenaga kerja wanita (TKW), merupakan salah satu
strategis di dalam ekonomi politik dan pembangunan. Jumlah
tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri cukup besar, yang
tersebar di berbagai negara di dunia. Mulai dari Asia, seperti Malaysia,
Singapura, Saudi Arahignaupun ke Amerika Serikat, Australia, dan
berbagai negara Eropa. Pada tahun 2001, tercatat 55.206 TKI laki-laki
dan 239.942 TKI wanita. Pada tahun 2002 jumlah tersebut meningkat
menjadi 116.706 TKI laki-laki dan 363.607 TKI w:mita@mpai tahun
2006, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri naik berlipat ganda
menjadi 126.601 TKI laki-laki dan 484.935 TKI wanita. Tahun 2013,
ada 4,5 juta TKI di luar negeri. Pada tahun 2014 jumlahnya naik
menjadi 7,4 orang. Jumlah tersebut lebih besar lagi jika dimasukkan
TKI yang bekerja secara ilegal. Pada tahun 2014 saja, jumlah TKI ilegal
yang dipulangkan ke Indonesia mencapai 1,8 orang. Jumlah yang cukup
besar (Agustini, 2016).

Jumlah yang cukup besar tersebut bisa mdi isu penting dalam
kehidupan ekonomi dan politik. Ada jutaan warga negara Indonesia
yang berada di luar negeri, di negara yang berbeda secara budaya,
hukum, dan lain-lain. Namun kondisi tersebut tentu memiliki makna
penting dari segi potensi dan pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi
dengan kondisi di dalam negeri Indonesia yang masith memiliki tingkat
Bpzangguran cukup tinggi, 8,3% pada tahun 2013 (Soleh, 2017).
Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan angkatan
kerja yang ada. Hal ini membuat bekerja di luar negeri menjadi salah
satu pilthan (Delis et al., 2015).

Minimnya pekerjaan di dalam negeri, dan semangat untuk mencari
pekerja di luar, membuat banyak warga Indonesia yang bekerja di luar
negeri hanya bermodal nekat, tanpa ada keahlian atau skill yang
memadai, sehingga di negara tempat bekerja seringkali @enghadapi
masalah. Hal ini menarralh daftar panjang persoalan tenaga kerja
Indonesia di luar negeri. Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah
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tersendiri bagi pemerintah Indonesia, presiden, menteri, kepala daerah,

pejabat di kementerian hingga diplomat yang ada di luar negen
(Dharossa & Rezasyah, 2020).
B. Sejarah Tenaga Kerja Luar Negeri

Pengiriman tenaga kerja kmmr negeri sudah dimulai sejak masa
pemerintah lgggdia Belanda. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja
keluar negeri melalui penempatan buruh kontrak ke beberapa negara
seperti Suriname dan Afrika Selatan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja
keluar negeri pada masa Belanda terhﬂa@esar, jumlahnya mencapai
32.986. Pengiriman pertama tenaga kerja pada 21 Mei 1890, dari Batavia
dengan menggunakan Kapal “SS Koningin En@” menuju Suriname,
dan tiba pada 9 Agustus 1890. Mereka bekerja di perkebunan tebu dan
pabrik gula “Marienburg,” Suriname (Woldring, 2010).

Setelah Indonesia merdeka menjadi negara yang berdaulat, proses
pengiriman tenaga kerja l{aﬂr negeri masih terus berlangsung. Secara
legal formal, pengiriman dan penempatan tenaga kerja keluar negern
dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi
Republik Indonesia pada tahun 1970 dengan dasar Peraturan
Pemerintah Nomor 4 tahun 1970. Pengiriman tenaga kerja keluar
negeri melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antar
Kerja Antarnegara (AKAN). Pemaﬂ tenaga kerja keluar negeri juga
melibatkan pithak swasta, yaitu perusahaan jasa pengerah tenaga kerja
(PJTKI). Pmirnan tenaga kerja keluar negeri di awal-awal adalah
pengiriman tenaga kerja sektor informal yaitu Penata Laksana Rumah
Tangga (PLRT) untuk pengguna perseorangan (Jahri, 2012).

Pengiriman tenaga kerja keluar negeri terus mengalami pening-
katan. Tidak hanya di Saudi Arabia, namun juga dilakukan ke berbagai
negara lain, baik di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan lain-lain.
Peningkatan tenaga kerja yang bekerja keluar negeri kemudian direspon
oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Cosmas Batubara
dengan membuat Peraturan Menteri (PerMen) Nomor 5 tahun 1988

yang secara umum mengatur tentang “pengiriman tenaga kerja ke luar
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negeri.” Selain itu, untuk melindungi tenaga kerja yang bekerja di sektor
informal, terutama di Saudi Arabia, Menteri Tenaga Kerja secara
khusus membuat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Nomor 1307 tentang “Petunjuk teknis pengerahan TKI ke Arab Saudi”
(Jalaludin & Suriadi, 2019).

C. Pengertian Tenaga Kerja Luar Negeri

Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi  terhadap
“International Convention on the Protection of the Human Rights of
All Migrant Workers and Member of Their Filies” atau Konvensi
Buruh Migran 1990. Dalam konteks tersebut tenaga kerja luar negeri
B dikenal juga dengan sebutan migran memiliki makna secara global.
Tenaga kerja migran sudah didefinisikan di dalam pasal 11 ayat (1)
Konvensi Migrasi Tenaga Kerja (edisi revisi) 1949. Kemudian didefi-
nisikan juga pada pasal 11 ayat (1) Bagian II dan konvensi pekerja
migran (ketentuan tambahan) tahun 1975, Istlah pekerja migran
tersebut berubah seiring dengan adanya kebutuhan perkembangan

balisasi yang menyebabkan migrasi pekerja lebih massif lagi. Pada
Pasal 2 ayat (1) Konvensi Pekerja Migran tahun 1990 mendefinisikan
“pekerja migran sebagai seseorang yang akan, tengah atau telah
melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana ia bukan
menjadi warga negara.” (Atedjadi, 2015). Pengertian ini tegas memberi
batas, bagi pekerja luar negeri. Termasuk di dalamnya pekerja luar
negeri Indonesia. Buruh migran adalah, pekerja yang tidak berasal dari
negara tempat bekerja. Pekerjaan yang ditekuni mendapatkan upah,
bukan pekerjaan sosial. Kemudian yang bekerja bukan pengungsi,
namun warga yang sengaja datang untuk tujuan bekerja di negara lain
untuk mendapat upah.

Di Indonesia, pengertian pekerja luar mri atau tenaga kerja
Indonesia disebutkan secara jelas. Menurut Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian direvisi
menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, dimaksud dengan
tenaga kerja adalah “setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang
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dalam dan/ atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di
luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk
@menuhi kebutuhan masyarakat.” (Rohmawati, 2012). Menurut
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang “Tenaga Kerja
Indonesia,” disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia, yang selanjutnya
disebut dengan TKI, adalah “setiap warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja

untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.” (Cahyono,

2015).

D. Implikasi Tenaga Kerja Luar Negeri Terhadap Ekonomi &

Politik

Bekerja di luar negeri ggamiliki implikasi positif terhadap sektor
eckonomi bangsa Indonesia. Taaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja
di luar negeri, mendapat gaji sesuai dengan standar upah yang berlaku
di negara tempat bekerja, tentu saja disesuaikan dengan kompetensi dan
posisi pekerjaan yang dijalani. Namun bila dibandingkan dengan upah
atau gaji yang diterima pekerja yang bekerja di Indnnesia,dengan
keahlian dan pekerjaan yang sama, tentu upah atau gaji yang diterima
oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri, jauh lebih besar.
Terlebih lagi bila gaji tersebut dikonversi ke dalam rupiah. Jika buruh
pabrik yang bekerja di daerah Cikarang dan Bekasi Jawa Barat hanya
Rp 5juta per bulan, maka gaji buruh pabrik yang bekerja di Hongkong
atau Korea Selatan bisa mencapai Rp 20 juta per bulan. Jauh lebih besar
dan berkali lipat. Hal ini tentu saja membawa implikasi positif bagi
pekerja yang bekerja di luar negeri. Tidak hanya membuat pereko-
nomian TKI secara personal meningkat, namun juga memberi
implikasi positif pada pertumbuhan ekonomi di mana TKI tersebut
berasal. Setiap bulan dari kelebihan gaji yang diterima oleh para TKI
yang bekerja di luar negeri sebagian dikinm ke keluarga yang berada di
kampung halaman (Susilo, 2015). m ini secara perlahan membantu
pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, TKI yang bekerja di luar
negeri juga menambah devisa negara. Hal ini yang kemudian
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disematkan kepada para TKI sebagai pahlawan devisa negara, yang
tidak pernah mendapat tanda jasa. Sebagai sektor yang memberi
dampak terhadap perekonomian bangsa, namun kadang diabaikan hak
dan pelayanan kepada mereka. Meski begitu pemerintah tetap memberi
perhatian terhadap keberadaan T@ Paling tidak dengan membuat
badan khusus yang menangani TKI di luar negeri seperti Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI). BNPZTE memiliki fungsi dan peran strategis di dalam
mengawal persoalan TKI di luar negen, mulai dari pendidikan dan
pelatihan yang bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan
perusahaan PJTKI, melakukan kegiatan penempatan di negara-negara
tujuan, dan memberi perlindungan terhadap tenaga kerja yang sudah
bekerja, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Rumbadi,
2017).

Keberadaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, tidak hanya
berimplikasi positif terhadap pemasukan negara dan pertumbuhan
ckonomi daerah, namun juga memiliki implikasi polittk. Implikasi
politik terjadi pada huhumintemasinnal dan hubungan politik antara
kedua negara di mana tenaga kerja Indonesia bekerja. Keberadaan
tenaga kerja Indonesia di luar negeri memiliki banyak tantangan. Hal ini
berkaitan dengan perilaku dan sikap tenaga kerja yang beragam. Juga
faktor perilaku warga di negara tempat TKI bekerja. Tidak sedikit
tenaga kerja wanita yang bekerja di Saudi Arabia yang menjadi korban
pemerkosaan majikan tempat bekerja. Ada pula yang menjadi pelaku
tindak pidana pembunuhan te@jap warga negara lain. Ada banyak
masalah dan kasus yang terjadi, mulai dari TKI ilegal, kasus trafficking,
prostitusi TKW, bunuh diri dan beragam kasus hukum yang menimpa
buruh migran wanita Indonesia (Yusuf, 2020). Di Malaysia ada tenaga
kerja wanita yang menjadi korban tindak kekerasan dari majikan, juga
banyak yang gajinya ditahan. Namun ada pula tenaga kerja yang terlibat
dalam tindakan kriminal. Begitu pula di negara lain (Igbal &
Verdaningrum, 2016).

115




BAB IX TENAGA KERIA LUAR NEGERI

Berbagai peristiwa yang menimpa tenaga kerja Indonesia ﬁuar
negeri, menimbulkan dinamika hubungan dan ketegangan antara
pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara tempat TKI tersebut.
Indonesia pernah rnengal@ ketegangan hubungan dengan Malaysia
atas kasus penganiayaan seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal
Lombok Nusa Tenggara Barat, Nirmala Bonat yang dianiaya majikan-
nya hingga mengalami cacat seumur hidup (Kusumawati, 2016).
Namun proses hukum terhadap pelaku penganiayaan cukup lama dan
berbelit-belit. Pada satu sisi sikap pemerintah Indonesia cenderung
tidak tegas terhadap persoalan tersebut. Sebagai negara besar dan
tetangga yang baik, Indonesia tidak bisa membuat pemerintah Malaysia
memberi sanksi tegas bagl pelaku penganiayaan. Bisa jadi pemerintah
punya alasan tersendiri untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun
yang pasti, ada kekecewaan dari publik tanah air, atas sikap pemerintah
Indonesia yang terkesan tidak gigih membela warganya yang menjadi
korban penganiayaan di negara lain. Hal yang sama juga pada kasus
tenaga kerja wanita (TKW) di Saudi Arabia (Sary et al.; 2013).
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Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian tenaga kerja luar negeri!

2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah
tenaga kerja luar negeri!

3.  Kemukakan satu kasus tenaga kerja luar negeri, yang ada di sekitar
Saudaral

4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang
Saudara kemukakan tersebut?

5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/
kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan
di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!
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“Menaklukkan rasa takut
adalah awal dari kebijaksanaan®

(Bertrand Russell, Filsuf dan peraih Nobel, 1872-1970)
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@paian Pembelajaran

I. Mahasiswa mampu menguasai konsep
lingkungan hidup.

2. Mahasiswa mampu memahami praktik
lingkungan hidup.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

I. Mahasiswa mampu memahami konsep
lingkungan hidup.

2. Mahasiswa mampu menjelaskan  konsep

lingkungan hidup.

3. Mahasiswa mampu mendiskusikan prakttk pembangunan

lingkungan hidup.

pembangunan

pembangunan

pembangunan

pembangunan

dan

dan

dan

dan

dan

4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam pembangunan

dan lingkungan hidup.

5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam pembangunan

dan lingkungan hidup.

6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah

pembangunan dan lingkungan hidup.
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A. Latar Belakang

Pembangunan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Pem-
bangunan dilaksanakan tidak untuk pembangunan itu sendiri.
Paradigma ini menunjukkan bahwa pembangunan merupakan proses,
bukan tujuan. Sebagai proses maka pembangunan yang memiliki
tujuan, perlu dirancang dan direncanakan secara baik. Perencanaan
pembangunan yang baik, akan menghasilkan tujuan yang baik dan
sesual keinginan. Meski perencanaan tidak menentukan semua hasil dan
tujuan, namun perencanaan pembangunan yang baik juga akan
berkontribusi terhadap hasil dan tujuan baik yang hendak hendak
dicapai.

Pembangunan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
meningkatkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan mencipta-
kan kesejahteraan umum. Tujuan ini yang terus menjadi fokus dari
kegiatan pembangunan. Keempat hal tersebut yang menjadi orientasi
pembangunan. Pembangunan yang kehilangan orientasi akan menjadi
tujuan pembangunan itu sendirt. Dilema in1 yang banyak disaksikan di
berbagai belahan dunia. Pembangunan menciptakan ekses negatif
terhadap kehidupan umum. Salah satunya adalah fenomena kerusakan
lingkungan hidup.

Orientasi pembangunan yang semata-mata pada pertumbuhan
ckonomi dan pendapatan material, menyebabkan kerusakan ling-
kungan yang selanjutnya berdampak pada kehidupan manusia, mencip-
takan kemiskinan baru, kesengsaraan dan kesulitan. Pertumbuhan
ckonomi yang bersifat eksploitatif dan ekstraktif menyebabkan
rusaknya lingkungan hidup. Salah satu contoh adalah, pemantfaatan
kayu di hutan secara ekstraktif, baik secara legal maupun ilegal, tanpa
diimbangi oleh reboisasi akan menyebabkan terjadinya deforestasi
(penggundulan hutan). Pada saat hutan sudah gundul, maka bencana
banjir akan menerbang warga yang berada di sekitar hutan. Banjir yang
terjadi akan menyebabkan kerusakan lebih luas terhadap harta benda,
rumah dan tempat tinggal warga. Tidak hanya menyebabkan hilangnya

rumah dan harta benda, namun juga menyebabkan kematian bagi
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hewan peliharaan dan kehilangan nyawa manusia. Hal tersebut juga
berdampak pada besarnya biaya pemulihan lokasi tersebut setelah

diterjang bencana banjir.

B. Sejarah Isu Lingkungan Hidup

Mahalnya dampak pembangunan yang dilakukan secara eksploi-
tatif dan ekstraktif menimbulkan keprihatinan banyak kalangan,
Mereka kemudian menyuarakan pentingnya menjaga kelestarian ling-
kungan, dan menyeimbangkan tujuan pembangunan dengan proses
yang dilakukan. Pembangunan, tidak boleh sampai merusak lingkungan
hidup, sehingga tidak hanya kerusakan yang ditimbulkan, namun tidak
ada lagi yang akan diwariskan kepada generasi berikut. Hal tersebut
tentu saja juga akan menimbulkan persoalan kemiskinan bagi generasi
yang akan datang,

Seorang ahli bernama George Perkins Marsh menulis buku yang
berjudul “Man and Nature” yang diterbitkan pada tahun 1864. Di
dalam buku tersebut, Marsh menjelaskan aktivitas manusia yang
berdampak pada berbagai bentuk lingkungan hidup yang terjadi di
Mediterania. Marsh menekankan mengenai kerusakan lingkungan yang
disebabkan oleh keserakahan dan kelalaian yang dilakukan perusahaan
teknologi. Marsh mengajak manusia untuk melakukan koreksi antara
hubungan manusia dengan alam. Yang terjadi selama ini, hubungan
manusia dengan alam menimbulkan berbagai bencana (Lowenthal,
2000).

Kemudian, pada tahun 1956 seorang ahli bernama William L
Thomas menulis buku yang berjudul “Man’s Role in Changing the Face
of Harth.” Di dalam buku tersebut, Thomas menjelaskan secara rinci
dan detail perubahan lingkungan hidup yang terjadi sejak zaman
prasejarah, hingga periode modern. Perubahan lingkungan terjadi
karena jumlah manusia semakin banyak. Keinginan manusia semakin
beragam, kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk aktivitas yang

memiliki dampak terhadap lingkungan (Deatherage-Newsom, 1978).
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Pada tahun 1972, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan
konferensi mengenai isu lingkungan di Stockholm, Swedia. Pada tahun
1977 berdiri “American Society of Environmental History,” yang
menandakan munculnya sejarah lingkungan secara formal. Kajiannya
fokus pada berbagai persoalan yang berhubungan dengan kaitan antara
aktivitas manusia dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sejarah
lingkungan perlu terus dikembangkan disesuaikan dengan kondisi yang
ada, sehingga semakin aktual dan sistematis. Diskursus dan dialektika
yang terjadi pada kajian sejarah lingkungan tidak bisa dihindarkan.
Sehingga perlu semakin dibuka (Rajan & Cruz, 1997).

Di Fropa, Emmanuel Le Roy Ladurie, Marc Bloch, dan Fernand
Braudel dari Annales School melakukan kajian sejarah lingkungan
khususnya di Prancis khususnya di kawasan Mediterania. Ladurie
menyebut bahwa hubungan antara manusia dengan alam dianggap
tidak memiliki masalah hingga abad ke-18. Pada saat itu masyarakat
pada dasarnya adalah masyarakat agraris sehingga, tidak menimbulkan
dampak atau ekses negatit terhadap lingkungan alam. Kondisi tersebut
menyebabkan kehidupan vyang sulit berkembang. Hal tersebut
kemudian didukung oleh kondisi cuaca dan curah hujan serta taktor
alam lainnya (Ladurie, 1959).

Di Asia, pada tahun 1983, muncul kajian yang membahas
lingkungan hidup di Asia Tenggara dan Asia Selatan lewat tulisan
“Detorestaion and the Nineteenth-Century World Economy.”
Menurut Richard Tucker dan Richards Durham kegiatan penggundulan
hutan (deforestasi) yang merusak lingkungan hidup, terjadi secara masif
pada perang Dunia I. hal tersebut merupakan fenomena global yang
terjadi di berbagai belahan dunia. Sebab akibat dari pertumbuhan
eckonomi dan tuntutan kebutuhan material industri pabrik, terutama
yang berada di wilayah Hropa (Thirgood, 1985).

Pada tahun 1985 di India juga muncul persoalan lingkungan,
dengan terbitnya “The State of India’s Environment”. Menurut
Rothermund, pertumbuhan ekonomi di India membawa dampak resesi

bagi lingkungan alam. Pertumbuhan ekonomi dibayar dengan biaya
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lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi menjadi seperti tidak
berguna atau sia-sia. Sehingga diperlukan pendekatan lain untuk mela-
kukan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga tidak
menimbulkan resesi pada lingkungan alam. Fenomena lokal yang
terjadi di Indonesia, merupakan cermin dari fenomena umum yang
terjadi di Negara-negara lain yang sedang memacu pertumbuhan
ckonomi, berbasis pada pembangunan industri. Baik industri energi
manufaktur, maupun industri nuklir dan lain-lain (Rothermund, 1985).

Sejarah kajian mengenai isu lingkungan hidup di Indonesia mulai
ada pada tahun 1970-an. Hal tersebut dilihat dari keikutsertaan
Indonesia pada seminar internasional mengenai pembangunan dan
lingkungan yang dihelat di Bangkok, tanggal 17-23 Agustus 1971.
Kemudian pada tahun 1972, Indonesia juga menjadi Negara peserta
aktif pada konferensi internasional tentang isu lingkungan yang dihelat
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Stockholm, Swedia. Kemu-
dian pada tanggal 15-18 Mei tahun 1972, digelar “Seminar Pengelolaan
Lingkungan Hidup Manusia Dan Pembangunan Nasional” atas
pemrakarsa Lembaga LEkologi Universitas Padjajaran Bandung
(Rispalmmgzﬂlﬂ}.

Pada tahun 1972 dibentuk Panitia Perumus dan Rencana Kerja
bagi Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup, yang kemudian
berlanjut pada pembentukan Panitia Inventarisasi dan Hwvaluasi
Kekayaan Alam tahun 1975. Hal tersebut dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1975 tentang “Pembentukan
Panitia Inventarisasi dan FEvaluasi Kekayaan Alam.” Pada tahun 1978
dibentuk Kementerian Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan
Hidup. Emil Salim merupakan tokoh yang berperan melahirkan
organisasi tersebut. Emil Salim yang memimpin ketiga lembaga
tersebut hingga tahun 1983. Sejak itu, kajian mengenai lingkungan
hidup menjadi arus utama (wainstreans) di Indonesia (Manurung &
Santosa, 2019).

Sebetulnya isu lingkungan hidup sudah menjadi pemikiran dan

perbincangan para pendiri bangsa Indonesia (the founding fathers). Hal
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tersebut diketahui dari setidaknya adanya bagian dari Undang-Undang
gsar 1945 yang membahas mengenai lingkungan hidup. Disebutkan
bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi
manusia dan hak konstitusional warga Negara Indonesia. Oleh karena
itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan bangsa
Indonesia berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan penge-
lolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelan-
jutan (Wibawa, 2010).

Isu lingkungan hidup terus mengemuka seiring dengan mening-
katkan kegiatan industrialisasi di Indonesia yang memacu eksploitasi
sumber daya alam yang ada, mulai dari hutan, energi batu bara, sumber

kekayaan laut dan lain-lain.

C. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup memiliki arti arti yang cukup jelas. Lingkungan
hidup terdiri dari dua kata, “lingkungan™ dan “hidup”. Lingkungan
merupakan tempat dimana manusia tinggal dan beraktivitas. Manusia
dalam hal ini dimaknai sebagai pribadi maupun kelompok, individu
maupun organisasi. Organisasi bisa beragam, organisasi bisnis atau
perusahaan, maupun organisasi seperti negara dan lainnya. Sedangkan
kata “hidup™ merujuk pada kondisi lingkungan tempat tinggal manusia
yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup selain manusia dengan
ekosistem alam yang ditempati. Misalnya pepohonan, tumbuhan, dan
segala macam.

Menurut Kathy Driscoll dan Mark Starik di dalam tulisannya “The
Primordial Stakebolder: Advancing the Conceptual Consideration of Stakebolder
Status for the Natural Environmen!’ menyebut bahwa, lingkungan hidup
merupakan entitas lokal yang harus dilihat sebagai pemangku kepen-
tingan (sfakeholders). Lingkungan hidup termasuk di dalamnya atmosfer,
hidroster, litosfer, proses ekosistem, dan semua bentuk kehidupan
manusia, termasuk yang bukan manusia (Driscoll & Starik, 2004).
Driscoll dan Starik menekankan bahwa lingkungan hidup bukan

sesuatu yang terpisah dari kehidupan manusia, tapi merupakan satu
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kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pengertian mengenai lingkungan hidup juga dituangkan di dalam
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang “Lingkungan Hidup.”
Undang-Undang tersebut, merupal@ perubahan Undang-Undang
Nomor 23 tahun 1997. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 4 tahun
1982. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah, “Kesatuan
ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”
Undang-Undang tersebut juga membebankan pemeliharaan ling-
kungan hidup kepada setiap orang. Sebagaimana disebutkan pada Pasal
67. “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau

kerusakan lingkungan hidup.” (Lisdiyono, 2014).

D. Macam-Macam Isu Lingkungan Hidup

Isu atau problem lingkungan hidup yang belum terpecahkan bera-
gam dan semakin bervariasi. Hal ini seiring dengan semakin permi-
sifnya kepala negara, pemilik perusahaan, dan pemangku kebijakan
terhadap persoalan lingkungan hidup. Melestarikan lingkungan hidup
kadang dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan kepentingan politik
ckonomi dari kepala negara, dan kepala daerah. Bisa disebutkan, ada
beberapa macam isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pertama, pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena
semakin banyaknya rumah dan perkantoran yang menggunakan kaca,
sehingga menyebabkan lapisan ozon semakin menipis. Menipisnya
lapisan ozon menyebabkan pemanasan global (global warming).
Pemanasan global selanjutnya menyebabkan es yang berada di wilayah
Kutub Utara menjadi cair. Selanjutnya membuat air laut pasang,
Dampak lingkungan alam yang dirasakan manusia adalah, gelombang
tingei, dan rob. Banyak pulau yang tenggelam dan hilang (Schelling,
1992).
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Kedua, pencemaran dan perusakan lingkungan. Bentuk lain dari
problem lingkungan hidup adalah maraknya pencemaran lingkungan
yang ditandai dengan semakin banyaknya sampah dan limbah yang
mencemari lingkungan alam (Berthier, 2003). Pencemaran dalam
bentuk lain adalah polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan
dan pabrik industri (Li et al., 2019). Persoalan polusi menjadi masalah
bagi kota metropolitan dan modern. Asap kendaraan dan asap industri
berkumpul menjadi satu, membuat pemandangan udara hitam.

Ketiga, penggundulan hutan (deforestasi) menjadi persoalan
lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan industri kertas dan
kayu yang dilakukan secara massif, tanpa diiringi oleh reboisasi. Jepang
dan negara lain di berbagai belakang dunia pernah mengalami.
Indonesia mengalami laju deforestasi yang semakin tidak terbendung,
Hal ini berdampak terjadinya banjir bandang di sekitar lokasi hutan.
Selain itu terjadi proses pembakaran lahan hutan yang menyebabkan
bencana asap, tidak hanya melanda wilayah Indonesia, namun juga
sampai ke negara lain. Stewart dan Krier, menyebut pengurasan sumber
daya alam (natural resource depletion). (Widayati, 2015).

E. Implikasi Lingkungan Hidup Terhadap Ekonomi Politik
Lingkungan hidup menjadi isu sensitif untuk bidang ekonomi
polittk pembangunan. Ada semacam kontradiksi antara memacu
pertumbuhan ekonomi yang berbasis para eksploitasi dan ekstraksi
sumber daya alam, atau tetap memelihara kelestarian lingkungan alam,
dengan ristko melambatnya pertumbuhan ekonomi. Dua pilihan yang
relatif tidak mudah untuk ditentukan. Tetapi yang terjadi adalah pilihan
pertama tetap dipilih dan dilanjutkan. Negara-negara di dunia melan-
jutkan pertumbuhan ekonomi berbasis industri dan ekstraksi sumber
daya alam. Dampaknya juga semakin terlihat jelas, bencana alam setiap
tahun selalu terjadi, dengan dampak dan korban yang semakin meluas,
Persoalan lingkungan hidup juga menjadi persoalan politik.
Mengingat buruknya dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan
lingkungan, mulai dari pemanasan global, pencemaran lingkungan,
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deforestasi dan lain-lain, maka menjadi isu politik. John McCain, calon
Presiden Amerika Serikat yang bersaing dengan Barack Obama pada
Pemilu 2008, melakukan kampanye ramah lingkungan. Begitu pula
dengan Angela Merkel, Kanselir Jerman, yang bertarung sebagai calon
Presiden ikut menyorot kerusakan lingkungan alam (Wauran, 2009).

Lebih jauh lagi, tidak hanya berkaitan isu kampanye para calon
presiden, isu lingkungan hidup juga menjadi hal penting untuk
ditangani secara baik danmadai oleh pemerintah dan wakil rakyat.
Banyaknya bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia
yang beraneka ragam, memaksa pemerintah untuk membentuk badan
khusus yang menangani bencana. Maka dibentuklah Badan Nasional
Penanganan Bencana (BNPB). Tidak hanya di level pusat, badan ini
kemudian diperluas hingga ke daerah-daerah. Indonesia yang memiliki
luas wilayah, dengan aneka ragam potensi alam, mulai dari laut, gunung,
hutan lain-lain, menjadi tantangan tersendiri untuk menghadapi
bencana yang terjadi. Indonesia yang termasuk jaringan cincin api dunia
(ring of fire) Juga menjadi tantangan tersendiri untuk bersiap menghadapi
bencana. Dalam hal ini Indonesia menghadapi persoalan pada anggaran
bencana yang masih minim, kalaupun dialokasikan, kadang dijadikan
lahan korupsi oleh pejabat di pusat maupun daerah.
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Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian pembangunan dan lingkungan hidup!

2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah
pembangunan dan lingkungan hidup!

3. Kemukakan satu kasus pembangunan dan lingkungan hidup, yang
ada di sekitar Saudara!

4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang
Saudara kemukakan tersebut?

5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/
kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan
di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!
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“Hiduplah kamu seperti pohon yang berbuah,
manusia melemparinya dengan batu,

tetapi ia membalasnya dengan buah*
(Abu Hamid Al Ghazali, filsuf, 1058-1111)
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@paian Pembelajaran

L.
2,

Mahasiswa mampu menguasai konsep pajak dan retribusi.

Mahasiswa mampu memahami praktik pajak dan retribusi.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1.

2.
3.
4

0.

132

Mahasiswa mampu memahami konsep pajak dan retribusi.
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pajak dan retribusi.
Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik pajak dan retribusi.
Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam pajak dan
retribusi.

Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam pajak dan
retribusi.

Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah pajak
dan retribusi.
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A. Latar Belakang

Negara memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap pajak
dan retribusi. Pajak dan retribusi menjadi sumber utama dan terbesar
pemasukan negara. Negara memiliki pemasukan dan sumber pen-
dapatan selain pajak dan retribusi, namun jumlahnya tidak sebesar
pajak. Pajak dan retribusi mendominasi pendapatan negara. Dari pajak
dan retribusi yang diperoleh negara, digunakan untuk membayar gaji,
honor dan tunjangan serta fasilitas pejabat dan aparatur negara, dari
tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, pajak dan retribusi digunakan
untuk membiayai program pembangunan yang dijalankan oleh
pemerintah, atau pejabat dan aparatur pemerintah yang telah digaji dari
uang pajak dan retribusi. Sehingga secara jelas, bahwa pajak merupakan
darah yang mengalir di tubuh negara. Panja pajak darah tidak akan
mengalir dan itu berarti kematian.

Di negara-negara maju pajak juga menjadi tulang punggung dari
pembiayaan negara. Di negara-negara maju semakin besar pendapatan
orang, pajaknya semakin besar. Seperti pekerja seni dan artis
Hollywood pajaknya cukup besar. Begitu pula orang kaya dengan
berbagai harta yang dimiliki memiliki beban pajak yang tinggi. Ada
beragam pajak yang dibebankan kepada mereka. Begitu pula di
Indonesia, warga negara dibebani berbagai macam jenis pajak. Hal
tersebut dilakukan untuk menambah pemasukan bagi negara. Untuk
selanjutnya dari pajak negara dapat membiayai belanja pegawai dan
pembangunan.

Di Indonesia pemasukan negara dari sektor pajak hingga mencapai
70% sampai 80%. Padhun 2019, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Republik Indonesia menyampaikan mengumumkan realisasi pene-
@am pajak mencapai angka Rp. 1.332,1 triliun. Jumlah tersebut
merupakan penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) tahun 2019 (Fakhruzy, 2020). Di tengah
tingginya kebutuhan negara terhadap pajak, ada persoalan yang
berkaitan dengan pajak. Korupsi para pejabat dan birokrasi yang
mengurusi pajak. Pejabat pejabat di bidang pajak yang terjerat kasus
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korupsi. Begitu pula dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang masih
rendah. Banyak wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya
secara baik dan benar.

B. Sejarah Pajak

Pajak memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri dari berbagai
literatur dan kajian yang ada. Perfama, pajak sudah ada sejak sebelum
masehi. Fra ini terjadi pada Republik Roma tahun 509-27 sebelum
masehi. Pada masa ini pajak dikenal lewat berbagai pungutan, yaitu
censor dan guestor. Ada pula “tributum™ semacam pajak atas kepala (bead
fax). Pajak jenis ini dipungut dari warga Roma pada saat masa perang
sampai tahun 167 sebelum masehi. Penguasa Roma juga member-
lakukan pada tidak langsung yang disebut “vegtigalia™ yaitu pajak tidak
langsung, untuk jenis pungutan bpara pengguna pelabuhan (pertoria)
(Hopkins, 1980). Pada zaman Julius Caesar pajak dikenal dengan
sebutan “centesima rerum venalium” yaitu pajak penjualan yang
dikenakan sebesar 1% dari omzet penjualan. D1 Italia, pajak juga
dikenal dengan sebutan “decumae” yaitu pungutan sebesar 10% dari
para petani atau pemilik tanah (Stuart, 2015).

Kedna, Setelah masehi, pajak diberlakukan di Spanyol pada abad ke-
14. Di Spanyol pajak dikenal dengan sebutan “alcabala.” Pajak ini
dikenakan bagi kegiatan jual beli, yang dikenakan kepada penjual yang
mendapatkan uang (R. S. Smithﬁélﬂ}. Di Amerika, pada tahun 1492
penduduknya diwajibkan untuk membayar berbagai pungutan kepada
pemerinta.mmlom'al Inggris. Berbagai pungutan tersebut meliput
kewajiban untuk membayar pajak terhadap pembelian kmm kartu judi,
dadu dan bahkan atas akta perkawinan. Ada pula pajak terhadap teh,
kertas cat dan kartu. Hakim Agung di Amerika Oliver Wendell Holmes,
Jr, (1841-1935) menyebut pajak sebagai pajak adalah harga yang kita
bayar untuk peradaban “faxes are the price we pay for civilization.” Ungkapan
tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran pajak di dalam
perekonomian dan kemajuan sebuah negara. Bahkan pajak disebut

sebagai pondasi pembangunan peradaban. Tanpa pajak, tidak akan
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terwujud peradaban. Benjamin Franklin  (1706-1790), seorang
negarawan dan ilmuwan terkenal Amerika Serikat menyebut dunia ini
tidak ada pasti, kecuali pajak dan kematian “notbing is certan but tax and
dead.” Presiden Amerika Serikat Roosevelt (1882-1945) juga memiliki
semboyan bayar pajak sesuai penghasilan “pay as you earn.” (Creighton,
2010).

Sejarah pajak di Indonesia, sudah mulai ada sejak abad kg3, yang
diberlakukan oleh para raja di Jawa. Pada masa kerajaan Majapahit
pertama, yakni Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1301 masehi pajak
sudah dikenal. T-m tersebut diketahui dari sebuah piagam yang
menyebut adanya pembebasan pajak pada sebuah desa yang bernama
Adan-Adan. Desa tersebut ditetapkan sebagai desa perdikan yang bebas
pajak dan diberikan kepada Rajarsi. Rajarsi merupakan pejabat yang
telah berjasa kepada raja dan negara, sehingga dia dibebaskan oleh
kerajaan Majapahit dari kewajiban untuk membayar pajak (Rasmini,
2011).

Pada era modern, pemberlakukan pajak juga dilakukan oleh
Belanda pada saat melakukan penjajahan di Indonesia. Berbagai pajak,
berupa pungutan dilakukan oleh Belanda terhadap warga pribumi,
Pajak dalam pemungutan diberlakukan dalam berbagai bentuk. Ada
yang dalam dalam bentuk natura (payment in kind). Bagi mereka yang
tidak punya uang, maka diganti dengan kerja paksa (a/tuurstelsel) pada
1830-1870. Ada pula dalam bentuk uang dan upeti. Beban pajak atau
pungutan, semakin banyak pada saat berdirinya Vereenigde Oostindische
Compagze (NOC) Qndnnesia tahun 1602, Pada masa kejayaan Raffles
(1811) kemudian dikenal pajak bumi (land renf) dan pajak atas rumah
(Wijayanti, 2010).

Begitu pula pada masa pendudukan Jepang di Indonesia yang
berlangsung singkat, Jepang juga memberlakukan pajak kepada warga
pribumi, terutama para petani. Pada tahun 1944, dengan menjalankan
amanat “Syucokan™ Jepang yang menjajah Indonesia waktu itu
memberlakukan kewajiban kepada rakyat Indonesia yang menjadi

petani untuk menyerahkan padi kepada pihak Jepang setiap musim
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panen. Selain memberlakukan pungutan terhadap hasil panen padi para
petani, Jepang juga memberlakukan pajak dalam bentuk tenaga yang
harus dikerjakan secara sukarela bagi pekerja “romusha” dan pembantu
tentara Jepang “heiho” (Iryana, 2017).

Kebijakan pajak kemudian terus berlangsung setelah Indonesia
merdeka, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Lama. Pemerintah
Orde baru juga memberlakukan pajak bagi warga negara, dan kemudian

terus berlangsung hingga kini.

C. Pengertian Pajak

Beragam pengertian pajak yang dikemukakan oleh ahli. Menurut
Erly Suandy, Fm merupakan iuran berupa barang atau uang yang
diberikan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
yang sifatnya bisa memaksa, dengan tidak mendapat jasa timbal. Dapat
ditunjukkan langsung digunakan untuk membayar pengeluaran, demi
mencapai kesejahteraan umum (Gunarso, 2016).Qementara itu
menurut Santoso Brotodiharjo, pajak merupakan suatu kewajiban
untuk menyerahkan sebagian harta kekayaan ke kas negara disebabkan
suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan
tertentu. Pajak bukan bentuk hukuman, namun berdasarkan peraturan
yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Tidak ada timbal
balik dari negara kepada pemberi pajak. Pajak digunakan untuk
memelihara kesejahteraan umum (Mangoting, 1999).

Negara juga memilikiengertim tersendiri mengenai pajak. Hal
tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007
tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.” Di Pasal 1
disebutkan bahwa, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.” (Darmayasa & Aneswari, 2019).

Definisi dan pengertian pajak yang dikemukakan ahli maupun
peraturan perundang-undangan bersifat kaku dan memaksa. Orien-
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tasinya juga pada materialisme, untuk mendapatkan pemasukan
sebesar-besarnya dari rakyat. Suka tidak suka, rela tidak rela, wajib pajak
harus membayar pajak yang sudah ditetapkan. Saat melakukan transaksi
jual beli, maka dengan sendirinya, konsumen dipaksa untuk membayar
pajak sebesar 10%. Begitu pula pada saat makan di restoran, atau
menginap di hotel, maka secara langsung konsumen harus membayar
pajak sebesar 21% dari harga yang dibayar. Pajak menjadi otoritas
negara untuk memaksa baik konsumen maupun pengusaha yang
memiliki usaha. Untuk selanjutnya uang pajak masuk ke kas negara.
Selanjutnya setelah masuk ke kas negara uang tersebut digunakan untuk

membiayai pengeluaran negara.

D. Jenis dan Bentuk Pajak

Di Indonesia, hampir seluruh aspek ekonomi dan kegiatan warga
negara berkaitan dengan kewajiban pajak. Sehingga, bila diperhatikan
secara seksama, maka pajak, khususnya di Indonesia beragam jenis dan
bentuk. Dengan istilah lain, apa saja dikenakan pajak oleh negara. Ada
pajak yang dikenﬁn dan dilakukan pemungutannya oleh pemerintah
pusat terutama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Republik Indonesia.

Pertama, Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) memi-
liki peran strategis untuk meningkatkan pemasukan negara, selanjutnya
untuk pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pengh@n dikenakan
bagi perorangan maupun kelompok atau korporasi. Undang-undang
Pajak Penghasilan (PPh) mengatur besaran tarif pajak, kisaran 25%
hingga 28% bagi badan usaha (Purnawan, 2011). Adapun tarif pajak
perorangan atau penghasilan perorangan bervariasi, mulai dari 5%
sampai 30%. Pajak perorangan dikenakan bagi pekerja atau pegawai
yang mendapat penghasilan tetap, yang dihitung berdasarkan pen-
dapatan setiap bulan atau akumulasi per tahun (Arniati & Muammar,
2012).

Kedna, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
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tentang “Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983
tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualm@as
barang mewah.” Berdasarkan peraturan tersebut, maka setiap
pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari
produsen ke konsumen dikenakan pajak. Pajak tersebut dikenal d

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
disetor oleh pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata
lain, penanggung pajak adalah konsumen akhir, yang biasanya pem-
bayarannya langsung dilakukan secara bersamaan pada saat membayar
barang yang dibeli atau jasa yang digunakan yang dikenakan pajak. Saat
konsumen membeli baju di pusat perbelanjaan, maka yang menang-
gung pajak bukan pemilik pusat perbelanjaan, namun konsumen yang
membeli baju. Pajak yang dikenakan sebesar 10% langsung dibayar oleh
konsumen pada saat membayar h@-‘ang dibeli (Daud et al., 2018).

Selain yang diberlakukan dan dipungut oleh pemerintah pusat, ada
pula pajak daerah, yaitu pajak yang diberlakukan oleh pemerintah
daerah, dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pajak
jenis ini biasanya disetor melalui Dinas Keuangan dan Pendapatan Asli
Daerah atau @an sebutan lainnya di bawah pemerintah daerah.

Pertama, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemberlakukan pajak
bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undanggfjomor 12 Tahun
1985 tentang “Pajak Bumi dan Bangunan™ yang mulai diberlakukan
pada 1 Januari 1986. Pada tahun 1994, dilakukan perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 menjadi Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994. Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan
bahwa, orang atau badan hukum yang memiliki bangunan dengan nilai
jual sekurang-kurangnya Rp 12.000.000 dikenakan pajak (Pudihang et
al., 2017).

Kedua, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB). Pemberlakuan Pajak Bmpemlehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, maka kewenangan
untuk memungut BPHTB diserahkan oleh pemerintah pusat kepada
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pemerintah daerah di tingkat kabupaten/ kota. Penyerahan pengelolaan
BPHTB kepada pemerintah kabupaten/ kota mulai efektif berjalan 1
Januari 2011. Dengan mengalihkan kewenangan ke daerah, maka
sebetulnya ini menjadi peluang bagi daerah untuk mendapat sumber
pemasukan yang besar, sebagai modal untuk melaksanakan pem-
bangunan. Namun realitanya banyak daerah yang tidak mendapat
mantaat secara maksimal dari pengalihan ini (Putra et al., 2020).

Sejak adanya otonomi daerah, banyak daerah di Indonesia yang
melakukan pemungutan pajak dan retribusi terhadap berbagai objek
pajak yang ada di daerah. Ada retribusi terhadap parkir di tempat-
tempat tertentu, dan lain-lain. Ada retribusi masuk ke tempat wisata

lain-lain. Semakin banyak kegiatan ekonomi warga, semakin kreatif
pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi yang secara
langsung membebani masyarakat. Tentu dengan alasan untuk
meningkatkan pemasukan daerah, dan untuk selanjutnya membiayai

belanja pembangunan daerah (Asih & Irawan, 2018).

E. Implikasi Pajak Terhadap Ekonomi dan Politik

Pajak dan retribusi yang diberlakukan oleh negara kepada warga-
nya sesungguhnya memiliki implikasi baik positif maupun negatif. Pada
masa lalu, pajak yang diberlakukan oleh Inggris, pada saat menguasai
Amerika Serikat menimbulkan gejolak dan perlawanan dari masyarakat
Amerika (Dorfman, 2008). Begitu pula dengan pajak yang pernah
diberlakukan oleh Belanda pada saat menjajah Indonesia menimbulkan
perlawanan dari masyarakat Indonesia. karena pajak yang diberlakukan
terlalu memberatkan (Lina et al., 2020).

Hingga saat ini, pajak memiliki implikasi terhadap perekonomian
negara. Di Indonesia pajak memiliki implikasi positif bagi negara,
sebagai sumber pendapatan utama negara, dan menjadi penggerak
ckonomi negara. Pajak juga memiliki implikasi politik, berbagai
kebijakan yang berkaitan dengan pajak dibahas secara politik oleh
pemerintah bersama wakil rakyat di Senayan. Hal ini tidak lepas dari

keberadaan pajak yang cukup menentukan perekonomian dan
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perpolitikan negara. Bila pemasukan dari pajak semakin jauh dari target
maka kinerja pemerintah disorot oleh parlemen. Hal ini tentu saja
memiliki implikasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. Pemerintah
yang berkuasa dinilai tidak memiliki kemampuan (ponrer) untuk menge-
lola negara dengan baik.

Implikasi selanjutnya secara ekonomi adalah, pertumbuhan
ckonomi akan melambat atau stagnan. Seperti yang terjadi pada masa
pandemi covid-19, pendapatan negara dari sektor pajak berkurang
drastis. Hal ini disebabkan karena lesunya sektor ril dan sektor
ckonomi lainnya, yang berpengaruh kepada pendapatan perorangan
maupun pendapatan badan usaha. Sehingga baik perorangan maupun
badan usaha banyak yang membayar pajak sebagaimana yang biasa
dibayarkan sebelum masa pandemi berlangsung. Jangankan untuk
membayar pajak, banyak sekali badan usaha yang terpaksa melakukan
pemutusan hubungan kerja (c#/ off) terhadap karyawan. Dampak
selanjutnya adalah karyawan yang selama ini ikut membayar pajak,
karena menjadi pengangguran, tidak lagi bekerja, tidak lagi membayar
pajak. Begitu pula dengan badan usaha yang tidak mampu bertahan,

maka dengan sendirinya menutup kegiatan usahanya dan berhenti
beroperasi (Silalahi & Ginting, 2020).
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Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian pajak dan retribusi!

2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah
pajak dan retribusi!

3. Kemukakan satu kasus pajak dan retribusi, yang ada di sekitar
Saudaral

4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang
Saudara kemukakan tersebut?

5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/
kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan

di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!
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“Apabila kita bicara tentang uang,

maka semua orang agamanya sama*
(Voltaire, filsuf dari Perancis, 1694-1778)
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BAB XII NEGARA, KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN

@paian Pembelajaran

I.  Mahasiswa mampu menguasai konsep negara, kemiskinan dan
pembangunan.

2.  Mahasiswa mampu memahami praktik negara, kemiskinan dan
pembangunan.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

I. Mahasiswa mampu memahami konsep negara, kemiskinan dan
pembangunan..

2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep negara, kemiskinan dan
pembangunan..

3. Mahasiswa mampu mendiskusikan praktik negara, kemiskinan dan
pembangunan..

4. Mahasiswa mampu mengungkapkan masalah dalam negara,
kemiskinan dan pembangunan.

5. Mahasiswa mampu mengemukakan solusi dalam negara,
kemiskinan dan pembangunan.

6. Mahasiswa mampu menemukan model solusi dari masalah negara,

kemiskinan dan pembangunan.
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A. Pengertian Negara

Negara memiliki banyak pengertian dan konsep yang dikemukakan
oleh ahli politik. Di antara banyak pengertian tersebut, beberapa
disampaikan disini. Menurut Plato, negara merupakan individu-
individu yang berkumpul membentuk satu tubuh, melakukan proses
kemajuan dan evolusi. Negara ideal dipimpin oleh filosof yang dituntut
oleh akal dan ilmu (R. Hall, 1992).

Sementara itu, negara menurut Aristoteles adalah “sebagai
kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan
demi kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai
sesuatu yang mereka anggap baik.” (Namang, 2020). Pada bagian ini,
Aristoteles ingin menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk
rasional dan berbudi yang bebas melakukan apa saja tanpa mengganggu
orang lain (Everson, 1988).

Ibnu Chaldun mengartikan negara sebagai “negara merupakan
sesuatu yang diperlukan bagi menegakkan perintah agama.” Dalam
pandangan Chaldun, negara merupakan “alat yang digunakan sesuai
dengan situasi, kondisi, dan kesepakatan komunitas manusia, yang
diperlukan untuk mewujudkan cita-cita dan menjamin terciptanya
kemakmuran bagi seluruh rakyat.” (Nizar, 2003).

Jean-Jacques Rousseau di dalam karyanya yang fenomenal
“kontrak sosial” menyebut bahwa manusia hahagj@am komunitas
mereka yang pada dasarnya baik, namun manusia tetap memerlukan
kontrak sosial, untuk menghadapi rintangan yang datang kepada
mereka. “Schingga, manusia dapat mewujudkan pembangunan
alamiah, merealisasikan kapasitas berpikir, mengekspresikan kebebasan
secara maksimal, hal tersebut dilakukan oleh negara.” (Muthmainnah,
2011).

Menurut Thomas T—@hes, manusia memiliki kecenderungan
untuk berperang, padahal keamanan dan ketenangan lebih baik untuk
menyelamatkan marm'a dari kesengsaraan. Ketenangan dan keamanan
akan terbentuk jika setiap individu melepaskan kekuasaan dan haknya

pada seseorang yang telah dipilihnya untuk mengurusnya. Maka
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terbentuklah negara yang menampung keinginan individu yang
berbeda-beda untuk melebur menjadi keinginan besar (Steinberger,
2008).

Menurut Charles Louis de Secondat Bﬂnnm\f[nntesquiml, atau
biasa disebut Montesquieu, negara dibagi dalam tiga cabang kekuasaan
yang dikenal dengan istilah “trias politica.” Yaitu kekuasaan eksekutif,
legislatit dan yudikatif. Pendapat Montesquieu tidak dipungkiri sebagai
respon terhadap kondisi Prancis dimana Montesquieu hidup pada saat
itu (1689-1755) (Gearhart, 1980).

Masyarakat Prancis diwarnai sistem kerajaan, yang memungkinkan
keluarga kerajaan atau bangsawan memiliki hak-hak istimewa diban-
dingkan dengan rakyat kebanyakan. Maka sistem pemerintahannya pun
menganut sistem monarki atau dipimpin oleh raja, yang kekuasaannya
absolut atau mutlak. Sebab kekuasaan tersebut diberikan langsung oleh
Tuhan kepada raja. Trias politica dimaksudkan sebagai pemikiran yang
mengoreksi kekuasaan yang berjalan saat itu, dimana raja menjadi
semua sumber kekuasaan. Raja yang membuat aturan dan undang-
undang, raja pula yang menjadi eksekutor pelaksanaannya, dan raja yang
bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan semua aturan
yang ada. Di tangan raja seluruh kekuasaan bertumpu. Menurut
Montesquieu hal tersebut tidak baik dalam negara.

John Locke, seperti mengikuti apa yang dikemukakan oleh
Montesquieu yang menyebut bahwa, negara merupakan wadah dimana
terjadinya kesetaraan yang tidak ada kekuasaan yang lebih dari yang lain,
Sebab secara alamiah mmusi@alah lahir secara bebas, tidak ada yang
menjadi atasan dan bawahan. Setiap orang memiliki hak dan kedaulatan
yang sama antara satu dengan yang lain. Dalam kekuasaan negara juga
demikian, perlu adanya kesetaraan diantara lembaga negara yang ada.
Kesetaraan lembaga negara akan menjadi alat kontrol satu sama lain
(Locke, 1887).

Menurut Antonio Gramsci, “negara adalah sekumpulan teori dan
praktik yang komplek, penguasa memiliki kewajiban untuk meng-

aturnya, untuk melakukan pemaksaan terhadap kekuasaan di luarnya,

146




PENGANTAR ERKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasi.” (Moran,
1998). Gramsci menegaskan bahwa negara tidak semata-mata sebagai
instrumen kekuasaan bisa digunakan oleh pengusaha sesuka hati,
Namun negara harus dipergunakan untuk menciptakan kebaikan bagi

rakyat.

B. Pengertian Kemiskinan

Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2009 mencoba untuk
merumuskan pengertian sebagai, “kondisi dimana seseorang atau
sekelompok orang laki-laki dan perempuan yang tidak mampu untuk
memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengem-
bangkan kehidupan yang bermartabat” (Dina & Adwiya, 2010).
Konsep kemiskinan yang dikemukakan Bappenas RI tersebut seperti
abstrak, tidak konkrit, namun sepenuhnya bisa mengukur tentang
kemiskinan. Siapapun yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
secara mandiri, seperti makan, minum, berpakaian dan bertempat
tinggal, maka orang tersebut disebut miskin. Bila konsep ini yang
digunakan, maka tentu saja jumlah penduduk miskin di Indonesia
sangat besar jumlahnya.

Sementara itu Bank Dunia (World Bank) membuat ukuran
kemiskinan secara lebih konkret dan lebih terukur. Menurut Bank
Dunia yang dimaksud dengan miskin adalah, orang yang, “dengan
pendapatan di bawah USD $1/ hari dan pengertian kemiskinan
menengah untuk pendapatan di bawah $2/ hari.” (Pender, 2002). Bank
Dunia ikut serta merumuskan konsep dan pengertian kemiskinan,
dengan dasar, ikut terlibat dalam membantu negara-negara di dunia
untuk mengatasi kemiskinan, dengan memberi pinjaman. Pemberian
pinjaman tersebut berdasarkan pengajuan yang disampaikan oleh
pemerintahan suatu negara. Untuk mengukur seberapa banyak jumlah
pendidikan miskin yang akan dibantu, Bank Dunia kemudian membuat

semacam kriteria atau knnsep seperrj tersebut.
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Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) kemudian
melakukan pemetaan terhadap kemiskinan yang ada di Indonesia. Pada
tahun ZDIWPS kemudian membuat konsep miskin bagi warga
Indonesia adalah, mereka yang berpenghasilan paling besar Rp
233.000/ bulan, atau sama dengan Rp 7.000/ hari (Ramdani, 2015).
Pendapatan Rp 7.000 per hari adalah hitungan yang sangat rendah. Hal
ini dampaknya pada semakin sedikit warga miskin. Sebab bila dinaikkan
angkanya menjadi Rp 15.000 per hari, maka penduduk miskin akan

semakin besar jumlahnya.

C. Jenis Kemiskinan

Kemuskinan itu tidak tunggal, 1a memiliki beragam model, bentuk
atau jenis. Dari tipikal kemiskinan yang umum terjadi, ada empat jenis
kemiskinan yang dikemukakan oleh Jamasy, 2004, yaitu:

Pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kemis-
kinan mutlak, yaitu orang yang tingkat pendapatannya berada di bawah
garis kemiskinan. Kemiskinan absolut juga bisa dalam bentuk tidak bisa
memenuhi  kebutuhan hidup minimum secara mandiri, seperti
kebutuhan makan, minum, berpakaian, dan memiliki tempat tinggal
yang layak.

Kedna, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatit adalah kondisi warga
yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan, tapi relatif lebih
rendah dari pendapatan warga yang tidak masuk kategori miskin.
Kemiskinan relatif juga bisa bermakna, warga yang secara ukuran
ckonomi tidak masuk kategori miskin, namun ia bisa menjadi miskin
karena kondisi tertentu. Misalnya warga yang tidak masuk kategori
miskin, namun karena sakit, dan butuh biaya berobat, maka harta
sepertl tanah yang selama ini dimiliki untuk menopang perekonomian
keluarga, jatuh miskin, karena tanahnya dijual untuk berobat. Tanah
dijual karena tidak memiliki dana tabungan, dan untuk ikut asuransi
tidak memiliki uang yang memadai.

Ketiga, kemiskinan struktural. Warga yang memang dalam kondisi

miskin karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya warga
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yang berada di wilayah pelosok dan terpencil, atau yang dikenal dengan
wilayah 3T, terluar, terjauh, terisolir. Warga yang berada di wilayah
tersebut rata-rata berada di dalam kondisi miskin. Kemiskinan warga
yang berada di daerah tersebut adalah kemiskinan struktural.

Keempat, kemiskinan kultural. Warga yang miskin di tengah budaya
miskin yang rela menerima nasib yang dialami dan terjadi, serta percaya
kepada takdir dan kehendak Tuhan. Miskin seperti in1 adalah miskin
kultural, yaitu memang budaya personal, keluarga dan masyarakat
secara umum, menerima kemiskinan sebagai sesuatu yang biasa, bisa
diterima dan tidak menjadi masalah, bahkan dianggap sebagai takdir
Tuhan (Jamasy, dalam (Delisuawati, 2018).

D. Faktor Penyebab Kemiskinan

Setiap orang sesungguhnya tidak ingin miskin, tetapi kadang ada
yang rela menerima kondisi miskin yang dihadapi, apakah dengan
sukarela atau terpaksa menerima kondisi tersebut. Kemiskinan sebagai
suatu realitas sosial, tentu saja tidak terjadi begitu saja, ada sebab yang
mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Menurut Revrisond Baswir
1997, ada empat faktor penyebab kemiskinan, sebagai berikut.

Pertama, kemiskinan natural. Miskin yang disebabkan oleh faktor
alamiah. Faktor alamiah yang dimaksud disini adalah faktor di luar diri
manusia. Yang masuk kategori miskin secara alamiah adalah, orang
yang cacat sejak lahir, karena cacat fisik atau mental, tdak memiliki
memiliki kemampuan untuk menghidupi diri secara mandiri. Miskin
secara alamiah juga bisa dalam bentuk orang miskin karena diakibatkan
oleh bencana alam, seperti banjir, longsor atau gempa bumi, atau badai,
tsunami dan bencana alam lain yang menyebabkan seluruh harta benda
yang dimiliki ludes, habis tidak tersisa dilanda bencana. Korban
bencana seperti ini menjadi miski@cara natural.

Kedna, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kondisi
miskin yang disebabkan oleh budaya yang addalam masyarakat.
Misalnya budaya malas bekerja, tidak disiplin, ingin cepat kaya tanpa
usaha dan kerja keras. Pada masyarakat tertentu budaya ini masih
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melekat. Tidak hanya sekedar malas dan tidak mau bekerja tapi mau
hidup enak, ada budaya masyarakat yang tidak mau menuntut ilmu,
Budaya semacam ini semakin kuat, saat melihat ada anggota masyarakat
yang telah menuntut ilmu kemudian pulang ke kampung dan menjadi
pengangguran.

Ketiza, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kondisi
miskin yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak adil,
sentralistik. Selain itu, kondisi miskin disebabkan karena aktor negara,
dalam hal ini birokrasi dan politisi yang bertindak korup. Sehingga
menyalahgunakan anggaran negara yang seharusnya untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, namun digunakan untuk memperkaya
dirt. Di beberapa negara yang tingkat korupsinya tinggi, berkorelasi
semakin banyak warga miskin di Negara tersebut (Mussadun &
Nurpratiwi, 2016).

E. Upaya Mengentaskan Kemiskinan

Ada banyak sudut pandang dan paradigma yang berkaitan dengan
kemiskinan. Ada yang menganggap kemiskinan sebagai takdir dari
Tuhan yang harus diterima. Cara pandang seperti berlanjut pada
perilaku pasrah dalam menjalankan aktivitas ekonomi, cenderung
malas, dan tidak berusaha bekerja keras. Sebab sekeras dan sekuat
apapun kerja dan upaya yang dilakukan, kalau takdirnya sudah miskin,
maka tetap saja miskin. Meski hanya bekerja sekedarnya, kalau sudah
ditakdirkan kaya, maka akan menjadi kaya.

Ada pula yang beranggapan bahwa kemiskinan merupakan kondisi
miskin yang terjadi dapat diubah dan diupayakan. Sebaliknya, kondisi
kaya juga bisa berubah menjadi miskin, jika salah mengelola harta
kekayaan. Terhadap cara pandang seperti ini biasanya dilakukan upaya
untuk keluar dari kondisi miskin, dan adanya upaya untuk memper-
tahankan kekayaan yang dimiliki, dengan bekerja keras dan usaha yang
maksimal untuk tetap kaya dan tidak miskin.

Terlepas dari adanya sudut pandang yang berbeda mengenai

kondisi miskin, maka sebetulnya baik yang menganggap miskin sebagai
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takdir maupun miskin sebagai kondisi yang bisa dirubah, sama-sama
ada upaya untuk merubah kondisi miskin. Hanya pada upaya untuk
mengentaskannya yang cenderung berbeda. Pada kasus pertama,
biasanya upaya untuk keluar dari miskin biasa sekedarnya saja.
Sedangkan pada kasus kedua, upaya yang dilakukan untuk keluar dari
kemiskinan adalah dengan memaksimalkan seluruh potensi yang
dimiliki.

Pada bagian ini jika dicermati, sesungguhnya tidak ada yang ingin
berada dalam kondisi miskin. Hampir seluruh manusia ingin berada
dalam kondisi kaya. Hal tersebut juga tentu saja berhubungan dengan
usaha yang dilakukan untuk keluar dari kemiskinan, kondisi miskin
tidak dapat dipelihara secara turun-temurun. Sebab kemiskinan meru-
pakan bagian dari persoalan sosial, yang harus dicarikan solusi untuk
diselesaikan. Berkurangnya kemiskinan atau hilangnya kemiskinan,
merupakan salah satu indikator negara maju dan makmur. Negara
makmur adalah negara yang seluruh warganya tidak kesulitan untuk

memenuhi hidup tanpa bantuan pihak lain.

F. Peran Negara Dalam Pembangunan

Dalam teori kontrak sosial (ma’af contract) yang dibahas oleh ahli
politik terutama Rousseau, meniscayakan pihak penyelenggara yang
sudah mengambil alih tanggung jawab secara perorangan dari warga
secara umum untuk melaksanakan pembangunan. Penyelenggara
Negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam sistem demo-
krasi terbagi ke dalam dua cabang pokok kekuasaan, yaitu eksekutif dan
legislatif. Kedua cabang pokok kekuasaan ini kemudian memilih
penyelenggara di bidang yudikatif, apakah di kepolisian, kejaksaan,
kehakiman maupun komisi Negara lainnya, seperti Komisi Pemberan-
50 Korupsi (KPK) untuk kasus Indonesia. Fksekutif yaitu presiden,
gubernur, bupati dan walikota beserta wakilnya dipilih langsung oleh
rakyat. Begitu di legislatif, yaitu wakil rakyat dipilih secara langsung,

baik di pusat maupun di daerah. Saat para penyelenggara Negara
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tersebut dipilih dan dilantik serta disumpah di atas kepala mereka kitab
suct, maka mereka sudah resmi melakukan kontrak sosial dengan rakyat
yang memilih untuk mengambil alih tanggung jawab pelayanan dan
pembangunan masyarakat.

Sejak saat itu pula penyelenggara mendapat wewenang dan
kekuasaan yang luas untuk mengatur dan menyelenggarakan Negara.
Tidak hanya wewenang yang diperoleh, namun penyelenggara Negara
juga mendapat gaji, honor, tunjangan dan fasilitas yang berasal dari
uang rakyat. Uang yang bersumber dari rakyat dalam berbagai bentuk,
uk dalam bentuk pajak, retribusi maupun pendapatan Negara lain,
sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Atas
dasar kewenangan yang diperoleh, dan bekerja dengan dibayar oleh
rakyat, penyelenggara Negara melaksanakan peranannya sebagai aktor
pembangunan. Secara nyata, tanggung jawab penyelenggaraan pem-
bangunan ada di tangan para penyelenggara Negara, baik di tingkat
pusat, daerah maupun desa. Maka berhasil atau gagalnya pembangunan
sangat ditentukan oleh penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara
memiliki seluruh instrumen dan perangkat untuk melaksanakan
pembangunan, mulai dari otoritas, peraturan, anggaran, sumber daya
manusia, dan bila diperlukan hal tersebut dapat ditambah dan diperluas,

seperti yang terjadi pada Undang-Undang Omnibus Law.

G. Upaya Negara Mengurangi Kemiskinan

Negara memandang kemiskinan sebagai satu persoalan sosial yang
diakibatkan oleh banyak faktor. Negara memiliki beban dan tanggung
jawab untuk mengentaskan kemiskinan. Undang-Undang Dasar telah
mengamanatkan kepada siapapun yang menjadi pejabat negara untuk
harus berupaya untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Tentu saja,
strategi, pendekatan, dan upaya yang dilakukan oleh negara untuk
mengentaskan kemiskinan, tidak bisa tunggal, perlu beragam sesuai

dengan jenis kemiskinan.
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Pertama, untuk jenis miskin yang disebabkan oleh budaya, maka
pendekatan yang dilakukan adalah dengan budaya pula. Pendekatan
budaya bisa dilakukan dua hal, yaitu pendidikan dan agama. Pada bagian
pendidikan, negara perlu menyediakan seluruh kebutuhan pendidikan,
sarana-prasarana, infrastruktur, anggaran, sumber daya manusia, akses
dan lain-lain kepada warga miskin. Warga miskin harus dimudahkan
dan dilayani dalam pendidikan, sehingga warga miskin termotivasi
untuk berpendidikan. Jalan pendidikan memang menjadi satu cara
untuk keluar dari jurang kemiskinan. Dengan pendidikan orang
memiliki skill dan keahlian, bila telah memiliki keahlian orang bisa
bekerja, dengan bekerja orang mendapat gaji/ upah, dengan upah bisa
membiayai diri dan keluarga, bahkan bisa membayar pajak ke negara.
Adapun pendekatan agama, bisa dengan proses penyadaran yang
dilakukan ahli/ tokoh agama yang sering melakukan kegiatan ceramah,
pengajian, bimbingan dan lain sebagainya, mengenai pentingnya
menjadi orang kaya yang baik di dalam agama. Saat seseorang kaya,
maka ada kesempatan yang luas untuk beramal membantu orang lain.
Membantu orang lain dengan harta terutama, merupakan salah satu
cara untuk masuk surga.

Kedna, untuk jenis kemiskinan struktural, atau miskin karena
perlakukan yang tidak adil, maka pemerintah perlu merumuskan dan
menata ulang kebijakan yang telah dibuat. Salah satunya adalah dengan
upaya menghilangkan sentralisasi di dalam pembangunan. Pem-
bangunan harus sampai pada level terendah dari negara, yaitu desa.
Upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengucurkan dana PNPM
Mandiri desa dan perkotaan, juga dana desa merupakan salah satu
upaya yang patut diapresiasi, meski dalam pelaksanaannya perlu banyak
pembenahan. Pendekatan yang dilakukan untuk kemiskinan struktural
ini selain menghilangkan sentralisasi adalah pemberantasan korupsi.
Pemberantasan korupsi merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan
pemerintah yang baik dan bersih (good and clean government). Selain itu
pemberantasan korupsi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah

untuk terbuka terhadap publik (gpen government). Korupsi yang dilakukan
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oleh pemangku kebijakan negara, merupakan sumber utama
kemiskinan. Korupsi tidak hanya mengambil hak rakyat di dalam
pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, namun juga menutup
peluang semakin besarnya pemasukan negara yang dapat digunakan
untuk mengentaskan kemiskinan. Korupsi yang dilakukan nm:m]jtisi
dan birokrasi meliputi korupsi di hulu dan korupsi di hilir. Salah satu
upaya yang dapat dilakukan da@ memberantas korupsi adalah
penegakan hukum (Jaw enforcement), salah satu cara yang belum dilakukan
di Indonesia adalah memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi. Bila itu
dapat dilakukan sebuah terobosan yang baik, karena dana yang disita
dari koruptor dapat memperbanyak dana yang diberikan kepada warga
miskin, untuk mengentaskan kemiskinan.

Ketjga, upaya yang dilakukan negara terhadap jenis kemiskinan
natural atau alamiah, negara dapat melakukan pendekatan pember-
dayaan dan pemberian hibah atau bantuan sosial. Selama warga yang
miskin masih dapat diberdayakan dengan berbagai bentuk, baik dalam
bentuk akses modal, maupun pemberian skill atau keahlian, maka itu
pilihan lebih tepat. Namun bila karena kondisi keterbatasan secara fisik
dan mental misalnya, maka negara perlu melakukan pendekatan
pemberian hibah atau bantuan sosial (¢harity strategy). Pemberian hibah
atau bantuan sosial (charity strategy) yang dilakukan oleh pemerintah bisa
beragam, mulai dari bantuan uang tunai, bantuan kebutuhan pokok,
bantuan tempat tinggal atau rehab rumah, bantuan biaya pendidikan,
bantuan kesehatan, atau biaya berobat. Artinya Negara menjalankan
fungsinya untuk memelihara orang miskin, orang tidak, orang yang
terlantar dan orang yang tidak mampu, sebagaimana amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
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Soal dan Latihan

1. Jelaskan pengertian negara, kemiskinan dan pembangunan!

2. Diskusikan bersama satu orang rekan sekelas mengenai sejarah
negara, kemiskinan dan pembangunan!

3. Kemukakan satu kasus negara, kemiskinan dan pembangunan,
vang ada di sekitar Saudaral

4. Apa solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi kasus yang
Saudara kemukakan tersebut?

5. Uraikan model solusi yang Saudara tawarkan terhadap masalah/
kasus yang telah dibahas, menurut satu ahli, yang Saudara temukan
di dalam jurnal atau buku yang sudah dipublikasikan!
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GLOSARIUM

Aktivitas yang berkaitan dengan cara-cara
untuk menghasilkan, mengedarkan, membagi
serta memakai barang dan jasa dalam masya-
rakat, maupun negara, sehingga kebutuhan
materi masyarakat atau rakyat dalam sebuah
negara, atau di sebuah wilayah dapat terpenuhi
dengan baik.

Hubungan atau keterkaitan berbagai aspek
vang terkait dengan ekonomi dan politik. Art-
nya, setiap aspek yang ada di dalam ekonomi
dan politik selalu memiliki keterhubungan
vang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, dapat
dijelaskan pula bahwa setiap proses di dalam
ekonomi memiliki hubungan dengan proses
politik. Begitu pula proses politik memiliki
hubungan dengan ekonomi. Proses politik
berpengaruh kepada proses ekonomi, dan
proses ekonomi berpengaruh terhadap proses
politik.

Ekonomi politik yang tidak murni lagi mene-
rapkan pemikiran, sistem dan gerakan, dari
dua ekonomi politik paling besar, yaitu sosia-
lisme dan kapitalisme. Yang terjadi malah
sebaliknya berusaha untuk menggabungkan

dua ekonomi politik tersebut, bisa dalam
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Islam
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Eksport

Globalisast
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keseluruhan atau bisa untuk sehagi
Pemikiran ekonomi politik yang bersumber
dari al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad
SAW yang meliputi perkataan, perbuatan Nabi
SAW, atau perkataan dan perbuatan sahabat
vang dibenarkan oleh Nabi SAW. Begitu pula
dengan praktik para sahabat Nabi SAW yang
pernah m]adi pemimpin, yang disebut
dengan Khulafaur Rasyidin, meliputi Abu
Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan,
dan Ali bin Abi Thalib.

Pemikiran ekonomi dan politik }-‘ﬂngﬁ.f;um—
ber dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila
mulai dari sila pertama sampai dengan sila
kelima.

Kegiatan pengeluaran barang-barang dari
peredaran masyarakat dan mengirimkan keluar
negeri sesual dengan ketentuan pemerintah
dan mengharapkan pembayaran dalam bentuk
valuta asing.

Proses perubahan institusional di tingkat lokal
atau  nasional yang dilebarkan menjadi
perubahan bersifat transnasional atau lintas
negara.

Kegiatan pengiriman barang dari satu gpeara
ke negara lain dengan cara yang legal, sesuai
peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku, terhadap barang-barang yang halal
untuk diperdagangkan.

Sistem perckonomian yang mengunggulkan
faktor modal di dalam menggerakan roda

pereckonomian secara nasional maupun global.




Kemiskinan

Koperasi

Lingkungan hidup

Negara

Pajak

Pembangunan

PENGANTAR EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN
Kondisi dimana seseorang atau sekelompok
orang laki-laki dan perempuan yang tidak
mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya
untuk mempertahankan dan mengembangkan
kehidupan yang bermartabat.

Suatu badan usaha yang lebth memiliki dasar
asas kekeluargaan, yang berusaha meng-
gerakan potensi sumberdaya ekonomi demi
majukan kesejahteraan anggota.

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di
dalamnya manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan dan kesejah-
(1132 manusia serta makhluk hidup lainnya.
Kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat
dibentuk dengan tujuan demi kebaikan, karena
manusia senantiasa bertindak untuk mencapai
grjuatu yang mereka anggap baik.
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Suatu proses yang dilakukan terus-menerus,
usaha yang dilaksanakan secara sadar dan
berencana yang mengarah kepada modernitas
yang multidnsinnal dituyjukan  untuk
membangun bangsa (wafion building) secara
terus-menerus dalam rangka pencapaian

tujuan bangsa dan Negara.
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Tindakan untuk menciptakan kehidupan
bersama yang lebih baik.

Ideologi ekonomi politik yang menginginkan
terwujudnya kesejahteraan di kalangan masya-
rakat secara merata, tidak hanya di tangan
segelintir orang. Pemerataan kesejahteraan
diperoleh dengan cara evolusi, tanpa keke-
rasan, persuasif, dan konstitusional.

Setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang
dalam dan/ atau akan melakukan pekerjaan,
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja
guna menghasilkan barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pinjaman yang dibuat oleh negara atau
pemerintah yang hmasa untuk mendapat
dana dari sumber dalam negeri, baik dari
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
lainnya.

Pinjaman yang dilakukan oleh negara atau
pemerintah yang berkuasa kepada lembaga-
lemhagaa:emheri pinjaman, atau yang biasa
disebut lembaga donor internasional, seperti
Bank Dunia (World Bank), International
Monetary Fund (IMF), Asian Development
Bank (ADB), dan lain-lain, Untuk selanjutnya,
dana pinjaman tersebut digunakan oleh
pemerintah untuk membiayai berbagai kebu-
tuhan negara

Pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah dan

peruntukannya dilaksanakan oleh pemerintah.
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